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v a.

1.

' WALI KOTA SERANG

bahwa bahwa dalam rangka memndaklanjutl Standar -

_ Akuntans1 Pemerlntahan yang mengatur ‘ mengena1 }» S

'Pemyataan Standar Akuntans1 Pemenntahan Nomor . 16

dan Pemyataan Standar. Akuntans1 Pemenntahan Nomor "

17, maka perlu melakukan Perubahan atas Peraturani 3
) Wah Kota. Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kebljakan
| Akuntansi Pemenntah Daerah; '

bahwa | berdasarkan pertlmbangan sebaga.lrnana o

) 'dlmaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
FWah Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wah Kota._ | )
Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kebljakan Akuntansr - .

Pemermtah Daerah - o R
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 téntang"ﬂ

Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubhk Indones1a ,

Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara

Repubhk Indones1a Nomor 4286) sebagalmana telah 1

beberapa kah dlubah terakhlr dengan 'Undang—Undang» : o

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonlsa31 Peraturanb S
‘ PerpaJakan (Lembaran Negara Repubhk Indone31a Tahun"

| ) | 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Repubhk R

‘Indonesm Nomor 67 36), :

2. Undang-Undang .....



: _'2T

. Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 téntang
Perbendaharaan :-Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan ‘Lembaran N
iNegara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
" telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 vtentan‘g Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
~, Negara Republik In_dones1a Nomor 6736); _
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengéldlaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia _Tahim'
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400); | \ I
I,Undang‘-Undang' Nomor 32 Tahuh 2007 tentang
Pembentukan Koi:a Serang‘ di Provinsi Banten (Lembaran
Negara Republik Indonesm Tahun 2007 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 4748); ' o ‘
| Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran - Negara Republik
- Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lémbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah  beberapa kali diubah ferakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturain Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nombr
2 Tahun 2022 tentang Cipta,fK'exja menjadi Undang-
. Undang (Lembaran Negara Republik Ihdoﬂesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
- Indonesia Nomor 6856),
Undang-Undang | Nomor" 1 Tahun 2022 tentang
- Hubungan Keuangan antara _Pémérintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indone51a Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
: Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan .....
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara.

) Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 20 14 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun"'2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

o 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

10.

11.

12.

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 v‘tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nofnor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 64 Tahun 2013

"tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemermtahan

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun 2013 Nomor  1425)

sebagaimana telah d1ubah dengan Peraturan Menteri

' Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang ;Kla51ﬁka81,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Peny1s1han
Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17 52) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri"Nomdr 108 Tahun 2016
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Baréng Milik

Daerah (Berita Negara Republik Indone81a Tahun 2016
‘Nomor 2083); -

- 13. Peraturan ..... ‘



Menetapkan

13.

14.

15.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019
tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara |
Republik Indonesia Taﬁun 20 1>9 Nomor 164); | o
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tehtang Pedomap ‘Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Beﬁta Negara Républik I_ndonesia Tahun 2020 Nomor
1781); E ,. o |
Peraturan D,aérah Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembai'an Daerah Kota
Serang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Sefan'g Nomor 123); ‘

 MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 24 TAHUN 2022 ‘TENTANG - KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH ' ‘

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 24 Tahun 2022
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Benta Daerah Kota Serang
Tahun 2022 Nomor 220) diubah sebagai berikut : ‘

1._' Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

- (3)

Pasal 4

Kebijakan' Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri dari:

a.
b.
c.
d.

kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan; dan
‘kebijakan Akuntansi akun; |
kebijakan Akuntansi BLUD; dan

kebijakan Akuntansi perjanjian konsesi jasa pemben konsesi.

Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagalmana dlmaksud

pada ayat (1) huruf a, memuat pen_]elasan atas unsur-unsur laporan

keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian laporan

keuangan

Kebijakan Akuntan31 akun sebageumana dimaksud pada ayat (1).

huruf b, mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian

dah/ atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai déngah SAP

atas:

a. pemilihan . .
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a. pemlllhan metode Akuntansi atas kebljakan Akuntansi dalam’
SAP; dan N —
b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakari Akuntansi dalamv
sap. | o |
(4) Kebijakan Akuntansi akun sebagalmana d1maksud pada ayat ( 1)
huruf b, terdiri dari: - ’
a. kebljakan Akuntansi pendapatén LRA;
kebijakan Akuntansi belanja;
. Kebijakan Akuntansi transfer;
Kebijékan Akuntansi peinbiayaan; ‘
- kebijakan Akuntansi pendapatan LO;
Kebijakan Akunfansi beban; =
kebijakan Akuntansi kas; |
. . kebijakan Akuntan31 investasi _]angka pendek
kebljakan Akuntansi piutang; ‘
kebijakan Akuntansi beban dibayar dlmuka,
kebljakan Akuntansi persediaan;
kebljakan Akuntan31 investasi jangka ’panjang‘; |
kebijakan Akuntansi aset tetap; |
kebijakan Akuntansi dana cadangan;
kebijakan ’Akuntansi aset lainya;

=SB R S S N

L R
Y

kebijakan Akuntansi properti investasi;

'P"F’.OPB

. kebijakan Akuntansi kewajiban; « «

(5) Kebljakan Akuntan31 Pemerintah Daerah sebagalmana dimaksud

| pada ayat (1) berlaku bagi Entitas Akuntans1 dan Entitas Pelaporan
Pemerintah Daerah. - ' ‘ '

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

: } ‘ Pasal 5 o :
| (1) ‘Ke»bijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 3 dan Pasal 4 disusun dengan sistematika “sebagai
 berikut: | o v
~a. BABI : Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan.
b. BABIl :Kebijakan Akuntansi Terkait Akun. |
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c. BABII :Kebijakan Akuntansi BLUD.
d. BAB IV :Kebijakan Akuntansi Perjanjian ‘KonseSi Jasa
‘ Pemberi Konsesi. ‘ :
2) Kebljakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagalmana dlmaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lamplran yang merupakan baglan
tldak terplsahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

' ' Pasal II
Peraturan Wah Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahulnya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 13 November 2023

~—

WALI KOTA SERANG,

SYAFRUDIN

| Diundangkan di Serang '
pada tanggal 13 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA ’SERANG,

NANANG SAEFUDIN

' BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2023 NOMOR 344
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LAMPIRAN |

PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG  PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG
KEBIJAKAN .~ AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH.

BABI
KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

A. Tyjuan

Tujuan kebijakan, ini adaléh mengatur penyajian laporari keuangan untuk
tuyjuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka
‘meningkatkah keterbandingan laporan keuangan baik tc;rhadap anggaran,
antar periode, maupun antar Entitas Akuntansi. Laporan keuangan untuk
tuyjuan umum disusun dan disajikan | dengan basis akrual. Laporan
keuangan untuk tujuan umum adalah laporén yang dimaksudkan untuk
memenuhi kebutuhanpchgguna; Yéng dimaksud dengan peﬁgguna adalah
~ masyarakat, termasuk iembaga legislatif, pemeriksa/pengawas, pihak yang
memberi atau berperan dalam proses donasi, Investasi, dan pinjaman,
serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang‘
disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan délam
dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk Entitas Akuntansi menyusun
laporan keuangan SKPD dan SKPKD, serta berlaku juga untuk Entitas
Pelaporan dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai
laporan keuangan koﬁsolidasian, tidak termasuk pemsahaah daerah.
Basis Akuntansi yang digunakan untuk menyelenggarakan,Akuntansi‘dan
penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah Basis Akrual
Namun demikian, sepanjang anggaran masih disusun dan dilaksanakan

dengan basis kas, LRA tetap disusun dengan basis kas.



Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu Entitas

Akuntansi dan Entitas Pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah

menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, reaiisas)i anggaran, SAL,

arus kas, hasil operasi, dan perubahari Ekuitas suatu Entitas Pelaporan

yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi

keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan

- pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk 'menyajikan

informasi yang berguna untuk pengambllan keputusan dan wuntuk

menunJukkan akuntabilitas Entitas Pelaporan atas sumber daya yang

dipercayakan kepadanya, dengan: _

1. menyediakan -informasi mengenai posisi ‘sumber daya ekOnomi,
Kewajiban, dan Ekuitas Pemerintah Daerah; ' |

- 2. menyediakan informasi mengenai perubahan- posisi sumber daya
ckonomi, Kewajiban, dan Ekuitas Pemerintah Daerah; '

3. menyediakan informasi mengenai sumbér, alokasi, dan penggunaan
sumber daya ekonomi; = o

4. menyediakan - informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap
anggarannya; _

5. menyediakan informasi. mengenai cara Entitas Pelaporan mendanai
aktivitasnya dan memenuh1 kebutuhan kasnya;

6. menyediakan informasi mengenal potensi Pemerintah Daerah untuk
membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan

7. menyédiakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan -
Entitas Pelaporan dalam mendana1 aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunya1 peranan prediktif

dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi

»besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan,

sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang bérkélanjutan, serta risiko

dan ketidakpé.stian yang terkait. Pelaporan keuangan juga vmenyajikan ~

informasi bagi pengguna mengenai:

1. indikasi apakah sumber daya telah dlperoleh dan dlgunakan sesuai
dengan anggaran; dan

2. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan dlgunakan sesuai dengan
ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh dewan

| perwakllan rakyat daerah.

Untuk memenuhi tuJuan umum ini, laporan keuangan menyediakan

informasi mengenai Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan dalam hal: -

1. Aset; | ' -

2. Kewajiban; :

3. Ekuitas .....



Ekuitas;

Pendapatan-LRA;

Belanja;

transfer; ,

Pembiayaan;

SAL;

Pendapatan-LO;

10 Beban; dan

11. arus kas. v ,

' Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuh1
tujuan laporan keuangan, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi

0 O NG A ®

tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan,
dapat ‘ dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk
“memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengena1 akthltas suatu
Entitas Pelaporan selama satu periode.

Kbmponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keﬁangan
terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporah
ﬁnans1al sehlngga seluruh komponen menjadi sebaga1 berikut:
LRA; ‘ ‘

LPSAL;

Neraca;

LO;

LAK;

LPE; dan

CalLK. ‘ | v
Komponen-komponen laporan keuangan tersebut.disajikan oleh Entitas.
Pelaporan, kecuali LAK yang hanya d1sa31kan oleh entltas yang mempunya1

N RW e

fungsi perbendaharaan umum.
Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum merupakan unit yang
- ditetapkan sebagai kuasa BUD. Kegiatan keuangan pemenntah dibatasi
dengan anggaran dalam bentuk apropna31 atau otorisasi anggaran.
Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai apakah sumber daya
ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah
ditetapkan. : '

Komponen laporan keuangan yang disusun dan dlsa_]lkan oleh Entltas
Akuntansi dalam satu set laporan keuangan pokok adalah

LRA;
. Neraca;

LO;

LPE; dan
- CalLK.

AR o S
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Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi
dan kewajiban Entitas Pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber
daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna
untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan Entitas Pelaporan dalam
menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang. Entitas
Pelaporan menyajikan informasi untuk membantu para pengguna dalam
memperkirakan hasil operasi entitas dan pengelolaan Aset, seperti halnya
dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya
~ ekonomi. _
‘Entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum menyajikan
informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas
selama suatu periode Akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal
pelaporan. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan menyajikan kekayaan
bersih pemerintah yang mencakup Ekuitas awal, surplus/defisit periode
bersangkutan, dan dampak kumulatif akibat perubahan kebijakan dan
kesalahan mendasar. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam
membaca laporan keuangan, Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
harus mengungkapkan semua informasi penting baik yang telah tersaji
maupun yang tidak tersaji dalam lembar muka laporan keuangan. Entitas
‘Akuntansi dan Entitas Pelaporan mengungkapkan informasi tentang
ketaatan terhadap anggaran. ' '
Dalam situasi tertentu suatu Entitas Akuntansi atau: Entltas Pelaporan
harus mengubah tanggal pelaporannya, misalnya sehubungan dengan
adanya perubahan tahun anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal
pelapdran adalah penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah
yang disajikan untuk periode sekarang dan Jumlah-_]umlah komparatlf
tidak dapat diperbandingkan.
Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia _
bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan.
Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas
Pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan
yang tepat waktu.
Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah.
Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu
dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.
Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang
Rupiah. Dalam hal tersedia dana.dalam mata uang asing yang sama
dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang
asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang
Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan
dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan Rupiah, maka
transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam Rupiah
berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar Rupiah yang dlgunakan untuk
. memperoleh valuta asing tersebut



-11 -

j o . : v ,
Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan

untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang

asing lainnya, maka: | |

1. Transaksi mata uang asing ke mata uang aSing, lainnyé dijabarkan

| dengan menggunakan kurs transaksi; dan |

2. Transaksi dalam mata uang asing lajnnya terse‘but dicatat dalam
Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) _

LRA menya_]lkan informasi realisasi pendapatan—LRA, Belanja, transfer;

éurplus/ defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu Entitas Akuntansi dan

Entitas Pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan

anggarannya dalam ‘satu periode. Dalam LRA harus diidentifikasikan

secara jelas, dan d1u1ang pada setiap halaman laporan _]lka dianggap perlu,

informasi berikut: '

Nama Entitas Pelaporan atau sarana 1dent1ﬁka81 lamnya,

Cakupan Entltas Pelaporan,

Periode yang dicakup;

Mata uang pelaporan; dan

Satuan angka yang digunakan;

LRA disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahuh suatu Entitas

N

Pelaporan menyajikan LRA selambat—lambatnya 3 (tlga) bulan setelah
| berakhlmya tahun anggaran ' '
LRA disajikan sedemikian rupa sehlngga meng1nformas1kan berbagai unsur
ppndapatan LRA, Belanja, transfer, surplus/ defisit, dan pembiayaan yang
B diperlukan untuk penyajian yang wajar. LRA menyahdingkan realisasi
péndapatan—LRA, Beianja, transfer, sufplus/ defisit-LRA, dan perhbiayaan
dengaﬁ anggarannya. LRA dijelaskan lebih lanjut dalam CalK yang
memuat hal-hal yang memengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kondisi
4e:konomi makro daerah, kebijakan keuangan daerah, sebab-sebab
terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta
daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu

untuk dijelaskan.
LRA sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:
1 Pendapatan -LRA;
2. Belanja ......



-12 -

2. Belanja;

3. Transfer;

4. Surplus/ deﬁs1t-LRA

5. Penerimaan pembiayaan,

6. Pengeluaran pembiayaan;

7. Pembiayaan neto; dan

8. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA).

Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan menyajikan klasifikasi
, pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam LRA, dan rincian lebih
lanjut jenis pendapatan disajikan pada CalK. Entitas Akuntansi dan
Entitas Pelaporan menyajikan klasifikasi Belanja menurut jenis Belanja
dalam LRA. Klasifikasi Belanja menurut organisasi disajikan dalam LRA
atau di CaLK. Klasifikasi Belanja menurut fungsi disajikan dalam CaLK.

. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) ,

LPSAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran
Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPSAL
menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos benkut

SAL awal;

penggunaan SAL; _

sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan;

koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;

SAL akhir; dan

lain-lain. ; ,

Di samping itu, suatu Entitas Pelaporan ményajikan rincian lebih lanjut
dari unsur-unsur yang terdapat dalam LPSAL dalam CaLK. Entitas
Pelaporan juga memberikan penjelasan atas perbedaan antara periode
" berjalan dan periode yang lalu berupa:

1. rincian yang diperlukan; dan |

2. penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

SAL hanya meliputi saldo anggaran yang berasal dari pengelolaan APBD.

_LPSAL hanya disajikan oleh Entitas Pelaporan yang menyusun laporan
keuangan konsolidasiannya.

AU S

. Neraca

Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk penyajian Neraca oleh setiap
Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan yang menggambarkan posisi
keuangan pada tanggal pelaporan.
Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan mengklasifikasikan Asetnya
dalam Aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan Kewajibannya
menjadi Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam Neraca.
Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan mengungkapkan setiap pos Aset
dan Kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan
diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belasj bulan setelah tanggal
pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan d1ter1ma atau dibayar
dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Apabila .....
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Apabila  suatu Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan menyediakan
barang-barang Yang akan digunakan dalam menjalankan Kkegiatan .
Pemerintah, perlu adanya klasifikasi terpisah antara Aset lancar dan
nonlancar dalam Neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-
barang yang akan dlgunakan dalam periode Akuntansi benkutnya dan
yang akan digunakan untuk keperluan _]angka panjang.

Dalam Neraca harus diidentifikasikan secara jelas, dan diulang pada setlap
halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:

1. nama Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan,

2. nama laporan;

3. periode laporan yang dicakup;

4. mata uang pelaporan; dan

5. satuan angka yang digunakan. ‘

Informasi tentang tanggal jatuh tempo Aset dan Kewajiban keuangan
bermanfaat untuk menilai likuiditas ‘dan solvabilitas suatu - Entitas
Akuntansi/ Entitas Pelaporan. Informasi tentahg tanggal penyelesaian Aset
nonkeuangan dan Kewajiban seperti pérsediaan ~dan. cadangan juga
bermanfaat untuk mengetahui apakah Aset diklasifikasikan sebagai Aset
lancar dan nonlancar dan Kewajiban diklasifikasikan ’sebagai Kewajiban
jangka péndek dan jangka panjang. |
Struktur dan isi Neraca ditingkat Entitas Akuntan31 SKPD terdiri dari pos-
pos berikut:

kas di bendahara penerimaan;

kas di bendahara pengeluaran

kas di BLUD;

kas Dana BOS; :

kas dana kapitasi peida FKTP;

piutang pajak daerah;

piutang retribusi daerah;

piutang BLUD;

piutang lain-lain (tidak termasuk piutang dana penmbangan),

© PN U AW D

. peny131han piutang;

— =
= O

. persedlaan
. Aset tetap; .
13. akumulasi penyusutan Aset tetap,

[y
N

14. Aset lainnya,;

15. Kewajiban jangka pendek;

~ 16. Kewajiban jangka panjang; dan
17. Ekuitas.
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Struktur dan isi Neraca di tingkat Entitas Akuntansi SKPKD terdiri dari

pos-pos berikut: . | - :
kas di kas daerah; _

. kas di bendahara penerimaan;
kas di bendahara pengeluaran;
setara kas; A
Investasi jangka pendek;
piutang dana perimbangari;
piutang lain-lain;
penyisihan piutang_;

© 0N TR WN

persediaan;

[om—y
o

. Investasi jangka panjang; _

11. dana cadangan; |

12, Aset tetap; ,

13. akumulasi penyusutan Aset tetap;

14. Aset lainnya; '

15. Kewajiban jangka pendek;

16. Kewajiban jangka pénjang; dan

17. Ekuitas. o

Struktur dan isi Neraca di tingkat Pemerintah Daerah terdiri dari pos-pos
berikut: | S AT
1. kas di kas daerah; | ' |
kas di bendahara penerimaan;

kas di bendahara pengeluaran;

kas di BLUD;

kas Dana BOS;

kas dana kapitasi pada FKTP;

setara kas; )

Investasi jangka pendek.

piutang pajak daerah;

10. piutang retribusi daerah;

11. piutang dana perimbangan;

12. piutang BLUD;

13. piutang lain-lain;

0O NGk N -

14. penyisihan piutang;

15. persediaan;

16. Investasi jangka panjang;

17. Aset tetap;

18. akumulasi penyusutan Aset tetap;
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19. dana cadangan;
20. Aset lainnya;
21. Kewajiban jangka pendek;
22, Kewajiban jangka pan_]ang, dan
23. Ekuitas. |
- Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam Neraca jika standar
Akuntansi mensyaratkan, atau jika penyajian tersebut perlu untuk
‘menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu Entitas Akuntansi dan
Entitas Pelaporan. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara
terpisah didasarkan pada faktor-faktor: |
1. sifat, likuiditas, dan materialitas Aset;
2. fungsi pos-pos tersebut dalam Entitas Akuntansi; dan
3. jumlah, sifat dan jangka waktu Kewajiban.
Contoh format Neraca yang diilustrasikan di dalam paragraf-paragraf
berikutnya tidak bersifat kaku dalam péngertian bahwa format Neraca
dapat dimodifikasi sepanjang tidak bertentangan dengan _prinsip-prinsip
kebijakan Akuntansi. Sebagai contoh, Entitas dapat menambah akun yang
~ belum ada di dalam contoh format Neraca sebagaimana diilustrasikan di
dalam paragréf—paragraf berikutnya, atau sebaliknya tidak menampilkan
akun yang tidak pernah ek31s di dalam bagan akun Entitas yang
bersangkutan.
Apabila pencatatan transaksi remprokal antara SKPKD dan SKPD
menggunakan pendekatan Akuntansi ”pusat dan cabang” (home-office
branch accounting), maka pada pos Aset di Neraca SKPKD akan muncul
akun resiprokal "RK-SKPD”, dan sebaliknya, pos Ekuitas di Neraca SKPD
akan dipengaruhi oleh akun resiprokal RK-PPKD. Pengaruh akun RK-
PPKD pada saldo Ekuitas SKPD dapat terlihat pada LPE SKPD.
Selanjutnya, kedua akun resiprokal tersebut (RK—SKPD dan RK-PPKD)
akan dieliminasi pada saat penyusunan Neraca dan  LP-Ekuitas
konsolidasian. : ‘

E. Laporan Operasional (LO)
Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk setiap Entitas Akuntansi dan
Entitas Pelaporan di Pemerintah Kota Serang, dalam menyusun LO yang

- menggambarkan pendapatan-LO, Beban, dan surplus/defisit operasional
dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan
daerah. LOmenyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional
'keuangan Entitas Pelaporan yang tercerminkan dalam pendapétan—LO,
Beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu Entitas Pelaporan yang
penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.



-16 -

Pengguna laporan membutuhkan LO dalam mengevaluasi pendapatan-LO
dan Beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh Entitas
pemerintahan, sehingga LO menyediakan informasi:

1. mengenai besarnya Beban yang harus ditanggung oleh Pemenntah
Daerah untuk menj jalankan pelayanan;

2. mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam
mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalarﬁ hal efisiensi, efektivitas,
dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;

3. yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima
untuk mendanai kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode mendatang
dengan cara menyajikan laporan secara komparatif; dan

4. mengenai penurunan Ekuitas (bila defisit operasional), dan penmgkatan
Ekuitas (bila surplus operasional).

LO menyajikan berbagai unsur pendapatan- LO, Beban, surplus/ defis1t dari

. operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit

sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang

diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

Struktur LO mencakup pos-pos sebagai berikut:

Pendapatan-LO; - '

Beban;
- Surplus/Defisit dari operasi;

Kegiatan non operasional;

‘Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;

Pos Luar Biasa; dan

Surplus/Defisit-LO. :
Dalam LO harus d11dent1ﬁka31kan secara jelas dan J1ka dlanggap perlu

NG RO

diulang pada setlap halaman laporan informasi berikut:

1. nama Entitas Pelaporan;

2. cakupan Entitas Pelaporan;

3. periode yang dicakup;

4. mata uang pelaporan; dan

S. satuan angka yang digunakan.

Dalam LO ditambahkan pos, judul dan sub jumlah 1a1nnya apablla'
diwajibkan oleh Pernyataan SAP atau apabila penyajian tersebut
diperlukan untuk menyajikan LO secara wajar. ‘ :
Surplus/Defisit-LO adalah penJumlahan selisih 1eb1h/ kurang antara
surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan
kejadian luar biasa. Saldo surplus/defisit-LO pada akhir periode pelaporan
dipindahkan ke LPE. | |
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F. Laporan Arus Kas (LAK)
Kebljakan Akuntansi ini diterapkan untuk penyusunan LAK yang dlsusun
oleh Entitas Pelaporan sebagai baglan dari laporan keuangan pokok yang '
harus disajikan. _
Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa
\ ‘yang akan datang, serta berguna untuk men11a1 kecermatan atas taksiran
‘arus kas yang telah dibuat sebelumnya Laporan arus kas juga menjadi
alat pertanggung-jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama
periode pelaporan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya,
laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para
pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/
Ekuitas suatu Entitas Pelaporan dan struktur keuangan pemerintah
~ (termasuk likuiditas dan solvabilitas).
Kas dan setara kas harus disajikan dalam laporan arus kas. Setara kas
pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek
- atau untuk tujuan la1nnya Untuk memenuhi persyaratan setara Kas,
~ Investasi Jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam
| jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang'
signifikan. Oleh karena itu, suatu Investasi disebut setara kas kalau
Investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tlga)
bulan dari tanggal perolehannya. - '
Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak dnnformas1kan dalam
laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari
manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, Investasi,
pendanaan, dan transitoris. Dalam hal teijadi pemindahbukuan/ transfer
/kiriman uang dari satu rekening pemerintah ke rekening pemerintah
lainnya yang terjadi pada akhir periode pelaporan, namun rekening yang
dituju belum menerima kas dimaksud dan baru diterima pada awal periode
pelaporan berikutnya, maka saldo kas yang dipindahbukukan/ ditransfer/
dikirimkan tersebut disajikan sebagai kas dalam transitoris.
Entitas Pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas
adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum
yang dilakukan oleh fungsi Akuntansi SKPKD. Unit organisasi Yang |
mempunyai fung31 perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan
| sebaga1 bendaharawan umum daerah dan/atau kuasa BUD. Laporan arus
kas menyajikan informasi penenmaan dan pengeluaran kas selama periode
tertentu yang diklasifikasikan ‘berdasarkan aktivitas operasi, Investasi,
pendanaan, dan transitoris. '

Klasifikasi .....
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Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, Investasi, pendanaan, dan
transitoris memberikan informasi yang memungkinkén para pengguna
laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas |
dan setara kas Pemerintah Daerah. Informasi tersebut juga dapat
digunakan untuk mengeValuasir hubungan antar aktivitas operasi,
Investasi,' pendanaan, dan transitoris. Satu transaksi tertentu dapat
memengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi
" pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga
utang. Pémbayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas
pendanaan, sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke
dalam aktivitas operasi kecuali buriga yang dikapitalisasi akan
diklasifikasikan dalan aktivitas Investasi. | '

Dalam hal entitas bersangkutan masih membukukan penerimaan dan
pengeluaran dalam buku kas berdasarkan akun pelaksanaan anggaran
maka laporan arus kas dapat disajikan dengan mengacu pada akun-akun
pelaksanaan anggaran tersebut. Akun-akun pelaksanaan anggaran yaitu
akun yang berhubungan dengan pendapatan, Belanja, transfer,
pembiayaan, dan transaksi nonanggaran, yang dalam LAK dikelompokkan
menjadi aktivitas operasi, Investasi Aset nonkeuangan, pembiayaan, dan
transitoris. , | _
Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode
- Akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator 'yang
lme'nunjukkan kemampuan operaéi pemerintah dalam menghasilkan kas
yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan
datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar Arus masuk kas
dari aktivitas operasi diperoleh dari:

1. penerimaan pendapatan asli daerah;

2. penerimaan pendapatan transfer; dan

3. penerimaan lain lain pendapatan yang sah.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi digunakan untuk pengeluaran:
pembayaran pegawai;

pembayaran barang dan jasa;

pembayaran bunga,;

pembayaran subsidi;

pembayaran hibah;

pembayaran bantuan sosial;

pembayaran bantuan keuangan;

pembayaran lain-lain/tak terduga; dan

S O o

pembayaran transfer.
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Jika suatu Entitas Pelaporan mempunyai surat befharga yang sifatnya
sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka pé_rolehan dan
penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas
operasi. .Jika Entitas Pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan
suatu Entitas lain, yang perurimkannya belum jelas apakah sebagai modal
kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan,
maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas
operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam CaLK. |
| Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
~ ditujukan untuk perolehan dan pelepasan Aset tetap serta Investasi lainnya
yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas Investasi

mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka

perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk
meningkétkan dan ‘mendukung pelayanan Pemerintah Daerah képa&a
- -masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk kas dar1 akt1v1tas
Investasi terdiri dari:

1. penjualan Aset tetap;

penjualan Aset lainnya; ,

pencairan dana cadangan; dan

ol

penjualan Investasi dalam bentuk sekuntas
Arus keluar kas dar1 akt1v1tas Investas1 terdiri dan
perolehan Aset tetap,

perolehan Aset lainnya;

pembentukan dana cadangan;

penyertaan modal pemerintah; dan

gk LN

pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas.

Aktivitas pendanaan yaitu aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
yang berhubungah dengan pemberian piutang jangka panjang dan/ atau
pelunasan utang Jjangka panjéng yang mengakiﬁatkan perubahan dalam
jumlé.h dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.
Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas berhubungan dengan perolehan dan pemberian pinjaman
jangka panjang. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain: |
| penerimaan pinjaman; “ |

penerimaan dari penjualan surat utang/obligasi Pemerintah Daerah;

penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah lain; dan

e b=

penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan daerah.
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Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

1. pembayaran cicilan pokok utang; | |

2. pembayaran pokok surat utang/obligasi Pemerintah Daefah;

3. pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah
lainnya; dan , o

4. pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan daerah.

Aktivitas transitoris ialah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang

tidak termasuk dalam aktivitas operasi, Investasi, dan pendariaan. Arus

kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga

(PFK) pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari

bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. Perhitungan Fihak Ketiga

 (PFK) menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong

dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau diterima secara tunai untuk

pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan potongan Bédan. Penyelenggara

Jaminan Sosial. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar RKUD.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris antara lain penerimaan

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), seperti kiriman uang masuk dan

penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris méliputi pengeluaran Perhitungan

Fihak Ketiga (PFK) dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar

dan pcmberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

Entitas Pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan

dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi, Investasi, pendanaan, dan

transitoris. Entitas Pelaporan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi

dengan cara: ' '

1. metode langsung yang mengungkapkan pengelompokan utama
penerimaan'dan pengeluaran kas bruto; dan |

2. metode tidak langsung, dalam metode ini surplus atau defisit
disesuaikan- dengan transaksi-transaksi operésional nonkas,
penangguhan (deferral) atau pengakuan (accrual) penerimaan kas atau
pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur penerimaan dan
pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas
Investasi dan pendanaan.

Entitas Pelaporan Pemerintah Daerah menggunakan metode langsung

dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Keuntungan

penggunaan metode‘langsung adalah sebagai berikut: ‘

1. menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan arus
kas di masa yang akan datang;

2. lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan

3. data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat
langsung diperoleh dari catatan Akuntansi. ’
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Entitas Pelaporan Pemerintah Daerah melaporkan saldo kas yang menjadi

hak Pemerintah Daerah termasuk kas dari dana diluar pengelolaan APBD

seperti Dana BOS dan dana hibah lainnya dengan cara melakukan
inventarisasi kas (kas opname) pada tanggal pelaporan keuangan.

Arus kas yang timbul dari aktivitas opera31 dapat dllaporkan atas dasar

arus kas bersih dalam hal: '

1. penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat
(beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak
lain daripada aktivitas Pemerintah Daerah. Salah satu contohnya
adalah hasil kerja sama operasional; dan A

2. penerimaan - dan pengeluaran kas untuk transaks1-transak31 yang
perputarannya cepat volume transaksi banyak dan Jangka waktunya
singkat.

Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan

dengan menggunakan mata liang Rupiah dengan menjabarkan mata uang

- asing tersebut ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs pada }tanggal

transaksi. Arus kas yang timbul dari aktivitas Entitas Pelaporan di luar

negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs
pada tanggal transaksi. Keuntungan atau kerugian yang belum

- direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang ~asing tldak akan

memengaruhi arus kas. ‘

Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran

Belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan

dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah.

Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan

ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun. Jumlah

penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas
operasi adalah di BLUD yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga
pada periode Akuntansi yang bersangkutan. |

Jumlah pengeluaran Belanja pembayaran bunga utang yang dllaporkan’

dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk

pembayaran bunga dalam periode Akuntansi yang bersangkutan. Jumlah
penerimaan pendapatah dari bagian laba perusahaan daerah yang
dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah di BLUD yang benar-
benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam .période

Akuntansi yang bersangkutan.

Pencatatan .....
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Pencatatan Investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat
dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode Ekuitas dan
“metode biaya. Investasi Pemerintah Daerah dalam perusahaan daerah dan
kemitraan dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan. Entitas Pelaporan
melaporkan pengeluaran Investasi jangka panjang dalam perusahaan
daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas Investasi. ,
Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah
dan unit operas1 lainnya selama satu periode. Hal-hal yang dlungkapkan
adalah:
1. jumlah harga pembelian atau pelepasan;
2. bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dlbayarkan dengan
kas dan setara kas; _
3. Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit operasi
lamnya yang diperoleh atau dilepas; dan ‘
4. jumlah Aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh
perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau
- dilepas. ‘ : _
Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi
lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk
membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas
opera31 Investasi, pendanaan, dan transitoris. Arus kas masuk dari
pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan Investasi lainnya.
Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit
Operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan periu diungkapkan hanya
jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai Aset atau utang
oleh perusahaan daerah dan unit opera31 lainnya.
Transaksi operasi, Investasi dan pendanaan yang tidak mengaklbatkan
penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam
Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam CaLK.
Péngecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan'
tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak
. memengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas
yang tidak memengaruhi laporan arus kas adalah perolehan Aset melalui
- pertukaran atau hibah. | ,
Entitas Pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam
Laporan Arus Kas yang Jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.
Entitas Pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang
 signifikan yang tidak boleh digunakan oleh Entitas. ‘
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Hal ini dijelaskan dalam CaLK. Informasi tambahan yang terkait dengan
arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi
keuangan dan likuiditas suatu Entitas Pelapdran. Jika apropriasi atau
otorisasi kredit anggaran disusun dengan basis kas, laporan arus kaé
dapat membantu pengguna dalam memahami hubungan antar aktivitas

pelaporan atau program dan informasi penganggaran Pemerintah Daerah.

. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

_ Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi Ekuitas yang disusun dan

disajikan dengan menggunakan Akuntans1 berbasis akrual oleh Entitas

Akuntansi dan Entitas Pelaporan. Kebljakan Akuntansi ini diterapkan pada

Akuntansi Ekuitas dalam rangka penyusunan LPE. Pernyataan kebijakan

ini berlaku untuk Entitas Akuntansi dan pelaporan yang memperoleh

anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

LPE menyajlkan sekurang-kurangnya POS-pos:

1. Ekuitas awal; )

2. surplus/ defisit LO pada periode yang bersangkutan;

3. RK-PPKD (khusus untuk LPE SKPD);

4. koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi Ekultas yang
antara lain berasal dari dampak kumulatif yang ‘disebabkan oleh

| perubahan Kebijakan Akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar,
‘misalnya: ‘ |
a. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang 'feljadi pada
periode-peﬁode sebelumnya (jika ada); dan

b. perubahan nilai Aset tetap karena revaluasi Aset tetap (jika ada).

5. Ekuitas akhlr "

. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Setiap Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan diharuskan untuk
menyajikan CaLK sebagai bagian yang' .tak terpisahkan dari laporan
keuangan untuk tujuan umum. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan
dapat d1paham1 oleh pembaca secara luas tidak terbatas hanya untuk
pembaca tertentu ataupun manajemen Entitas Akuntansi dan Entitas
Pelaporan. Laporan keuangan mungkm mengandung informasi yang dapat
mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena
itu, untuk_menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan
harus dibuat CalK yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna
dalam memahami laporan keuangan. | -
- ‘ Kesalahpahamah .....



-24 .

' Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dan pembaca
laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran
mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep Akuntansi

- akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor'komeréial
cendergng melihat laporan keuangan pémerihtah- seperti laporan keuangan
perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke
pds-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan
keuangan. 'Selain itu, pengungkapan basis Akuntansi dan Kebijakan

Akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat

menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

CalK harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, LPSAL,

Neraca, LO, LAK dan LPE dapat mempunyai referensi silang déngan

informasi terkait dalam CaLK. CaLK meliputi penjelaéan atau daftar terinci

atau analisis atas nilai suatu pos' yang disajikan dalam LRA, LPSAL,

Neraca, LO, LAK dan LPE. Termasuk pula dalam CalLK adalah penyajian

informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh PSAP serta pengungkapan-

pengungkapan 1a1nnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas
laporan keuangan, seperti Kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen
lainnya. |

CaLK menyajikan 1nforma51 tentang penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

1. informasi umum tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan;

2. informasi tentang kebijakan fiskal /keuangan dan ekonomi makro;

3. ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut
kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

4; informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-
Kebijakan Akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-
transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

- 5. .r1nc1an dan penjelasan masing-masing pos yang dlsa_]lkan pada lembar
muka laporan keuangan; :

6. informasi yang diharuskan oleh kebijakan Akuntansi yang belum
disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

7. informasi lainnya yang dlperlukan untuk penyajian yang wajar, yang
tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan

~ mengikuti kebijakan Akuntans1 berlaku yang mengatur tentang

pengungkapan untuk pos-pos yang terkait. Misalnya, kebijakan Akuntansi

tentang Aset tetap mengharuskan pengungkapan kebljakan Akuntansi °

yang digunakan dalam pengukuran Aset tetap. :
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Untuk memudahkan pembaca dalam memaham1 laporan keuangan,
pengungkapan pada CalLK dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik,
daftar, dan jadwal atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan
secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan Entitas Akuntansi
dan Entitas Pelaporan. 'Penyajian Informasi tentang kebijakan
fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah
- APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi ‘dalam pencapaian
target :
CalK harus mengungkapkan informasi yang  merupakan gambaran
Ent1tas secara umum. Untuk membantu pemahaman para pembaca
laporan keuangan, perlu ada penJelasan awal mengena1 Entitas Akuntansi
dan Entitas Pelaporan yang meliputi:
1. domisili dan bentuk hukum suatu Entitas serta Jur1sd1k31 tempat ‘
" entitas tersebut berada;
2. penjelasan mengenai operasi entitas dan kegiatan pokoknjra; dan
3. ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasén
kegiatan operasionalnya.
Kebl_]akan fiskal yang perlu diungkapkan dalam CaLK khususnya pada
Entitas Pelaporan adalah kebijakan-kebijakan ° pemerintah dalam
peningkatan pendapatan, efisiensi Belanja dan penentuan sumber atau
penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam
kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran,
kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi pendapatan asli daerah,
pengembangan obligasi daerah. Kondisi ekonomi makro yang perlu
diungkapkan dalam CaLK adalah asumsi-asumsi mdlkator ekonom1 makro
yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tlngkat capaiannya. .
" Indikator ekonomi makro tersebut antara lain produk domestik
| bruto/produk domestik regional bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat
inflasi, nilai tukar, harga minyak, tingkat suku bunga.
CaLK harus dapat ménjelaskan perubahan anggaran yang penting selama
'penode berjalan dlbandlngkan dengan anggaran yang pertama Kkali
d1setu_]u1 oleh dewan perwakilan rakyat daerah, hambatan dan kendala
yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah
lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen Entitas Akuntansi dan
Entitas Pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan. Dalam satu
penode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu, Entltas
Akuntansi dan Entitas Pelaporan mungkin melakukan perubahan

anggaran dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah.
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Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti kondisi dan
perkembangan anggaran, pen_]elasan atas perubahan-perubahan yang ada,
yang disetujui oleh dewan perwakﬂan rakyat daerah, d1band1ngkan dengan
anggaran pertama Kkali disahkan akan membantu pembaca dalam
memahami kondisi anggaran dan keuangan Entitas Pelaporan.

Ikhtisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan sécafa garis
besar antara target sebagaimana yang tertuang dalam APBD dengan‘
reahsasmya Ikhtisar ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum
tentang kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan potensi
Pendapatan-LRA dan alokasi Belanja yang telah ditetapkan dalam APBD.
Ikhtisar ini disajikan baik untuk Pendapatan-LRA, Belanja, maupun
pembiayaan dengan struktur sebagai berikut: ‘

1. nilai target total;

2. nilai realisasi total;

3. prosentase perbahdingan antara target dan reaiisasi; dan

4. alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi.

Dalam kondisi tertentu, Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan belum
dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Penjélasan mengenai
hambatan | dan kendala yang ada perlu dijelaskah ‘dalam CaLK. Untuk
membantu pembaca laporan keuangan, manajemen Entitas Akuntansi dan
Entitas Pelaporan rriungkin merasa perlu untuk memberikan informasi
keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya
Kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode‘
. mendatang. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan mengungkapkan
dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan Akuntansi dalam CaLK.
CalLK harus menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos
dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Penjelasan atas LRA
disajikan untuk pos Pendapatan-LRA, Belanja, dan pemblayaan dengan
struktur sebagai benkut ’

1. anggaran;

realisasi;

prosentase pencapaian;

penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;

R S

perbandingan dengan periode yang lalu;

- 6. penjelasan .....
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6. penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang
lalu; ' |

7. rincian Pendapatan-LRA menurut sumber pendapataﬁ;

8. rincian Belanja menurut klasifikasi ekonomi, organiéési, dan fungsi;

‘9. rincian pembiayaan; dan |

10. penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. |

Penjelasan atas LPSAL disajikan untuk SAL awal periode, penggunaan SAL

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan,

koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan SAL akhir periode

dengan struktur sebagai berikut:

1. perbandlngan dengan periode yang lalu;

2. penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan penode yang
lalu;

' 3. rincian yang dlperlukan dan

4. penjelasan hal-hal pentlng yang dlperlukan

Penjelasan atas LO disajikan untuk pos Pendapatan-LO dan Beban dengan ,

struktur sebagai berikut:

1. perbandingan dengan periode yang lalu;

2. penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang
lalu; ; ‘

3. rincian lebih lanjut Pendapatan-LO menurut sumbef pendapatan; .

4, rincian lebih lanjut Beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan’

~ fungsi; dan. |

’5. penjelasan hal-hal penting yang diperluka‘n.r

" Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos Aset, Kewajiban, dan Ekuitas

dengan struktur sebagai berikut_: | |

1. perbandingan dengan periode yang lalu;

2. penjelasan atas perbedaan antara pei'iode beljalan dan periode yang
lalu; | | v 4

3. rincian lebih 'lanjut atas masing-‘masing akun dalam Aset lancar,
Investasi jangka panjang, Aset tetap, Aset lainnya, Kewajiban jangka

- pendek, Kewajiban jangka panjang, dan Ekuitas; dan

4. penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Penjelasan étas LAK disajikan untuk pos arus kas dari aktivitas operasi,

aktivitas Investasi Aset nonkeuangan, aktivitas pemblayaan, dan aktivitas

transitors dengan struktur sebaga1 berikut: |
’ 1. perbandingan .....
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1. perbandlngan dengan periode yang lalu; :
}2.7 penjelasan atas perbedaan antara penode berjalan dan penode yang
lalu; :

‘3. rincian leblh lanjut atas ‘atas masmg—masmg akun dalam masmg—'

- masing aktivitas; dan

4. penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. ,

Penjelasan atas LPE disajikan untuk Ekuitas awal periode, surplus/ defisit-
LO, dampak kumulatif perubahan kebuakan/ kesalahan mendasar, dan
“Ekuitas akhir periode dengan struktur sebagai berikut:

1. perbandingan dengan periode yang lalu;

2. penjelasan atas perbedaan antara perlode berjalan dan penode yang

lalu; '

3. rincian yang diperlukan; dan

4. penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. \

CalK harus menyajikan informasi yang diatur oleh Kebljakan Akuntansi
serta pengungkapan-pengungkapan lain yang d1per1ukan untuk penyajian
wajar atas laporan keuangan, seperti Kewajiban kontinjensi dan komitmen-
komitmen' lain. Pengungkapan informasi dalam CalK harus ‘dapat
~memberikan informasi lain yang belum dlsajlkan dalam bagian lain laporan
keuangan. , _ .

Karena keterbatasan asumsi dan metode pengﬁkuran yang digunakan,
beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak
penting bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan tidak dapat disajikan
dalam lembar muka laporan keuangan, seperti Kewajiban kontijensi. Untuk
dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu
diingatkan kemungkinan akan terjadinya suatu | peritiwa yang dapat
memengaruhl kondisi keuangan Entitas Akuntan81 dan pelaporan pada
periode yang akan datang.

Pengungkapan informasi dalam CalLK harus menyajikan informasi yang
tidak mengulang rincian (misalnya rincian persedlaan rincian Aset tetap,
atau rincian pengeluaran Belanja) dari seperti yang telah dltampllkan pada
lembar muka laporan keuangan. Dalam beberapa kasus, pengungkapan
Kébijakah Akuntansi, untuk dapat ,meningkatk.an pemahaman pembaca,
harus merujuk ke rincian yang disajikan pada tempat lain di laporan
keuangan. | ‘ | _ | |
Pengungkapan informasi untuk pos-pos Aset dan Kewajiban yang timbul
sehubungan dengan penerapah basis akrual atas pendapatan dan Belanja

dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
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CalK j Jjuga harus mengungkapkan 1nformas1 yang bila tldak d1ungkapkan

akan menyesatkan bagi pembaca laporan CaLK harus mengungkapkan

kejadlan-kejadlan penting selama tahun pelaporan, seperti:

1. penggantian manajemen Entltas Akuntansi dan Entltas Pelaporan
Pemenntah Daerah selama tahun berjalan; -

2. kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh ma__najemen
baru; '

3. komltmen atau kontinjensi yang tidak dapat dlsajlkan pada Neraca;

4. penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan

S. kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan
yang harus d1tanggulang1 Pemenntah Daerah

Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsohda31an terdiri dari LRA, LPSAL Neraca, LO, LPE,
LAK, dan CalK. Laporan keuangan konsolidasian sebagalmana dlmaksud
dlsajlkan oleh Entltas Pelaporan ’
Entitas Pelaporan adalah Entitas di tingkat Pemenntah Daerah yang dalam
_pelaksanaannya diselenggarakan oleh SKPKD. Laporan konsolidasian
| dlsajlkan untuk periode pelaporan ‘yang sama dengan periode pelaporan
keuangan Entitas Pelaporan/Entitas Akuntansi dan ber131 Jumlah
komparatif dengan periode sebelumnya

Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun—akun
timbal balik (reciprocal accounts) Namun demikian, apablla eliminasi
dimaksud ‘belum dlmungkmkan maka hal tersebut diungkapkan dalam
CaLK. Contoh akun timbal balik antara lain sisa uang persediaan yang
belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran sampai dengan
akhir periode Akuntansi.

Entitas Akuntansi menyelenggarakan Akuntansi dan menyampa1kan
laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya
yang ditujukan kepada Entitas Pelaporan. Entitas Akuntansi terdiri dari
SKPD dan SKPKD dalam kapasitas selaku pengguna anggaran.

Setiép unit pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Sei‘ang yang
menerima anggaran Belanja atau méngelola barang adalah Entitas
Akuntansi yang wajib menyelenggarakan Akuntansi,v dan secara periodik
menyiapkan laporan keuangan menurut SAP dan Kebl_]akan Akuntan31

Pemerintah Kota Serang.
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 Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan ber_]enjang

kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan

keuangan oleh Entitas Pelaporan. Laporan keuangan konsolidasian yang
dihasilkan oleh Entitas Pelaporan dlsampmkan ke dewan perwakilan rakyat

» daerah setelah terleblh dahulu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK)

BLUD menyeler'lggarakan pelayanan ‘umum' ’me‘m‘ung}ut‘: dan menerima,
serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berka1tan dengan
pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum
sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan. Termasuk dalam BLUD
antara lain rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat.

BLUD yang masih berbentuk SKPD adalah Entitas Akuntan31, yang laporan
keuangannya dikonsolidasikan pada Entltas Pelaporan yang secara
organisatoris membawahinya. Sementara BLUD sebagai unit SKPD adalah
unit dalam Entitas Akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan |

pada Entitas Akuntansi yang secara organisatoris membawahinya.

- Walaupun merupakan unit SKPD, BLUD sebagai badan menyusun laporan
keuangan BLUD sebaga1 Entitas Pelaporan. '
Konsolidasi laporan keuangan BLUD pada Pemerintah Daerah yang secara
organisatoris membawahinya d11aksanakan setelah laporan keuangan
BLUD disusun menggunakan SAP daerah.

Konsohdas1 yang dimaksud oleh kebijakan Akuntansi i‘ni; dilaksanakan
dengan cara ~menggabungkan dan menjumlahkan akun yahg
diselenggarakan oleh Entitas Akuntansi yang'meliputi SKPD dan SKPKD

‘dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Entitas Pelaporan
kmenyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan
seluruh Entitas Akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.
Dalam CaLK perlu diungkapkan nama-nama Entitas yang dikonsolidasikan
atau digabungkan beserta status masing-masing, apakah Entitas Pelaporan
atau Entitas Akuntansi. Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan
eliminasi akun timbal bélik, maka perlu diungkapkan nama-nama dan
besaran saldo akun timbal balik tersebut, dan disebutkan pula alasan

belum dilaksanakannya eliminasi.
| | FORMAT .....
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FORMAT LAPORAN KEUANGAN

1. Format SKPD

PEMERINTAH KOTA SERANG

SKPD .......

LAPORAN REALISASI AN GGARAN

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember

2022 dan 31 Desember 20X0

Uraian Ref »Jumlah Anggaran RZ%hXSTSI % R«;a()hxsgm
1 -2 3 4 5 6
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) -
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah

Lain-lain PAD yang Sah -

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bunga

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Keuangan

BELANJA MODAL

Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Peralatan dan
Mesin

Belanja Modal Gedung d
Bangunan - '

Belanja Modal Jalan, Irigasi
dan Jaringan

Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya

JUMLAH BELANJA .

SURPLUS/ (DEFISIT)

PEMERINTAH ...... ’
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PEMERINTAH KOTA SERANG
' SKPD ..........
- NERACA
Per Tanggal 31 Desember 20X1 dan Desember 20X0

URAIAN ,REF 20X1 20X0
1 > 3 2
ASET
ASET LANCAR
Kas di Kas Daerah

Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di BLUD

Kas Dana BOS

Kas di Bendahara Dana Kapitasi FKTP
Investasi Jangka Pendek

Piutang Pajak Daerah -

Piutang Retribusi Daerah

Piutang Lain-Lain PAD yang sah

Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Bagian Lancar Tuntuan Ganti Rugi
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Dibayar Dimuka
Persediaan '

JUMLAH ASET LANCAR
ASET TETAP :
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan

JUMLAH ASET TETAP

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Pajang (TGR)

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tidak Berwujud '

-Amortisasi Aset Tak Berwujud

Aset Lain-Lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)
JUMLAH ASET LAINNYA

PROPERTI INVESTASI
Properti Investasi
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi
JUMLAH PROPERTI INVESTASI
JUMLAH ASET

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Belanja .
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS
EKUITAS

. JUMLAH EKUITAS DANA
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

PEMERINTAH .....
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PEMERINTAH KOTA SERANG
SKPD .......... |
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Periode sampai dengan 31 Desember 20X1
dan 31 Desember 20X0 |

URAIAN : rer | 20x1 | 20x0 | e g,
Penurunan
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN-LO
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah
Lain-lain PAD yang Sah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

JUMLAH PENDAPATAN

BEBAN

BEBAN OPERASI

Beban Pegawai _

Beban Barang dan Jasa

Beban Bunga

Beban Hibah

4 Beban Bantuan Sosial

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyisihan Piutang

Beban Lain-lain '
Jumlah Beban Operasi

JUMLAH BEBAN

SURPLUS/DEFISIT LO
KEGIATAN OPERASIONAL

BEBAN LUAR BIASA

Beban Luar Biasa
‘Jumlah Beban Luar Biasa

SURPLUS/ DEFISIT - LO
PEMERINTAH .....
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PEMERINTAH KOTA SERANG

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Per Tanggal 31 Desember 20X1 dan Desember 20X0

URAIAN ' REF 20X1

20X0

EKUITAS AWAL

RK PPKD

RK MUTASI MASUK

RK MUTASI KELUAR

SURPLUS/DEFISIT-LO

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI '

Koreksi ...

Dst...

EKUITAS AKHIR

PEMERINTAH KOTA SERANG

'CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode s/d 31 Desember 20X1 dan
31 Desember 20X0

PENDAHULUAN

BAB1

BAB II

BAB Il

BAB IV
BABV

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

1.3 Sistematika penulisan CalK SKPD '

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Daerah

2.2 Hambatan dan endala yang ada dalam pencapaian target yang telah
ditetapkan ’ _

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Rincian dari penjelasan dari masmg—masmg pos-pos pelaporan keuangan
Pemerintah Daerah A
3.1.1 Pendapatan LRA
3.1.2 Belanja '

. 3.1.3 Pendapatan-LO
- 3.1.4 Beban

3.1.5 Aset
3.1.6 Kewajiban
3.1.7 Ekuitas Dana ‘ v .

3.2 Pengungkapan atas pos-pos asset dan Kewajiban yang timbul
sehubungan dengan penerapan basis actual atas pendapatan dan Belanja
dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk Entitas
akuntasi/Entitas Pelaporan yang menggunakan basis actual pada
Pemerintah Daerah

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN SKPD

PENUTUP

2. Format .....
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PEMERINTAH KOTA SERANG
- SKPKD
- LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
' DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember

20X1 dan 31 Desember 20X0

Uraian Ref Jumlah Reélisasi % Realisasi
, Anggaran 20X1 . 20X0
1 | 2 3 4 5 6
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah

Lain-lain PAD yang Sah

PENDAPATAN TRANSFER

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA
PERIMBANGAN

Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya
Alam

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Khusus (DAK)

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-.
LAINNYA

Dana Insentif Daerah (DID)

Transfer Lainnya

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI BAGI
HASIL PENDAPATAN

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI-
LAINNYA

Bantuan Keuangan dari Provinsi

Bantuan Keuangan dari Kabupaten/Kota

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG
SAH - ‘

Pendapatan Hibah

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA .....
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BELANJA

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Keuangan

BELANJA MODAL

Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya

BELANJA TAK TERDUGA

Belanja Tak Terduga

TRANSFER

TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

JUMLAH BELANJA DAN TRANFER

SURPLUS/ (DEFISIT)

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan SiLPA

Pinjaman Dalam Negeri

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri

PEMBIAYAAN NETO ’

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
(SILPA)

- PEMERINTAH
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" PEMERINTAH KOTA SERANG

- SKPKD .........
NERACA
Per Tanggal 31 Desember 20X1 dan Desember 20X0
URAIAN REF| 20X1 | 20X0
1 2 3. 4
ASET \ ‘
ASET LANCAR '
Kas di Kas Daerah

Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di BLUD
Kas Dana BOS :
Kas di Bendahara Dana Kapitasi FKTP
Investasi Jangka Pendek
Piutang Pajak Daerah
Piutang Retribusi Daerah
Piutang Lain-Lain PAD yang sah
Piutang Transfer Pemerintah Pusat
_ Pilitang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Bagian Lancar Tuntuan Ganti Rugi
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Beban Dibayar Dimuka
Persediaan
Jumlah Aset Lancar

INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Nonpermanen
Investasi Permanen

Jumlah Investasi Jangka Panjang
ASET TETAP :
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan

- Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan -
Akumulasi Penyusutan

Jumlah Aset Tetap

ASET LAINNYA
Tagihan Jangka Pajang (TGR)
~ Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tidak Berwujud
Amortisasi Aset Tak Berwujud
Aset Lain- Lain
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)
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URAIAN

REF| 20X1 | 20X0

1

Jumlah Aset Lainnya

"PROPERTI INVESTASI
Properti Investasi
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi
~ Jumlah Properti Investasi

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
'Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Belanja
- Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG :
Utang Dalam Negeri
Utang Jangka Panjang Lainnya

| ~ Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS
EKUITAS

.| JUMLAH EKUITAS DANA

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

PEMERINTAH
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LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Periode sampai dengan 31 Desember 20X1 dan
31 Desember 20X0

PEMERINTAH KOTA SERANG

URAIAN

REF

20X1

20X0

Kenaikan/

%
Penurunan

KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN-LO
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Lain-lain PAD yang Sah-LO

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

PENDAPATAN TRANSFER

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA
PERIMBANGAN

Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA
Dana Insentif Daerah (DID)
Transfer Lainnya

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Pendapatan Bantuan Keuangan

Jumlah Pendapatan Transfer

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah
Dana Darurat

Jumlah Lain-lain pendapatan yang Sah

JUMLAH PENDAPATAN

BEBAN
BEBAN OPERASI
Beban Pegawai
Beban Barang dan Jasa
Beban Hibah
Beban Bantuan Sosial
Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyisihan Piutang
Beban Lain-lain.

Jumlah Beban Operasi

BEBAN TRANSFER
Beban Transfer

Jumlah Beban Transfer

JUMLAH BEBAN

SURPLUS/DEFISIT LO KEGIATAN
OPERASIONAL

BEBAN TIDAK TERDUGA
Beban Tidak Terduga

Jumlah Beban Tidak Terduga

SURPLUS/ DEFISIT-LO

- PEMERINTAH .....
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PEMERINTAH KOTA SERANG
SKPKD ..........
' LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 20X1 dan 31 Desember 20X0

URAIAN REF . 20X1 20X0

'| EKUITAS AWAL

RK PPKD

RK SKPD

RK MUTASI MASUK

RK MUTASI KELUAR

SURPLUS/DEFISIT - LO

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI

Koreksi

PEMERINTAH KOTA SERANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 20X1 dan 31 Desember 20X0

PENDAHULUAN

BABI

BAB II

BAB III

BAB IV
BABV

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan kenangan SKPD
1.3 Sistematika penulisan CaLK SKPD
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target k1ne13a keuangan Pemenntah Daerah
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian ' target yang telah
thetapkan
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos- pos pelaporan keuangan
Pemerintah Daerah
3.1.1 Pendapatan LRA
3.1.2 Belanja
3.1.3 Pembiayaan
3.1.4 Pendapatan-LO
3.1.5 Beban
3.1.6 Aset _
3.1.7 Kewajiban
3.1.8 Ekuitas Dana
3.2 Pengungkapan atas pos-pos asset dan Kewajiban yang t1mbu1 sehubungan
dengan penerapan basis aktual atas pendapatan dan Belanja dan
rekonsiliasinya = dengan = penerapan . basis  kas, untuk Entitas
' akuntasi/Entitas Pelaporan yang menggunakan basis aktual pada
Pemerintah Daerah
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN SKPD

PENUTUP

3. Format ......
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3. Format Pemerintah Daerah |
’ | PEMERINTAH KOTA SERANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan
31 Desember 20X1 dan 31 Desember 20X0

. : Jumlah Realisasi | , Realisasi
Uraian \ Ref | pnogaran | 20X1 | °| 20X0
1 ’ 2 3 4 15 6
PENDAPATAN N
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah
Lain-lain PAD yang Sah -

PENDAPATAN TRANSFER .
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA
PERIMBANGAN o

Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya
Alam '

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Khusus (DAK)

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-
LAINNYA :

Dana Insentif Daerah (DID)

Transfer Lainnya

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI-
BAGI HASIL PENDAPATAN

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI-
LAINNYA

Bantuan Keuangan dari Provinsi
Bantuan Keuangan dari Kabupaten/Kota
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG
SAH

Pendapatan Hibah

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Keuangan

BELANJA MODAL

Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
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Belanja Modal Jalan, Irigési dan
Jaringan »

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya

BELANJA TAK TERDUGA

"| Belanja Tak Terduga

TRANSFER

TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

JUMLAH BELANJA DAN TRANFER

SURPLUS/ (DEFISIT)

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan SiLPA

Pinjaman Dalam Negeri

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam
Negeri

PEMBIAYAAN NETO

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
(SILPA)

PEMERINTAH KOTA SERANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampa1 Dengan 31 Desember
20X1 dan 31 Desember 20X0

URAIAN

~ Reff

20X1 20X0

Saldo Anggaran Lebih Awal
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun
Berjalan .

Subtotal (1 -2)
Sisa Lebih Pembiayaan ;Anggaran (SiLPA)

Subtotal (3 + 5) i
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahunv Sebelumnya
Lain-lain

Saldo Anggaran Lebih Akhir (7 + 9 + 10)

PEMERINTAH ..... ‘
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PEMERINTAH KOTA SERANG
~ NERACA

Per Tanggal 31 Desember 20X1 dan Desember 20X0

URAIAN REF 20X1 20X0
‘ 1 2 3 4
ASET '
ASET LANCAR
Kas di Kas Daerah

- Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di BLUD
Kas Dana BOS

Kas di Bendahara Dana Kapitasi FKTP

Investasi Jangka Pendek

Piutang Pajak Daerah

Piutang Retribusi Daerah

Piutang Lain-Lain PAD yang sah

| Piutang Transfer Pemerintah Pusat
*Piutang Transfer Pemerintah Daerah

Lainnya

‘Bagian Lancar Tuntuan Ganti Rugi
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

~ Beban Dibayar
Persediaan

Dlmuka

Jumlah Aset Lancar

INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Nonpermanen
Investasi Permanen

Jumlah Investasi Jangka Panjang

ASET TETAP
Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi, dan Janngan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan
Jumlah Aset Tetap

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Pajang (TGR)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga -
Aset Tidak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud

Aset Lain- Lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain- la1n
Dana Transfer Treasury Deposit Faczlzty

(TDF)

Jumlah Aset La1nnya
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20X1 - 20X0

URAIAN REF »
1 2 - 3 4
PROPERTI INVESTASI
Properti Investasi .

'/ Akumulasi Penyusutan Properti
Investasi
Jumlah Properti Investa31

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
-Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga _
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Belanja

Jumlah Kewajlbah Jangka Pendek a

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Dalam Negeri ‘

Utang Jangka Panjang Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAJIBAN

" EKUITAS
EKUITAS

JUMLAH EKUITAS DANA

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
DANA ’

PEMERINTAH' ....... ‘
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PEMERINTAH KOTA SERANG
LAPORAN OPERASIONAL.
Untuk Periode s/d 31 Desember 20X1 dan
31 Desember 20X0

Kenaikan/

o/ .
URAIAN REF | 20X1 | 20X0 | pervrunan %o
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN-LO
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah:
Lain-lain PAD yang Sah-LO

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

PENDAPATAN TRANSFER -
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT—DANA
PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil Pajak
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum
-Dana Alokasi Khusus
"~ TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA
Dana Insentif Daerah (DID) :
~ Transfer Lainnya
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
‘Pendapatan Bantuan Keuangan

Jumlah Pendapatan Transfer

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah
Dana Darurat

Jumlah Lain-lain pendapatan yang Sah

JUMLAH PENDAPATAN

BEBAN
BEBAN OPERASI
'Beban Pegawai
Beban Barang dan Jasa
Beban Hibah
Beban Bantuan Sosial
Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyisihan Piutang '
~Beban Lain-lain

Jumlah Beban Operasi

BEBAN TRANSFER
Beban Transfer

Jumlah Beban Transfer

JUMLAH BEBAN.

SURPLUS/DEFISIT LO KEGIATAN OPERASIONAL

BEBAN TIDAK TERDUGA
Beban Tidak Terduga

Jumlah Beban Tidak Terduga

SURPLUS/ DEFISIT-LO

' PEMERINTAH

oooooo
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PEMERINTAH KOTA SERANG
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember
20X1 dan 31 Desember 20X0 :
Metode Langsung

URAIAN

REF

20X1 | 20X0

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas
Penerimaan Pajak Daerah
Penerimaan Retribusi Daerah

 Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Penerimaan Dana Alokasi Umum
Penerimaan Dana Alokasi Khusus
Penerimaan Dana Otonomi Khusus
Penerimaan Dana Penyesuaian
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya
Penerimaan Hibah
Penerimaan Dana Darurat
Penerimaan Lainnya

Jumlah Arus Masuk Kas

Arus Keluar Kas \

Pembayaran Pegawai

Pembayaran Barang dan Jasa

Pembayaran Bunga

Pembayaran Subsidi

Pembayaran Hibah

Pembayaran Bantuan Sosial

Pembayaran Bantuan Keuangan

Pembayaran Tak Terduga

Pembayaran Bagi Hasil

Jumlah Arus Keluar Kas

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi |

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan
Arus Masuk Kas
Pendapatan Penjualan atas Tanah
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya

- Jumlah Arus Masuk Kas

Arus Keluar Kas

Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Lainnya
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Jumlah Arus Keluar Kas -
- Jumlah Arus Kas Bersih dari Akt1v1tas Investasi Non

Keuangan
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Arus Masuk Kas
Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu (SiLPA) -
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi

Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lamnya
Penerimaan Piutang - ,

Jumlah Arus Masuk Kas
Arus Keluar Kas .
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah
Lainnya
Pembayaran Pokok Pm1aman Dalam Negen Lembaga Keuangan
Bank
Pembayaran Pokok P1nJaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan
Bukan Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya
Pemberian Pinjaman

Jumlah Arus Keluar Kas

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Arus Masuk Kas
Koreksi Saldo Awal Dana BOS
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Jumlah Arus Masuk Kas

Arus Keluar Kas
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Jumlah Arus Keluar Kas
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah
Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara SKPD

Rincian

Kas di Kas Umum Daerah

Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di JKN FKTP

Kas Dana BOS

Saldo Akhir Kas

PEMERINTAH
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PEMERINTAH KOTA SERANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 20X1 dan 31 Desember 20X0

URAIAN , ~ REF | 20X1 20X0

EKUITAS AWAL

RK PPKD

RK SKPD

RK MUTASI MASUK

RK MUTASI KELUAR

SURPLUS/DEFISIT - LO ~ L

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
Koreksi : ,

BABI

BAB III

BAB IV

BABV

BAB VI

BAB VII

BABII
-~ | APBD

- PEMERINTAH KOTA SERANG »
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PENDAHULUAN -

PENDAHULUAN : ,
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah

1.3 Sistematika penulisan CaLK Pemerintah Daerah _

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PEN CAPAIAN TARGET KINERJA

2.1 Ekonomi makro

2.2 Kebiajakan keuangan _

2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD 7

IKHTISAR PENCAPAIAB KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Daerah

39 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah

, ditetapkan : : : : :

KEBIJAKAN AKUNTANSI ) :

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan keuangan daerah .

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah
Daerah .

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah
Daerah :

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam
SAP Pemerintah Daerah B

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

5.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan
Pemerintah Daerah : o :

© 5.1.1 Pendapatan LRA '

~ 5.1.2 Belanja

5.1.3 Pembiayaan

5.1.4 Pendapatan-LO

5.1.5 Beban

5.1.6 Aset

5.1.7 Kewajiban
5.1.8 Ekuitas Dana 4 :

5.2 Pengungkapan atas pos-pos asset dan Kewajiban yang timbul sehubungan

. dengan penerapan basis actual atas pendapatan dan Belanja dan

rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk Entitas akuntasi/Entitas
Pelaporan yang menggunakan basis aktual pada Pemerintah Daerah

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN PEMERINTAH

DAERAH - ;

PENUTUP
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| BAB II |
KEBIJAKAN AKUNTANSI TERKAIT AKUN

A. Pendapatan-LRA
1. Definisi
Pendapatan—LRA adalah penenmaan ‘oleh BUD atau oleh Entitas
pemerintah lainnya. yang menambah SAL dalam penode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemenntah dan tidak
perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

: Estimasi pendapatan dan Pendapatan—LRA diklasifikasi berdasarkan
‘sumbemya, secara gans besar ada tiga kelompok pendapatan daerah
yaltu ' .

" a. pendapatan asli daerah;

b. pendapatan transfer; dan
‘c. lain-lain pendapatan daerah yang Sah.
Dalam bagan akun standar, pendapatan d1k1a31fikas1kan sebaga1

berikut:
.Pendapatan Asli Daerah - | Pajak Daerah I o SKPD
Retribusi Daerah ) SKPD
Hasil - Pengelolaan  Kekayaan | SKPKD
Daerah yang dipisahkan ;
Lain-lain PAD yang Sah SKPD dan
, SKPKD
Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil | SKPKD -
‘ Bukan Pajak o
Dana Alokasi Umum (DAU) SKPKD
Dana Alokasi Khusus (DAK) SKPKD
l Dana Insentif Daerah , SKPKD -

‘ : Transfer Antar Daerah e SKPKD
Lain-lain Pendapatan Daerah | Hibah — SKPD dan
yang Sah . - R | SKPKD
: Dana Darurat . P SKPKD

Lain-Lain. - Pendapatan sesuai | SKPKD
| dengan  peraturan perundang-
undangan ‘




. _SQ_

2. Pengakuan v
Pengakuan Pendapatan -LRA adalah pada saat telah d1ter1ma d1 RKUD

dan /atau dltenma oleh bendahara penenmaan SKPD. Pengakuan

pendapatan ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan

semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya

Oleh karenanya, pernyataan bahwa .pendapatan diakui pada saat

’diterima pada RKUD perlu diinterpretasikan ‘sehingga pendapatan

| sesua1 dengan PSAP dlmaksud mencakup hal-hal sebagai berikut:’

a. pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD;

b. pendapatan kas yang dltenma oleh bendahara penerimaan sebaga1 ’
pendapatan daerah dan hmgga tanggal pelaporan belum disetorkan
ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penenmaan tersebut
merupakan bagian dari BUD; | , ;

“c. 'pendapatan kas yang diterima SKPD dan dlgunakan langsung tanpa

| disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wa_]lb‘
melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan
daerah; | | ' o

d. pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negenk
yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat
entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui
sebagai penda’patan daerah;, daﬁ | '

e. pendapatan. kas yahg diterima | ‘Entitas lain di luar Entitas
perherintah berdasarkan otoritas' yang diberikan oleh BUD, dan
BUD mengakumya sebaga1 pendapatan. : :

Pendapatan -LRA yang telah diakui berarti pendapatan tersebut telah

dicatat dalam catatan Akuntansi untuk - d11aporkan di dalam LRA

- Pencatatan dari set1ap jenis Pendapatan-LRA dan masing-masing mlal -

pendapatahnya dicatat sampai dengan sub rincianr obyek.

Pendapatan-LRA berupa barang atau jasa tidak diakui di dalam LRA,

melainkan dlakul di dalam LO. | | ; ,

'Pendapatan -LRA yang tidak melalui RKUD sepert1 Pendapatan BLUD,

Pendapatan Dana BOS, dan pendapatan dana kapitasi diakui sebaga1

Pendapatan-LRA * berdasarkan penerbltan dokumen pengesahan

' pendapatan oleh BUD.

3. Pengukuran .....
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3. Pengukuran , - ~
Pendapatan -LRA dlukur dan dlcatat berdasarkan asas bruto, yaitu
‘ dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
) Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (blaya)
‘bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat
. dianggarkan terlebih ‘dahulu dlkarenakan proses belum selesai, maka
asas bruto dapat dikecualikan. '
Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari
pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas p1hak 1a1n dari pada |
Pemerintah Daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari
transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan
jangka waktunya s1ngkat
.‘ Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada '
, tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Sentral.
4. Koreksi : '
Koreksi dan pengembalian pendapatan yang sifatnya sistemik (normal)
dan berulang (recurring) atas penerimaan Pendapatan-LRA yahg terjadi
pada periode penerimaan maupun periode sebelurhnya dibukukan
sebagai pengurang Pendapatan-LRA yang bersangkutan. Koreksi dan
pengembalian yang sifatnya tidak berulang (honrecuﬂing) atas
penenmaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan
Pendapatan -LRA dibukukan sebagai pengurang Pendapatan—LRA yang
bersangkutan pada periode yang sama.
Koreksi dan pengembalian pendapatan yang tidak berulang
(nonrecumng) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada
periode sebelumnya dibukukan sebagai Belanja tak terduga pada
periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. |
Koreksi dan pengembalian yang sifatnya normal daﬁ berulang
umumnya berasal dari pendapatan pajak yang menggunakan sistem
| self-assessment dimana wajib pajak terlebih dahulu menghitung |
sendiri, membayar dan melaporkan Kewajiban pajak dan pembayaran
yang telah dilakukannya kepada Pemerintah Daerah. Selanjutnya,
Pemerintah Daerah memverifikasi laporan yang disampaikaﬁ oleh wajib
pajak untuk menetapkan berapa Kewajiban wajib pajak Yang
seharusnya dibayar, jumlah kurang bayar maupun lebih bayar untuk
satu tahun anggaran berkenaan.

Koreksi ..... :
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Koreksi dan pengembalian yang 31fatnya tidak berulang atau Jarang
terjadi dapat berasal antara lain dari pendapatan pajak yang
‘menggunakan sistem official-assessment dimana penetapannya
langsung ditentukan oleh Pemerintah Daerah dengan ~menerbitkan
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP.A Daerah), pajak daerah yang tidak
‘didahului dengan penerbitan surat ketetapan, retribusi, dan

pendapatan transfer yang lebih salur.

Pengungkapan

' Hal-hal 'yang harus d1ungkapkan ‘dalam CaLK terkait dengan

pendapatan adalah o ‘ ‘

a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal

~ berakhirnya tahun anggaran; o

b. penjelasari mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang
bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

c.  penjelasan sebab-sebab tidak teréapainya target penerimaan

- pendapatan daerah; dan |

d. informasi laiﬁﬁya yang dianggap perlu. _

Berikut adalah contoh penyajian pendapatan LRA dalam LRA: B

PEMERINTAH KOTA SERANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
i Untuk Periode sampai dengan 31 Desember 20X1
) dan 31 Desember 20X0

Jumlah | Realisasi Realisasi

Uraian Ref | Anggaran | 20x1 | % 20X0
1 2 3 4 5 6
PENDAPATAN >
| PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD)
Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah
Lain-lain PAD yang Sah
PENDAPATAN TRANSFER

TRANSFER PEMERINTAH
PUSAT-DANA PERIMBANGAN

Bagi Hasil Pajakk

Bagi Hasil Bukan Pajak/
Sumber Daya Alam

Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Khusus (DAK)

TRANSFER ..... a



-53 -

TRANSFER PEMERINTAH
PUSAT-LAINNYA

Dana Insentif Daerah (DID)
Transfer lainnya

TRANSFER PEMERINTAH |
PROVINSI-BAGI HASIL .
PENDAPATAN ‘

Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Daerah

TRANSFER PEMERINTAH
PROVINSI-LAINNYA

Bantuan Keuangan dari
Provinsi

Bantuan Keuangan dari
‘Kabupaten/Kota

LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH

Pendapatan Hibah _
JUMLAH PENDAPATAN

- B. Belanjél
1. Definisi _ ST
Belanja adalah semua pehgehiaran dari RKUD yarig mengurangi SAL
dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. : |
‘Klasifikasi Belanja dalam LRA dan kewenangan atas Belanja tersebut:

. Belanja ’ - Kewenangan -
Belanja Operasi R
Belanja Pegawai ' SKPKD dan SKPD
Belanja Barang SKPKD dan SKPD
Belanja Bunga ‘ SKPKD :
Belanja Subsidi o SKPKD dan/atau SKPD
Belanja Hibah (Uang/Barang dan Jasa) SKPKD dan/atau SKPD
Belanja Bantuan Sosial (Uang/Barang) ' SKPKD dan/atau SKPD
Belanja Modal )
Belanja Modal Tanah _SKPD dan SKPKD
Belanja Modal Peralatan dan Mesin _ " SKPD dan SKPKD
Belanja Modal Gedung dan Bangunan ‘ SKPD dan SKPKD
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan SKPD dan SKPKD
Belanja Modal Aset tetap lainnya SKPD dan SKPKD
Belanja Modal Aset Lainnya - SKPD dan SKPKD
Belanja Tak Terduga ~ .
Belanja Tak Terduga SKPKD
Belanja Transfer ‘
Belanja Transfer Bagi Hasil . SKPKD

Belanja Transfer Bantuan Keuangan - SKPKD
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2. Pengakuan :
Secara umuﬁl Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari
RKUD untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD. '
Pengeluaran Belanja yang dibayar dengan mekanisme LS (langsung), ,
yaitu Belanja yang dibayar langsurig dari RKUD, diakui pada saat
~ SP2D-LS diterbitkan. Selama periode berjalan, Belanja-LS (Belanja yang -
dibayar dengan mekanisme LS) dapat diakui pada saat SP2D-LS
diterbitkan. Sementara itu, untuk Belanja-LS yang dibayar mendekati
akhir tahun anggaran diakui pada saat SP2D-LS dicairkan oleh bank.
 Pengeluaran ‘Belanja melalui bendahara 'npengehia'ran, dengan
menggunakan uang persediaan/ganti  uang/tambah  uang,
pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran
tersebut disahkan oleh PPA/KPA. Belanja yang dibayar melalui
bendahara pengeluaran merupakan Belanja yang dibayar dengan .
- mekanisme | persediaan/ganti  uang/tambah uang. Belanja-
| persediaan/ganti uang/ tambah uang diakui apabila bukti-bukti
pertanggungjawaban atas B,elanja‘tersebut telah disahkan oleh PA/KPA.
BUD/Kuasa BUD akan menerbitkan SP2D ganti uang persediaan
apabila penggunaan uang persediaan ’sebelumnya telah disahkan
pertanggun.'awabannya Dalam hal ‘BLUD Belanja diakui dengan
mengacu pada ketentuan peraturan perundang—undangan yang
mengatur mengena1 BLUD dan Kebijakan Akuntansi.
Pengakuan Belanja terkait dengan pendapatan yang d1ter1ma SKPD
~-yang digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD sesuai dengan
ketentuan peraturan pérundang—undangah seperti daﬁa BLUD Dana
" BOS, dan dana kap1tas1 JKN, Belanja diakui pada saat adanya
- dokumen pengesahan Belanja oleh BUD. ,
Belanja modal d1anggarkan untuk perolehan Aset tetap dan Aset
lainnya. Suatu rencana pengadaan Aset tetap akan dianggarkan pada
'a‘nggaran Belanja modal jika memenuhi seluruh kriteria sebagai
berikut: A | |
a. manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dué belaS) bulan;
b. perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, tidak
‘untuk dijual kembali atau diserahkan/ dihibahkan kepada
 masyarakat; dan ' : o o '
c. nilainya lebih besar dari batasan minimal kapitalisasi Aset tetap.
Suatu rencana pengeluaran Belanja pemehharaan Aset tetap akan
dianggarkan di dalam anggaran Belanja modal, dan karena itu akan
dikapitalisasi menjadi Aset tetap, jika memenuhi seluruh kriteria
sebagai berikut: | ‘ : o
' ' a. meningkatkan .....
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a. meningkatkan masa manfaat atau meningkatkan manfaat ekonomi;
dan o .
b. nilainya lebih besar dari batasan minimal kapitalisasi Aset tetap.
Pengeluaran Belanja pemeliharaan Aset tetap yang tidak memenuhi dua
kriteria akan dlanggarkan di dalam Belanja pemehharaan (jenis Belanja
barang dan jasa). ' ' ‘ ’
Contoh pengeluaran Belanja pemehharaan Aset tetap yang dlanggarkan |
di dalam Belanja modal, antara lain yaitu: o
a. renovasi gedung/bangunan yang akan menambah masa manfaat
gedung/bangungan dari estimasi masa manfaat semula;
b. penambahan luas bangunan, misalnya dari 300 m? menJadl 400 m?;
~c. peningkatan kualitas Aset, rmsalnya jalan yang masih berupa tanah
- ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah menjadi jalan aspal; :
d. peningkatan 'kapasités misalnya generator listrik yang mempunyai
. kapasitas 200 kw ditingkatkan menjadi 300 kw; dan
e. overhaul kendaraan, misalnya dilakukan servis besar berupa
~ penggantian utama komponen mesin kendaraan yang dapat
meningkatkan masa manfaat kendaraan dari estimasi masa
manfaat semulaf ” ’

. Pengukuran

Belanja diukur berdasarkan realisasi Belanja menurut klasifikasi yang
telah ditetapkan dalam dokumen anggaran. ' :
Pengukuran Belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur

berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam

dokumen pengeluaran yang sah. : ‘
Belanja diukur dan disajikan dalam mata  uang - Ruplah Apab1la, »
-pengeluaran - kas atas Belanja dalam mata uang asing, maka
pengeluarah tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang
Rﬁpiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs
tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi. - o |

. Koreksi

Koreksi atas pengeluaran Belanja (penerimaan kembali Belanja) yang
terjadi pada periode pengeluaran Belanja dibukukan sebagai pengurang
Belanja yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima
pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran Belanja dibukukan
dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Akuntansi Belanja
disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban
sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan
pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungklnkan
pengukuran kegiatan Belanja tersebut.

Kesalahan .....
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-~ Kesalahan ataé péncatatan Belanja yang terjadi pada‘ peﬁode-peﬁdde
.sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah
diotorisasi untuk terbit, dllakukan koreksi dengan pembetulan pada
- akun LP SAL dan akun Neraca terkait. ‘

. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu dlungkapkan sehubungan dengan Belanja, antara

lain:

a. pengeluaran Belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya
tahun anggaran, ‘

b. penjelasan sebab- sebab tldak terserapnya target realisasi Belan_]a
daerah; dan '

c. pengungkapan informasi lamnya yang dianggap perlu
Berikut adalah contoh penyajlan ‘Belanja dalam LRA

PEMERINTAH KOTA SERANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN ,
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31
Desember 20X1 dan 31 Desember 20X0

R | Jumlah Realisasi Reaiisasi

Uraian %
- | ef | Anggaran 20X1 20X0
1 : 2 3 4 5 6
BELANJA ' ' o ' ‘
BELANJA OPERASI

Belanja Pegawéi

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial -

Belanja Bantuén Keuangan

BELANJA MODAL
Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Gedung dan
Bangunan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan
Jaringan -

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja Modal Aset Lainnya
BELANJA TAK TERDUGA

Belanja Tak Terduga

C. Transfer .....
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c. Transfer

1. Definisi
Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah. | |
Transfer dlkategorlkan berdasarkan sumbernya keJadlaannya dan
diklasifikasikan antara 1a1n
a. transfer/bagi hasil ke kabupaten / kota

1) -bagi hasil pajak;
2) bagi hasil retribusi; dan
3) bagi hasil pendapatan 1a1nnya
b. transfer bantuan keuangan
1) bantuan keuangan ke pemerlntah lainnya; dan
2) bantuan keuangan lainnya.

2. Pengakuan o ‘ o
Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran kpad\a kas umum
daerah. Untuk kepentingan penyajian transfer pada LRA, pengakuan
atas transfer dilakukan pada saat terbltnya SP2D.

3. Pengukuran ; .

| Untuk kepentingan penyusunan LRA, transfer d1ukur dan dicatat -
sebesar nilai SP2D yang diterbitkan.

4. Pengungkapan
Hal-hal yang harus d1ungkapkan dalam CalK terkait dengan transfer
adalah: -
a. transfer harus dirinci; ‘

b. penjelasan atas unsur-unsur transfer, yang disajikan dalam laporan
keuangan lembar muka;
c. penjelasan sebab- sebab tidak terserapnya target reahsa31 transfer
dan
d. informasi lainnya jrang dianggap perlu.
D. Pembiayaan

1. Definisi ‘

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan ‘yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran - bersangkutan maupun tahun-tahun . anggaran
berikutnya, yang dalam penganggaran  pemerintah terutama
dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus
anggaran. Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Jenis-jenis
pembiayaan Pemerintah Daerah terdiri dari: S o

a. Penerimaan .....
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a. Penerimaan Pembiayaan Daerah _
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD yang |
perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari sisa lebih
perhitungan anggaran SiLPA daerah tahun sebelumnya, pencairan -
dana cadangan, hasil penjualah kekayaan daerah yang‘dipisahkan,
-penerimaan pinjaman dan/atau penerimaan kembali pemberian
pinjaman, dan penerimaan pembiaYaan lainnya sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. '

. b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah | |
Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD yang
akan diterima kembali yang antara lain berupa pémbayaran cicilan
pokok utang yang jatuh ’ tempo, penyertaan modal daerah,

| pembentukan dana cadangan, pemberiah pinjaman, dan/atau
pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
~ peraturan perundang-undangan. | ‘

2. Pengakuan »
Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Daerah diakui pada saat kas
diterima pada RKUD, kecuali untuk SiLPA. Penerimaan pembiayaan
dari SiLPA bukan merupakan aliran kas masuk ke RKUD. SiLPA
merupakan penjumlahan dari kas, setara kas, dan Investasi jangka
pendek, namun diluar jumlah kas yang berasal dari utang Perhitungan -
Fihak Ketiga (PFK). Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksariakan
berdaéarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto
dan tidak mencatat jumlah netonya (setelélh dikompensasikan dengan
pengeluaran). | ‘ | |
Sedangkan pengeluarén pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dar1
RKUD. Pengeluaran pembiayaan umumnjra dilakukan dengén
mekanisme - pembayaran langsung (LS) dari RKUD, yakni dengan
menerbitkan SP2D-LS. Pengakuan pengeluaran,k pembiayaan diakui |
bersamaan dengan tanggal penerbitan SP2D-LS atau tanggal
penyerahan SP2D-LS ke bank. Pencairan dana cadangan mengurangi

- dana cadangan yang bersangkutén.

Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi

masyarakat, pemerintah dapat méngeluarkan kebijakan pengguliran

dana untuk membantu permo'dalan usaha mikro, kecil, menengah, dan

koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pengukuran .....



-59-

3. Pengukuran o -
Pembiayaan dicatat sebesar kas yang diterima/ dlkeluarkan dari RKUD.
Akuntansi penerimaan pemblayaan dilaksanakan berdasarkan asas
bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak
mencatat jumlah netonya _'(setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan
berdasarkan asas bruto. ' '
Pemblayaan neto adalah selisih antara penerimaan pemblayaan setelah
dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam perlode tahun anggaran
tertentu. Selisih 1eb1h/ kurang antara Penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan selama satu periode pelaporan ‘dicatat dalam pos
pembiayaan neto. R

' SILPA adalah selisih antara realisasi Penerimaan dan pengeluaran
selama safu periode pelaporan. SILPA juga dapat dihitung dengan
menambahkan surplus (defisit) dengan pembiayaan neto. Jumlah SILPA
tidak boleh negatif. Hal ini berarti jika anggaran defisit, maka
pembiayaan neto harus positif sehingga dapat menutupi jumlah defisit.

SILPA (ditulis dengan huruf i besar) adalah SILPA akhir tahun berjalan,

yang akan menjadi SiLPA (ditulis dengan huruf i kecil) untuk awal

tahun berikutnya.

4. Pengungkapan
Dalam pengungkapan pada CalLK terkalt dengan pemb1ayaan harus
diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

a. penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah
tanggal berakhlrnya tahun anggaran; . , ‘

b. penjelasan landasan hukum berkenaan deﬁgan penerimaan/
pemberiah pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan,
penjualan Aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal
Pemerintah Daerah; *

. | c. informasi lainnya yang dianggap perlu.
‘E. Pendapatan LO

1. Definisi
Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
penambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan operasional diklasifikasi
berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada 3 (tiga) kelompok
pendapatan daerah yaitu:

a. pendapatah asli daerah;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
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Dalam bagan akun stahdaf, pendapatan opei'asional diklasiﬁkasikan‘ f

. sebagai berikut: |
| Pendapatan Asli Daerah | Pajak Daerah ; SKPD
Retribusi Daerah E SKPD
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah | SKPKD
yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah =~ , SKPD dan
3 . SKPKD '
Pendapatan Transfer | Transfer Pemerintah Pusat-Dana SKPKD
Perimbangan '
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | SKPKD
Transfer Pemerintah Provinsi SKPKD
Lain-lain Pendapatan Pendapatan Hibah © | SKPD dan
Daerah yang Sah - SKPKD
L Dana Darurat SKPKD
Pendapatan Lainnya ‘SKPKD
Pendapatan Non - ‘ : N : SKPKD
Operasional ‘ ‘ )
. Pengakuan

Secara umum, pengakuan Pendapatan LO d1aku1 pada saat:

a. timbulnya hak atas pendapatan (eamned); dan

b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya
ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized)
maupun masih berupa piutang (realié:able}._ B _

Berdasarkan kriteria umum pengakﬁan Pendapatan-LO di atas, prinsip

pengakuan Pendapatan-LO untuk kelompok pendapatan asli daerah

dapat dijabarkan sebagai berikut:

~a. Pendapatan Pajak Daerah-LO

1) Pendapatan pajak’ daerah yang tidak didahului dehgan surat
penetapan | '
Pendapatan pajak daerah-LO Jenls ini akan diakui pada saat
~pendapatan tersebut telah diterima pembayarannya di RKUD
dan/ atau diterima oleh bendahara penerimaan" SKPD.
Di dalam kelompok pendapatan paJak jenis ini termasuk

“ pendapatan pajak dengan surat ketetapan yang diterbitkan

bersamaan dengan penerimaan - pembayarannya, sehingga o

_ pengakuannya dilakukan pada saat diterima pembayarannya.

2) Pendapatan .....
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Pendapatan pajak daerah yang didahului dengan surat

| penetapan

Pendapatan pajak daerah-LO jenis ini dapat diakui pada saat |
penerbitan surat ketetapan paJak daerah (SKP-Daerah) atau‘

'dokumen lain yang dlpersamakan yang menunjukkan hak

- Pemerintah Daerah untuk memungut pajak tersebut.

Pendapatan pajak daerah- jenis ini akan ditagih s¢teléh
Pemerintah Daerah menerbitkan terlebih dahulu surat ketetapan
pajak daerah untuk kemudian dilakukan Vpemb‘aryaran oleh wajib
pajék. Pemungutan pendapatan pajak seperti ini biasa disébut

dengan sistem official-assessment.

Pendapatan pajak daerah dengan sistem self-assessment

Pendapatan pajak daerah-LO jenis ini diakui pada saat diterima

pembayaran dari wajib pajak dan pada:sa'at ‘diterbitkan surat

kétetapan pajak kurang bayar. Apabila Wajib pajak ternyata

lebih bayar, diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar |

sebagai dasar untuk restitusi dan jurnal koreksi pengembalian
pendapatan yang bersifat normal dan berulang.

Pendapatan pajak yang d1dahu1u1 dengan penghltungan sendiri

- oleh wajib pajak dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib

pajak ‘berdasarkan perhitungannya tersebut.  Selanjutnya
dilakukan pemeriksaan oléh' Pemerintah Daerah terhadap nilai
pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak apakah sudah sesuai,
kurang atau lebih bayar. '

Pendapatan retribusi-LO o

Pendapatan retribusi daerah-LO akan diakui 'p'ada’l saat
pendapatan tersebut telah ditérifna pémbayaranhya di RKUD
dan/atau diterima oleh bendahara penerimaan SKPD. Khusﬁs
untuk retribuSi yang didahului dengan penerbitan surat
ketetapan/tagihan, jika terdapat jumlah retribusi yang masih

‘belum diterima pembayarannya' sampai akhir tahun anggaran,

_‘ akan diakui sebagai pendapatan retribusi bersamaan dengan

pengakuan piutang retribusi pada akhir tahun.

Pendapatan retribusi pada prinsipnya dapat diakui pada Saat

barang/ jasa telah dlserahkan kepada plhak ketlga atau

masyarakat
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- Namun demikian, pengakuan pendapatan dapat diakui secara
andal bila surat ketetapan retribusi daerah (SKR Daerah) atau
dokumen lain yang dipersamakan telah diterbitkan yang
menunjukkan hak Pemerintah Daerah untuk menerima retribusi
tersebut dan/ atau pada saat kas telah diterima. A
Apab11a pendapatan retribusi dlperoleh dari penjualan karcis
dan sejenisnya, pendapatan retribusi yang diakui adalah senilai
karcis yang terjual. Sementara itu, karcis yang tidak terjual

- tidak dlanggap sebaga1 piutang karena karcis bukan merupakan

~ SKR Daerah sebagaimana dimaksud diatas.

b. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-

LO ‘ : ‘ . 7
‘Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang
dipisahkan-LO diakui pada saat telah ada penetapan resmi hasil -
rapat umum pemegang saham dan/atau berdasarkan keputusan
pejabat yang berwenarig mengenai pembagian dividen.
Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah-LO di atas
akan dicatat untuk mengakui pendapatan dividen dari Investasi
jangka panjang yang menggunakan metode biaya. Sedangkan jika
Investasi jangka panjang menggunakan metode  Ekuitas, _
pendapatan Investasi diakui dari bagian laba yang terqahtum pada
laporan keuangan. . '

c. Lain-Lain PAD yang Sah-LO" |
1) Lain-lain PAD yang sah-LO yang didahului dengan surat

ketetapan atau surat penaglhan o

Lain-lain PAD yang sah-LO yang d1dahu1u1 dengan penerbitan

surat  ketetapan/ keputusan  atas pendapatan terkait,

pengakuannya dilakukan setelah surat ketetapan/ keputusan
tersebut ditetapkan atau surat penaglhan diterbitkan.

Contoh Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan, pendapatan denda pajak hasil eksekusi
jaminan dari pihak ketiga yang tidak dapat
menunaikan Kewajibannya. - '

2) Lain-lain PAD yang Sah-LO tanpa surat ketetapan ‘
 Lain-lain PAD yang Sah-LO yang tanpa penetapan surat
ketetapan/ keputusan pengakuannya dilakukan pada saat kas

diterima.

Contoh: .....
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Contoh Pendapatan jasa giro, pendapatan bunga dep031to,
komisi, potongan dan selisih nilai tukar Rupiah.
Adapun pendapatan bunga-LO dari ‘ deposito atau
Investasi jangka pendek dihitung berdasarkan jumlah
‘waktu deposito/Investasi dalam tahun berjalan. |
Pendapatan dari hasil penjualan Aset daerah yang tidak dipisahkan
tidak masuk ke dalam kelompok PAD-LO melainkan akan masuk ke -
 dalam akun surplus/defisit dari kegiatan non operasional, yaitu
sejumlah kas hasil penjualan dikurangi nilai buku Aset yang dijual.
_Pendapdtan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari
Entitas Pelaporan lain. Pendapatan jenis ini antara lain mencakup
pendapatan transfer dari pemerintah pusat berupa ‘dana
perimbangan maupun transfer la1nnya berupa dana penyesuaian;
dan transfer dari Pemerintah Daerah 1a1nnya berupa bantuan
keuangan. -
Pendapatan transfer-LO dari pemerintah pusat berupa dana
© perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana
alokasi khusus) dan dana_ penyesuaian diakui pada saat pendapatan
tersebut telah diterima di RKUD dan/atau saat diterbitkan surat
ketetapan ~ kurang salur dari Entitas penyalur  dana
rperimbanglén /dana penyesuaién. '
Pendapatan transfer-LO dari Pemerintah Daerah lainnya berupa
bantuan keuangan, baik bantuan dengan syarat maupun tanpa
| syarat diakui pada saat pendapatan tersebut telah d1ter1ma di
- RKUD. ‘
Lain-Lain pendapatan daerah yang Sah merupakan kelompok
pendapatan lain yang tidak termasuk ke dalam PAD dan
pendapatan transfer. Dalam level SKPKD, peridapatan jenis ini
antara lain mencakup pendapatan hibah dari pemerintah pusat,
- pendapatan dana darﬁrat dari pemerintah pusat.. :
'Pendapatan hibah diakui pada saat berita acara serah terima hibah
~ telah dltandatangam oleh para pihak yang terka:lt Dana Darurat
diakui pada saat telah diterima di RKUD. .
Dalam hal BLUD, Pendapatan -LO diakui dengan mengacu pada
‘ketentuan peraturan perundang—undangan yang mengatur
mengenai BLUD

3. Pengukuran ......
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3 Pengukuran «
‘Secara umum Akuntan31 Pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan

asas bruto, yaitu dengan membukukan nilai nominal pendapatan
sebelum dikurangi dengan pengeluaran yang ‘terkait dengan
pendapatan tersebut. Dalam hal besaran pengurang terhadap
Pendapatan-LO bruto (biéya)‘ bersifat variabel térhadap pendapatan
dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan .
proses belum selesai, maka asas bruto dapat d1kecua11kan '

Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan
dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan
dimaksud. Surat ketetapan sebagaimané dimaksgd dapat berupa surat
ketetapan pajak/retribusi. | -

Demikian halnya pendapatan yang d1aku1 tanpa surat ketetapan akan

dicatat sebesar nilai nommalnya Contoh, pendapatan jasa giro/ bunga

deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang “diterima

Pemermtah Daerah. |
Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai
- wajar dari barang/ jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh
pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.
4. Koreksi '
Koreksi dan pengembalian 'p¢ndapatan yarig sifatnya sistemik (normal)
dan berulang (recurring) atas Pendapatan-LO yang terjadi pada periode
' penerimaan niaupun periode sebelumnya dibukukan éebagai pengurang |
Pendapatan-LO. | ,
Koreksi dan pengeinbalian yang sifatnya tidak .bel_'ula‘ng (nonrecurring)
atas penerimaan Pendapatan- -LO yang texjadi pada periode penerimaan
Pendapatan-LO dibukukan sebaga1 pengurang Pendapatan LO pada -
periode yang sama.
Koreksi dan pengembalian pendapatan yang tidak berulang
(nonrecurring) atas penerimaan Pendapatan-LO Yang terjadi pada
periode ‘sebelumnya dibukukan hanya oleh SKPKD sebagai Beban tak
terduga pada periode ditemukannya kdrekéi dan pengembalian
© tersebut. ' R |
5. Pengungkapan
Hal-hal yang perlu d1ungkapkan d1 dalam CalLK terkait dengan'
Pendapatan-LO, antara lain mencakup:
| a.kebﬁakan .....
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a. kebijakan Akuntansi pengakuan dan pengukuran Pendapatan-LO;
b. rincian dari setiap jenis pendapatan yang dilaporkan;
mformas1 tambahan atas lain-lain pendapatan daerah yang sah

(seperti informasi tentang pemberi hibah, bantuan keuangan, dan

~ lain sebagalnya),

d. pendapatan berupa barang/ jasa (_]lka ada); dan

e. koreksi pendapatan (jika ada).

Berikut adalah contoh penyajian Pendapatan -LO dalam LO:

PEMERINTAH KOTA SERANG
: LAPORAN OPERASIONAL |
Untuk Periode s/d 31 De_sember 20X1 dan 31 Desember 20X0

URAIAN | ReF | 20x1 | 20%0 g:;‘ikuinaﬁ %
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN-LO
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah
Lain-lain PAD yang Sah-LO

Jumlah Pendapatan Asli Daerah -

PENDAPATAN TRANSFER

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-
DANA PERIMBANGAN

 Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-
LAINNYA

Dana Insentif Daerah

Transfer Lainnya

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
Pendapatan Bagi Hasil Pajak “
Pendapatan Bantuan Keuangan

Jumlah Pendapatan Transfer

- LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah ' -

Jumlah Lain-lain Pendapatan
yang Sah

JUMLAH PENDAPATAN
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F. Beban
1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau poten51 jasa termasuk '
potens1 pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat

transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada

penurunan Ekultas, baik berupa pengeluaran, konsumsi Aset atau

timbulnya Kewajiban.
Klasifikasi Beban dan kewenangan atas Beban tersebut adalah sebagai

berikut:
Beban : : B Kewenangan

Beban Operasi-LO
Beban Pegawai : SKPKD dan SKPD
Beban Barang dan Jasa : SKPKD dan SKPD
Beban Bunga : - | SKPKD dan/atau SKPD
Beban Subsidi . SKPKD dan/atau SKPD
Beban Hibah - . . SKPKD dan/atau SKPD
Beban Bantuan Sosial ' o ' SKPKD dan/atau SKPD
Beban Penyisihan Piutang , SKPKD dan SKPD
Beban Penyusutan dan Amortisasi ) SKPKD dan SKPD
Beban Transfer S :
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah SKPKD
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya SKPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah SKPKD
Daerah Lainnya
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa , SKPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya SKPKD
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus SKPKD
Beban Tak Terduga
Beban Tak Terduga : SKPKD :
Defisit Non Operasional S ' SKPKD dan/atau SKPD
Beban Luar Biasa ' SKPKD dan/atau SKPD

Klasifikasi Beban berdasarkan organisasi adalah Klasifikasi
berdasarkan organisasi PA. .
2. Pengakuan
‘Secara umum Beban diakui pada:
a. saat timbulnya Kewajiban;
b. saat terjadinya konsumsi Aset; dan
c. saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau pbtensi jasa.
Saat timbulnyak Kewajiban artinya Beban diakui pada saat tei‘jédinya

peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti -

keluarnya kas dari RKUD. Contohnya penerimaan barang yang belum
. dibayar Pemerintah Daerah, tagihan rekening telepon dan rekemng
listrik yang belum d1bayar Pemerintah Daerah
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Saat ter_1ad1nya konsumsi Aset adalah saat pengeluaran kas kepada
p1hak lain yang tidak didahului timbulnya Kewajiban dan/atau
konsums1 Aset nonkas dalam kegiatan operas1ona1 pemerintah.
Texjadmya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada
saat penurunan nilai Aset sehubungan dengan penggunaan Aset
bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi
atau potensi jasa adalah penyusutan Aset tetap.

Dalam hal BLUD, Beban diakui dengan mengacu pada peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD. , '

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi

ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis Beban.

Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Daerah terdiri dari Beban

pegawai, Beban barang, Beban bunga, Beban subsidi, Beban hibah,

: Be’ban‘bantuan sosial, Beban penyusutan Aset tetap/amortisasi, Beban

‘transfer dan Beban tak terduga. Penyusutan/ amortisasi dilakukan

dengan menggunakan metode garis lurus (stralght line method)

a. Beban pegawai dibayarkan dengan menggunakan mekanisme LS
sehingga pengakuan Beban diakui pada saat SP2D LS diterbitkan.
Beban pegawai yang diukur berdasarkan kinerja terdahulu seperti

- Beban tambahan pen’ghasilari pegawai diakui sebagai Beban pada

akhir tahun anggaran sebesar nilai yang belum dibayarkan.

b. Beban barang dan jasa dapat dibayarkan dengan menggunakan o

- UP/GU/TU maupun LS, tergantung dari syarat pembayaran yang

telah diatur di dalam peraturan kepala daerah tentang sistem.
prosedur pengelolaan keuangan daerah. '

- Beban barang dan jasa yang dlbayar oleh bendahara pengeluaran
dengan menggunakan UP/GU/TU diakui setelah disahkannya Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja = UP/GU/TU bendahara
pengeluaran oleh PA JKPA. ‘
Beban bérang dan jasa yang dibayarkan secara LS diakui saat
pénérbitan _berita acara serah terima atau SP2D-LS diterbitkan.
Terbitnya SP2D-LS mengindikasikan bahwa SPP/SPM-LS dan bukti '
kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran telah
memenuhi syarat se‘suai ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan hal ini juga menunjukkan bahwa kegiatan telah
dilaksanakan atau jasa telah diterima Pemerintah Daerah.
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Beban langganan daya dan jasa, seperti biaya listrik, telpon,
internet, langganan air, dan sejenisnya diakui ketika tagihan Beban
langganan daya dan jasa tersebut telah diterima Pemerintah

. Daerah. ‘ :
Untuk alasan kepraktisan, Beban langganan daya dan jasa dapat

diakui ketika dibayarkan, dan untuk tagihan yang belum dapat -

dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan akan
diakui sebagai Beban bersamaan dengan pengakuan utang Belanja.
Beban bunga untuk suatu periode Akuntansi diakui berdasarkan
jumlah waktu pinjaman yang terhitung dalam periode
bersangkutan. Beban bunga terkait dengan penarikan pinjaman
oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain (pemerintah pusat,
~ Pemerintah Daerah lainnya, lembaga keuangan/nonkeuangan,
fnasyarakat). '

Beban bunga yang dilaporkan di dalam LO dengan Basis Akrual |

tentu saja dapat berbeda dengan jumlahnya dengan Belanja bunga
yang dilaporkan di dalam LRA dengan basis kas.

Beban bunga diakui melalui jurnal penyesuaian akhir tahun
dan/atau pada tanggal pelunasan pinjamannya.

. Beban subsidi dibayar dengan mekanisme LS, diakui pada tanggal
penerbitan SP2D LS.

Beban subsidi diberikan sebagai bantuan biaya produksi kepada
perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang
- dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Beban hibah dapat dibayarkan dengan menggunakan UP/GU/TU
maupun LS. Beban hibah yang dibayar oleh bendahara pengeluaran
dengan menggunakan UP/GU/TU diakui setelah disahkannya surat
pertanggungjawaban Belanja UP/GU/TU bendahara pengeluaran
oleh PA/ KPA. Beban bantuan sosial yang d1bayarkan secara LS
diakui saat penerbitan berita acara serah terima atau SP2D-LS
diterbitkan.

Beban hibah berupa barang milik daerah d1aku1 pada saat benta
_ acara serah terima penyerahan barang diterbitkan.

Beban bantuan sosial dapat dibayarkan dengan menggunakan
UP/GU/TU maupun LS. Beban bantuan sosial yang dibayar oleh
bendahara pengeluaran dengan menggunakan 'UP/ GU/TU diakui
setelah disahkannya surat pertanggungjawaban Belanja UP/GU/TU
bendahara pengeluaran oleh PA/KPA. Beban bantuan sosial yang

dibayarkan secara LS diakui saat penerbitan berita acara serah

terima atau SP2D-LS diterbitkan.

{
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g. Beban pényisihan piutang tak tertagih timbul dari adanya
pembentukan penyisihan piutang tak tertagih yang bertujuan agar
nilai piutang yang dilaporkan di dalam Neraca menunJukkan nilai
bersih yang dapat direalisasikan. Nilai bersih yang dapat
direalisasikan yaitu nilai piutang bruto d1kurang1 dengan penyisihan
piutang tak tertagih. ' |
Pengakuan Beban peny131han p1utang tak tertagih d1buat pada
setiap akhir tahun melalui jurnal penyesuaian. '

h. Beban penyusutan Aset tetap d1h1tung dengan pendekatan tahunan.
Apabila Aset tetap diperoleh pada tanggal 2 Januari, atau 31 Maret,
atau 10 Juli, atau 15 Oktober ataupun 30 Desember pada tahun
berJalan akan dlhltung satu tahun penuh. "

i. Beban amortisasi Aset Tidak Berwujud (ATB) dihitung dengan
pendekatan tahunan. Beban amortisasi Aset Tidak Berwujud (ATB)
dihitung satu tahun penuh tanpa memperhatikan kapan'A'sct Tidak
Berwu_]ud (ATB) tersebut dibeli/diperoleh. ' .

j. Beban transfer adalah Beban berupa pengeluaran uang atau
Kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Entitas Pelaporan kepada
suatu Entitas Pelaporan lain yéng diwajibkan oleh peraturan
perundang—undangan ' '

k. Beban transfer diakui pada tanggal penerbitan SP2D LS atau pada

 saat Kewajiban Pemerintah Daerah timbul, apabila dokumen untuk
pengakuan Kewajiban tersebut memadai.

. Pehgukuran

Beban-Beban yang merupakan pengeluaran kas dicatat sebesar nilai
nominal brutonya, berdasarkan dokumen pengeluaran dan/atau
dokumen pengakuan yang Sah.

Nilai nominal bruto yaitu jumlah sebelum d1kurang1 dengan potongan--
potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) seperti PPh, PPN, IURAN
Taspen, Askes, dan potongan sejenis lainnya. Dokumen yang menjadi
dasar pencatatan antara lain berupa SP2D-LS, bukti-bukti pengeluran
sura’t pertanggungjawaban Belanja UP/GU/TU.

‘Beban beban yang bukan merupakan pengeluaran kas (non-kas),
seperti Beban penyusutan, Beban penyisihan piutang tak tertagih,

.dicatat berdasarkan nilai dari hasil perhitungan dengan menggunakan
metode sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kebijakan Akuntansi yang
terkait. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan Beban nonkas,
seperti Beban penyusutan, Beban penyisihan piutang tak tertagih,
antara lain yaitu berupa bukti memorial. '

4; Koreksi .....
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4. Korek31 _ ‘

Koreksi atas Beban, termasuk penenmaan kembali Beban, yang berasal
dari kesalahan dalam periode yang sama, dibukukan sebagai
pengurang Beban yang bersangkutan. |
Koreksi atas Beban, termasuk penerimaan kembali Beban, yang berasal
dari kesalahan periode sebelumnya, dibukukan dalam pendapatan lain-
lain. Dalam hal koreksi kesalahan t1dak melibatkan kas, tetapi hanya
mengakibatkan penambahan Beban dilakukan dengan pembetulan
pada akun Ekuitas (contoh koreksi akumulasi penyusutan Aset tetap).

5. Pengungkapan o SR

Hal-hal yang perlu diungkapkan di dalam CaLK terkait dengan Beban
antara lain mencakup:
a. kebijakan Akuntansi pengakuan dan pengukuran Beban,
b penJelasan tentang Beban penyusutan Aset tetap,
c. kebijakan Akuntansi persediaan;
d. kebijakan Akuntansi penyisihan piutang tak tertaglh dan
e. koreksi Beban (jika ada):
Benkut adalah contoh penya_]lan Beban dalam LO:

PEMERINTAH KOTA SERANG

| LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Periode s/d 31 Desember 20X1 dan 31 Desember 20X0

Kenaikan/

~ URAIAN REF 20X1 20X0
‘ Penurunan

%

BEBAN
BEBAN OPERASI
Beban Pegawai-LO
Beban Barang dan Jasa
Beban Hibah
Beban Bantuan Sosial
Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Lain-lain

Jumlah Beban Operasi

BEBAN TRANSFER
Beban Transfer

Jumlah Beban Transfer

BEBAN TIDAK TERDUGA

Beban Tidak Terduga

Jumlah Beban Tidak Terduga

JUMLAH BEBAN
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1.
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Definisi ,
Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank
yang setiap saat dapat digunakan untuk m9mbi;1yai kegiatan
Pemerintah Daerah/setara kas yang sangat likuid }frang siap dicairkan
menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas
juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertangghngjawabkan-Uang
Persediaan (UYHD-UP), saldo simpanan di bank yaﬂg setiap saat dapat
ditarik atau digunakan untuk melakukan pe.‘mba'yaran. Dalam

pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu In‘vestasi yang sangat .

likuid yang siap dicairkan -menjadi kas yang mem{:unyai masa jatuh

tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, Kas terdiri dari: :

a. Kas di kas daerah
Kas dalam kas daerah berada di bawah penguasaan Bendahara -
Umum Daerah (BUD) yang dlslmpan pada Rekenlng Kas Umum
Daerah (RKUD). Pembukaan RKUD dilakukan o‘leh Kepala SKPKD
selaku  BUD pada Bank Sentral dan/atau Bank Umum yang
ditunjuk oleh Wali Kota. RKUD 'ditujukan dntuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran
Daerah pada bank yang ditetapkan§

. Kas di bendahara penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan kas
di rekening penerimaan yang dibuka oleh BUD juntuk pengelolaan
pendapatan pada SKPD; '

c. Kas di bendahara pengeluaran
Kas di bendahara pengeluaran dapat terdiri dari kas tunai dan kas
di rekenmg pengeluaran yang dibuka oleh BUD untuk pengelolaan
Belanja pada SKPD;

d. Kas di BLUD
Kas di BLUD dapat terdiri dari kas tunai dan kas di rekening yang
dibuka oleh pemimpin BLUD atas persetu]uan BUD untuk
pengelolaan keuangan pada BLUD;

e. Kas Dana BOS :
Kas Dana BOS dapat terdiri dari kas tunai dan kas di rekemng yang

- dibuka oleh penanggung jawab Dana BOS atas' persetujuan BUD

untuk pengelolaan keuangan pada Dana BOS; daLn_

f. Kas dana kapitasi pada FKTP
Kas dana kapitasi pada FKTP dapat terdiri dari kas tunai dan kas di
rekening yang dibuka oleh kepala FKTP atas% persetujuan BUD
- untuk pengelolaan keuangan pada dana kapitasi Epada FKTP.
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2. Pengakuan ~
Kas diakui 'pada saat diterima oleh BUD, bendahara penerimaan dan

bendahara pengeluaran pada perangkat daerah, |bendahara BLUD,
bendahara dana JKN, dan bendahara Daﬁa BOS. Kas akan dikurangi
apabila telah dlkeluarkan oleh bendahara tersc‘:but di atas dan
didukung dengan bukti pengeluaran yang sah

3. wPengukuran : : |
Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya

|
disajikan sebesar nilai Rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk

valuta as1ng, dikonversi menjadl Rupiah menggur’lakan kurs tengah.
- Bank Indonesm pada tanggal Neraca
4. Pengungkapan
| Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan kas dan setara
kas antara lain: ' -
~a. saldo kas di kas Daerah;

-b. saldo kas di bendahara penerimaan;

c. saldo kas di bendahara pengeluai'an;‘

d. saldo kas di BLUD;

e. saldo kas lainnya, yaitu saldo kas di bendahara dana kapitasi JKN.
pada setiap puskesmas sebagal FKTP milik Pemenntah Daerah dan
saldo kas di bendahara BOS pada setiap sekolah dasar negeri dan
sekolah menengah pertama negeri; serta .

f. jumlah uang Perhltungan Fihak Ketlga (PFK) yang terdapat pada
sisa kas.

Rincian kas dan setara kas ‘}‘rang ada di kas daerah, bendahara

_ penerimaan, bendahara pengeluaran maupun di BLUD, bendahara
dana kapitasi JKN pada setiap FKTP milik Pemerintah Daerah serta
bendahara BOS pada setlap sekolah ‘dasar . negen dan sekolah

menengah pertama negeri d1ungkapkan dalam CalK.
Dalam saldo kas juga termasuk penenmaan yang harus dlsetorkan
kepada pihak ketiga berupa utang Perhitungan Flhak Ketiga (PFK). Oleh
karena itu jurnal untuk utang Perhltungan F1hak Ketlga (PFK)
disatukan dalam Jurnal kas daerah.
Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam
laporan keuangan, karena kegiatan tersebut rneru{pakan bagian dari
“ manajemen kas dan bukan ;merupakan ‘bagie’ln aktivitas operasi,
- Investasi, péndanaan, dan transitoris. B
’ H. Investasi .....
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Investasi jangka pendek merupakan Investas1 yang memenuhi kriteria

sebagai berikut:

a. dapat segera diperjualbelikan /dlcalrkan,

b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka mana‘ljemen kas, artinya
‘peme.rintah dapat menjual Investasi tersebut apabila timbul
kebutuhén kas;

c. berisiko rendah; dan

d. jatuh tempo di atas 3 (tiga) bulan sampa1 dengan 12 (dua belas) °

bulan.

: Investasi yang dépat digolongkan sebagai Investasi jangka pendek,

antara lain terdiri atas:

deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan / atau

a.
yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits); dan
b. pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek
oleh Pemerintah Daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia
(SBI).
2. Pengakuan

Suatu pengeluaran kas atau Aset dapat diakui sebagai Investasi jangka

‘ pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:

a.

kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa
potens1a1 di masa yang akan datang atas suatu Investasi tersebut
dapat diperoleh Pemerintah Daerah. Pemermtah Daerah perlu
mengkaji tlngkat kepastian mengalirnya manjfaat ekonomi dan
manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan
bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan gyang pertama kali;
nilai perolehan atau nilai wajar Investasi jangka pendek dapat

diukur secara memadai (reliable) dengan |adanya transaksi |

pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti
yang menyatakan atau mengidentifikasikan Biaya perolehannya

atau nilai dana yang ditempatkan.

Pengeluaran untuk perolehan Investasi jangka pendek diakui sebagai

pengeluaran kas Pemerintah Daerah dan tidak diakui sebagai Belanja

maupun pengeluaran pembiayaan di dalam LRA.

Penerimaan .....
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Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang Investasi
jangka péndek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan
dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun ! karena peraturan
Pemerintah Daerah. |
Transaksi per_olehén/ pelepasan Investasi jangka pendek hanya

merupakan reklasifikasi antara akun kas dan akun Investasi jangka

pendek.
Hasil Investasi yang diperdleh dari Investasi jangka pendek, antara lain
berupa bunga deposito dan bunga obligasi dicatat Sebagai pendapatan.

. Pengukuran ' ' o

Investasi Jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham
dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar blaya perolehan. Biaya
_perolehan Investasi meliputi harga transaksi Inyestas1 itu sendiri
ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang
timbul dalam rangka perolehan tersebut. |
‘Apabila Investasi dalam bentuk surat berharga digerole‘h tanpa biaya
perolehan, maka Investasi dinilai berdasarkan nilai v‘vajar Investasi pada
tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apablla tidak ada nilai
 wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai waJar Aset
lain yang diserahkan untuk memperoleh Investasi tersebut.
Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsahan“l, misalnya dalam
- bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar niléi nominal deposito
tersebut. |
. Pengungkapan | |
| Pengungkapan Investasi jangka pendek dalam CaLK Pemerintah Daerah
sekurang—kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
a. Kebljakan Akuntansi penentuan nilai Investasi Jangka pendek yang
dimiliki Pemerintah Kota Serang; '
b. jenis-jenis Investasi jangka pendek yang dimiliki oleh Pemerintah
Daerah; | ’ |
perubahan nilai pasar Investasi jangka pendek (ii‘ka ada);

e

d. penurunan nilai Investasi jangka pendek yaﬁg signifikan dan
penyebab penurunan tersebut; | | '

e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan pehe_rapannya
(jika ada); dan - |

f. perubahan pos Investasi yang dapat berupa reklas1fika81 Investasi
permanen menJadl Investasi jangka pendek, Aset tetap, Aset lain-
lain dan sebahknya (iika ada).

L. Piutang ..... .
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1.

| Piutang
Definisi
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Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah

Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dépat dinilai dengan

uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya sesuai dengan |
ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang

sah. Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang'menyebabkan timbulnya
piutang dibagi atas: ‘
Pungutan piutang yang timbul dari penstlwa pungutan terd1r1 atas:

a.

1) piutang pajak Daerah; dan
2) piutang selain pajak. -

‘1) pemberian pinjaman;
" 2) penjualan;

3) kemitraan; dan

4) pemberian fasilitas.

Tuntutan ganti kerugian Daerah ‘
Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan gan
terdiri atas:

. Perikatan piutang yang timbul dari perisﬁwa perikatan, terdiri atas:

ti kerugian daerah,

1) p1utang yang timbul akibat tuntutan ganti keruglan Daerah
terhadap pegawai negeri bukan bendahara; dan

2) piutang yang timbul akibat tuntutan gantl keruglan Daerah

terhadap bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk m

enagih uang atau

manfaat ekonomi lainnya kepada Entitas lain. Piutang berdasarkan
peristiwa pungutan dapat diakui ketika: |

a.
b.

C.

diterbitkan surat ketetapan /dokumen yang sah;

telah diterbitkan surat penagihan dan “ telah dllaksanakan

penagihan; atau

- belum dilunasi sampai dengan akh1r penode pelaporan

Dokumen pengakuan piutang adalah sebagai berlkut‘. _

NO| JENIS PIUTANG PENGAKUAN

Bayar (SKPDKBY);

~ (SPPT); dan
e. dokumen lain yang

Piutang Pajak Diterbitkannya Surat Kefcetapan berupa:
a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang

c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan (SKPDKBT), .
d. Surat Pembentahuan Pajak Terhutang

t

|

dlsetarakan
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2. | Piutang Retribusi a. diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi
- Daerah (SKRD);
b. ditandatanganinya surat perjanjian
untuk retribusi yang menggunakan
‘perikatan; dan '

c. dokumen lain yang disetarakan.
3. | Piutang Hasil a. telah dlumumkannya pembagian
Pengelolaan dividen; dan '

Kekayaan Daerah b. telah diumumkannya pembagian laba. ‘
yvang Dipisahkan ' o

4. | Piutang Lain-lain a. untuk piutang berdasarkan perikatan

| PAD yang Sah A diakui pada saat terdapat hak
Pemerintah Daerah| karena adanya
perikatan  pada | akhir  periode
pelaporan yang belﬁm dibayar;

b. untuk piutang TP-TGR diakui sebesar

- nilai yang adai pada saat
ditandatanganinya Surat Ketetapan :
Tanggung Jawab ‘Mutlak (SKTJM)
~atau adanya penetapan dari pejabat
yang berwenang; dan

c. telah diterbitkannyai surat penagihan
dan telah dllaksanakan penagihan
untuk piutang lain-lain PAD dan
piutang lain-lain. ‘ :

5. | Piutang Transfer Telah diterbitkan surat keputusan kurang

salur. : |

6. | Piutang Penjualan | Adanya angsuran pada akhir periode

Angsuran pelaporan yang belum dibayar.
7. | Piutang TP-TGR a. pada saat ditandat;anganinya Surat
) Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

' (SKTJM); dan .

b. surat putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap.

3. Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari pungutan atau .
ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sebaga1 berikut:

a.

b.

disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setlap tagihan yang
ditetapkan berdasarkan surat ketetapan yang d1terb1tkan

disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setlap tagihan yang
telah ditetapkan terutang untuk wajib pajak yang mengajukan
banding; ; ;

disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagiha’nkyang
masih proses banding atas keberatan dan belum ‘dltetapkan dan
disajikan sebesar nilai bersih yang dapat d1reahsas1kan (net

realizable value).
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Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sehs1h antara nilai
nominal piutang dengan penyisihan piutang. Penggolongan kuahtas
piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif
penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dﬂakukan dengan
mempertimbangkan Jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan
upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerlntah Daerah. Kualitas
piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tangg‘al pelaporan.
Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisiﬁan piutang adalah
kualitas piutang. Kualitas piutang pajak dikelompokkan menjad1 4
(empat) dengan klas1ﬁka81 sebagai berikut: : '
a. kualitas piutang lancar, dengan kriteria umur piutang kurang dar1 1
' (satu) tahun;
b. kualitas piutang kurang lancar, dengan kriteria umur piutang 1
, (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; :
¢. kualitas p1utang diragukan, dengan kriteria umur plutang lebih dari
2 (dua) sampai dengan S (lima) tahun; dan/atau : :
d. kualitas piutang macet, dengan kriteria umur p1utang diatas S (lima)
tahun. ‘
Penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus untuk objekl
retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebaga1 berikut:
a. kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang 0 (nol) sampai dengan
1 (satu) bulan; -
b. kualitas kurang lancar, dengan Kriteria umur piutang lebih dari 1
(satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan;
c. kualitas diragukan, dengan kriteria umur p1utang leblh dan 3 (tiga)
- sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan ,
d. kualitas macet, dengan kriteria umur piutang |lebih dari 12 (dua
belas) bulan. :
Penggolongan kualitas p1utang bukan pajak dan retnbu51, dilakukan
dengan ketentuan: , :
a. kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan
tanggal jatlih tempo yang ditetapkan; -
b. kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu)
- bulan terhitung sejak tanggal surat taglhan pertama tidak
dilakukan pelunasan;
¢. kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan
pelunasan; dan | |
d. kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal surat taglhan ketiga tidak dilakukan pelunasan atau -
piutang telah diserahkan kepada instansi| yang menangani
pengurusan piutang negara. ' |

Penyisihan .....
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Penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode
pelaporan), ditetapkan sebesar: | |
a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari piutang dengan kualitas

lahcar; |
b. 10% ‘(sepulu'h perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang

lancar; - : 1
c. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas
' diragukan; dan ‘

d. 100% (seratus perseratus) dari p1utang dengan kl‘,lahtas macet. |
Perhitungan penyisihan piutang tldak tertagih dapat diilustrasikan
‘melalui penyajian daftar/tabel nilai penyls1han piutang tidak tertagih
berdasarkan umur piutang yang disusun berdasarkan jenis dan sumber
terjadinya piutang. BUD dapat melakukan perubahsLn Kualitas Piutang
dalam hal terdapat persetujuan restruktunsam hutang debitor sesuai
 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kualitas piutang
setelah persetujuan restrukturisasi dapat dlubah oleh BUD: ;
a. paling tinggi kualitas kurang lancar untuk pluTtang yang sebelum
restrukturisasi memiliki kualitas diragukan at:‘;lu kualitas macet;
atau | ‘
b. tidak berubah, apablla piutang yang sebelum restrukturisasi
memiliki kualitas kurang lancar. ‘ \ '
Dalam hal Kewajiban yang ditentukan dalam regmkmﬁsasi tidak
. dipenuhi oleh debitor, kualitas piutang yang telah ;diubah, ditetapkan
kembali menjadi kualitas piutang sebelum adanjya restrukturisasi.
Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan ipada akhir periode
pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, Ihaka dihitung nilai
penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kua}itas piutangnya.
~ Pada tanggal pelaporan berikutnya Pemerintah Daerah melakukan
evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang‘ yang dimilikinya.
Apabila kualitas piutang 'masih sama, maka ﬁdai{ perlu dilakukan
jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dala{my CaLK. Apabila

kualitas piutang menurun, maka dilakukan\ penamb‘ahan terhadap nilai

penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang
seharusnya disajikan dalam Neraca dengan saldoj awal. Sebaliknya,
apabila kualitas piutang meningkat misalnya ,akili)at restrukturisasi,
maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak
tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya dlsajlkan dalam
Neraca dengan saldo awal

Pengukuran .....
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Pengukuran atas perlstlwa-penstlwa yang memmbulkan plutang yang

berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut: '

a. pemberian pinjaman piutang, pemberlan plnjaman d1n11a1 dengan
jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan / atau apabila berupa
barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan
atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian
pinjaman diatur mengenai Kewajiban bunga, denda, commitment fee
dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode
pelaporan harus diakui adanya bunga, 'denda commitment fee
dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum
dibayar) pada akhir periode pelaporan; |

b. penjualan piutang dari penjualan kredit diakui sebesar nilai sesuai

- naskah perjanjian penjualan yang terutang (be‘:lum dibayar) pada
akhir periode pelaporan. Apabila dalam pezjanjlan dipersyaratkan
adanya potongan pembayaran, maka nilai p1utang harus dlcatat

sebesar nilai bersihnya;

c. kemitraan plutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-
ketentuan yang d1persyaratkan dalam naskah péljanpan kemitraan;
dan \

d. piutang yang timbul diakui berdasarkan fas1htas atau _]asa yang
telah diberikan oleh pemerintah pada akhlr periode pelaporan,
dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan ‘ pengakuan yang

dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut: | v '

a. disajikan sebagai Aset lancar sebesar nilai yang Jatuh tempo dalam
tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke
depan berdasarkan surat ketentuan penyelesa1an yang telah
ditetapkan; dan ‘

b. disajikan sebagai Aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di-
atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengukuran benkutnya (subsequent measurement) tFrhadap Pengakuan ‘

awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum

dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian pilitang tidak tertagih.

Apabila terjadi- kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang

maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi ‘piutang

yang dihapuskan.

Penghapusan piutang dan pemberhentlan pengakuan atas piutang

dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang dltempuh dalam

penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentlan Pengakuan
piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan
sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

{ Pemberhentian .....
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Pemberhentiah Pengakuan piutang selain karena pelunasan juga bisa-

7 dilakukan karena adanya penghapusan yaitu:
a. penghapusan bersyarat (wnte-of]) yang dllakukan dengan |
ménghapuskan piutang Daerah dari pembukuan tanpa
inenghapuskan hak tagih; dan | :
b. penghapusan mutlak (write down) yang dilakukan dengan
menghapuskan hak tagih Daerah. '

-Penghapusan’ bérsyarat dan penghapusan secarag mutlak dilakukan
‘setelah terbif ketetapan Wali Kota tentang penghaplisan piutang sesuai
dengan ketentuan peraturan pemndéng—undangan.
. Pengungkapan |
Piutang disajikén dan diungkapkan secara memadai. Informasi
mengenai akun ‘piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK.
Informasi dimaksud dapat berupa: e
a. keb1_]akan Akuntansi yang digunakan dalam pen11a1an, pengakuan,
dan pengukuran piutang;
b. rincian jenis-jenis, dan saldo menufut umur untuk mengetahui

tlngkat kolektibilitasnya;

c. penjelasan atas penyelesaian plutang masih di ‘Pemerlntah Daerah
atau sudah diserahkan penagihannya kepada PUPN; dan

d. jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus unjtuk tuntutan ganti

| rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diﬂngkapkan piutang

yang masihdalam proses penyelesaian, baik rpelalul cara damai
maupun pengadilan. 1

Penghapusbukuan piutang harus d1ungkapkan secara cukup dalam
CalLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu d1ungkapkan misalnya
jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal
kepufusah penghapusan piutang, dasar pertimt?angan penghapus
bukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.}

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah Vdiha;i)us buku, ternyata
dikemudian hari diterima pembayaran/ pclunasannyr‘il maka pen’erimaaﬁ
tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang
bersangkutan dengan lawan perkiraan penerlmaan pendapatan atau

melalui akun penerimaan pembiayaan, tergantung dan _]ems p1utang.
. . ! . '
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Berikut penyajian piutang dalam Neraca adalahrsebagéi berikut:

PEMERINTAH KOTA SERANG
o ' NERACA A
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0 ~
(Dalam Rupiah)

URAJAN REF - 20X 1 20X0

1 2 T3 4

ASET

. ASET LANCAR
Kas di Kas Daerah

. Kas di Bendahara Penerimaan

' Kas di Bendahara Pengeluaran

~ Kas di BLUD
Kas Dana BOS ‘
Kas di Bendahara Dana Kapitasi FKTP
Investasi Jangka Pendek
Piutang Pajak Daerah
Piutang Retribusi Daerah

_ Piutang Lain-Lain PAD yang Sah
Piutang Transfer Pemerintah Pusat .~
Piutang Transfer Pemerintah Daerah
Lainnya ' '
Bagian Lancar Tuntuan Ganti Rugi
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Beban Dibayar Dimuka '
Persediaan .

Jumlah Aset Lancar

J. Beban Dibayar Dimuka }
1. Definisi , | .‘ | v . _
Beban dibayar dimuka adalah Beban yang sudah di'bayarkan' terlebih
dahulu namun barang atau jasanya belum diterifma manfaaatnya.
Beban yang dapat masuk kedalam kategori Beban; dibayar dimuka
antara lain adalah Beban sewa, Beban asuransi dan iBéban¥beban lain
yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima marifaétnya atau
' digunakan. .
2. Pengakuan 7
| Beban dibayar dimuka diakui pada saat penyusunan iaporan kéuangan
) akhir tahun berdasarkan bukti memorial 'yang ‘sudah dilékukan
perhitungan atas nilai Beban yang masih belum diterirjna manfaatnya.
Bebén dibayar dimuka yang sudah diakui pada saajt pelapo'ran» akhir
tahun akan dilakukan jurnal balik pada awal tahun berikutnya.

3. Pengukuran .....
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3. Pengukuran
Beban dibayar dimuka diukur berdasarkan nilai quan yang sampai

dengan tanggal pelaporan keuangan belum diteﬁma manfaatnya.
misalkan Pemerintah Daerah melakukan sewa getjiuﬂg pada bulan
November 20X0 untuk satu tahun. Nilai Beban dibéyar dimuka pada
akhir Desember adalah nilai sewa yang belum digunajkan yaitu sebesar
sewa dari bulan Januari tahun 20X1 sampai dengan September 20X1.

4. Pengungkapan ;
Beban dibayar dimuka d1sa31kan dan dlungkapkan secara memadai.
Informasi mengenai akun Beban dibayar dimuka d1ungkapkan secara
cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat bgrupa
a. kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam | pengakuan, dan

pengukuran Beban dibayar dimuka; dan

b. rincian jenis-jenis, dan saldo dan sisa Beban dibayar dimuka.

| K. Persediaan
1. Definisi o
Persediaan adalah Aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan

yang dimaksudkan untuk - mendukung keglatan opcrasmnal
Pemerintah Daerah, dan barangébérang yang dimgksudkan untuk
dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat. Persediaan merupakan Aset yang berupa
a. barang atau perlengkapan (supplzes) yang dlgunakan dalam rangka
kegiatan operasional Pemerintah Daerah. %
b. bahan atau perlengkapan (supplles) yang dlgunakan dalam proses
produksi. ~ ;
c. barang dalam proses produksi yang dlmaksudkan untuk dl_]ual atau
" diserahkan kepada masyarakat A ~ ‘ ‘
d. barang yang disimpan untuk dijual atau dlserahkan kepada
 masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah
Adapun beberapa jenis persedlaan yaitu: |
a. Persediaan berdasarkan sifat pemakainnya terdiri dar1
1) Barang pakai habis antara lain berupa: |
a) persedlaan alat tulis kantor; ‘
b) persediaan alat listrik dan elektronlk (lampu pijar, battery
A kering); |
c) persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
d) persdiaan bahan bakar minyak/gas; :
: " e) persediaan .....
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e) persediaan isi tabung gas;
f) persediaan bahan baku bangunan;
~ g) persediaan bahan/bibit tanaman;
h) persédiaan bahan obat-obatan,;
i) persediaan bahan makanan pokok;
j) dan lain sebgaianya.

a) komponen;
b) pipa;
¢) dan lain sebgaianya.
3) Barang bekas pakai antara lain berupa:
a) komponen bekas dan pipa bekas;
b) dan lain sebgaianya. |

b. Berdasarkan bentuk dan j _]enlsnya persediaan dapat terdiri dari:
| 1) barang konsumsi; '

2) amunisi; - ‘

- 3) bahan untuk pemeliharaan;

4) suku cadang; v .

5) persediaan untuk tujuan strategls / bexjaga-Jaga;

6) pita cukai dan leges; '

7) bahan baku;

8) barang dalam proses/ setengah Jadl

9) tanah/ bangunan untuk dijual atau d1serahkan kepada

’ lmasyarakat _ o

10) dalam hal Pemerintah Daerah menyimpan barang untuk tujuan
cadangan strategis seperti' cadangan energi (misalnya minyak)
atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan |
(i'nisalnya beras), barang-barang .di'rnaksud; diakui sebagai
persediaan; dan \ ‘ ‘

11) hewan dan tanaman untuk dijual atau dlserahkan kepada
masyarakat antara lain berupa sap1 kuda, 1ka1‘1, ben1h padl, dan
bibit tanaman. '

2. Pengakuan

Persedlaan diakui pada saat: , | \ :

a.

b.

pemenntah dan

mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya

- potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh

“berpindah yang didasarkan pada Berita Acara Serah Terima (BAST) -

atau dokumen lain yang dipersamakan. | , i

Metode .....
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Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan metode »perio‘dik.
Dalam metode periodik, fungsi Akuntansi tidak langsung mehc;atat nilai
pérsediaan ketika terjadi pemakaian. Namun pencétatan penerimaan
persediaan diakui terlebih dahulu sebagai Biaban - persediaan.
Pencatatan persediaan dilakukan pada akhir penode Akuntansi
berdasarkan hasil inventarisasi fisik dengan melakukan penyesuaian
terhadap Beban persediaan. ' |
Pada saat inventarisasi fisik jika ditemukan seh31h persediaan yang
dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa atau
- rusak maka akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-
| undangan dan diungkapkan pada CalK. 1
Sisa bahan baku bangunan atas keglatan swakelola yang sudah selesai
- pembangunannya diakui sebagai persediaan. Sedangkan persediaan
bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan
mas1h dalam proses pengerjaan diBebankan ke suatu perkiraan Aset
untuk konstruks1 dalam pengerjaan, tidak dlniasukkan sebaga1
| persediaan. | | | ;
. Pengukuran ' .
Persediaan disajikan sebesar: ) -
a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembeli:an
Biaya perolehan persediaan meliputi harga ipembelian, biaya
pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara
langsung dapat diBebankan pada perolehan persed1aan Potongan ‘
harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan,
b. Harga pokok produks1 apabila diperoleh dengan memproduks1
~ sendiri | |
Harga pokok produksi‘ persédiaan meliputi, blaya langsung yang
terkait dengan persediaan yang ‘diproduksi dan blaya tidak langsung
yang dialokasikan secara sistematis; , '
c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi
atau peArsevdiaan hewan dan tanaman yang dikembga.ngbiakkan~
Harga/nilai wéjar persediaan meliputi nilai tukar Aset atau
penyelesaian Kewajiban antar pihak yang memahami dan

berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction);

d. Persediaan yang bersumber dari pengadaan dana kapitasi, Dana
BOS, BLUD dan hibah 1a1nnya yang tidak mela1u1 transfer langsung
ke RKUD dan persedlaan dari Belanja Tidak Terduga (B’I‘T) dicatat
‘dan diukur berdasarkan dokumen pertanggun.awaban

Persediaan .....
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Persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO (Fzrst In Fzrst
Out), termasuk persedlaan yang berasal dari penggunaan dana BLUD
dana kapitasi, Dana BOS dan dana hibah yang tldak melalui transfer

langsung ke RKUD. | '
Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persed1aan (use of goods)
Penghitungan Beban persedlaan dilakukan dalam rangka penya_]lan
LO. N | |
Pengungkapan
“Persediaan disajikan di Neraca pada bagian Aset lancar. Persediaan
diungkapkan dalam CaLK berupa: n
a. kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang  digunakan ‘dalam,

Pengukuran persediaan;

b. penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan
yang digunakan .dalam pelayanan maéyaraléat barang atau
perlengkapan yang digunakan dalam proses produk31 barang yang
disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan
barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan
untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan | '

c. jenis, jumlah, dan nilai persedlaan dalam kondisi. rusak atau usang

'Penyajlan persedlaan dalam Neraca lebih jelas adalah sebaga1 berikut:

PEMERINTAH KOTA SERANG |
NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 dan 2OXO
(Dalam Ruplah)

URAIAN REF | 20x1 | 20x0

1 o 2| 3 4

ASET -
ASET LANCAR
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di BLUD
Kas Dana BOS
Kas di Bendahara Dana Kapitasi FKTP
Investasi Jangka Pendek
Piutang Pajak Daerah
Piutang Retribusi Daerah
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah
Piutang Transfer Pemerintah Pusat




L. Investasi Jangka Panjang ' | ‘
1. '
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Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Bagian Lancar Tuntuan Ganti Rugi -
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -
Beban Dibayar Dimuka
Persediaan

Persediaan Bahan Pakai Habis

Persediaan Bahan/Material

Persediaan Barang Lainnya

Jumlah Aset Lancar

saat pengakuan yang pertama kali.

| Investas1 Jangka panjang di Neraca

Definisi : :
Investasi jangka panjang adalah adalah Investasi yang ‘dimaksudkan
untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investa81 Jangka panjang
terdiri atas: ,

a. Investasi permanen; dan

b. Investasi nonpermanen.

~ Investasi permanen adalah Investasi _]angka panjang yang dimaksudkan

untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investa31 nonpermanen
adalah Investasi jangka panjang yang ‘dimaksudkan untuk dimiliki

secara tidak berkelanjyu'tan. Contoh Investasi ‘perr}nanen ‘antara lain

penyertaan modal pada perusahaan daerah. |Contoh Investasi
nonpermanen antara lain pinjaman jangkap  panjang kepada
perusahaan daerah, piutang dana bergulir. . :
Pengakuan

Suatu pengeluaran kas atau Aset, penerimaan hlbah dalam bentuk.

Investasi dan perubahan piutang menjadi Investasi dlapat diakui sebaga1 ‘
Investasi apabila memenuhi kriteria berikut: |

a. kemungkman manfaat ekonomi dan manfaat| sos1a1 atau jasa

potensial di masa yang akan datang atas suatu Investa31 tersebut
dapat diperoleh pemerintah; dan

'b. nilai perolehan atau nilai wajar Investasi. dapat diukur secara

memadai (reliable). : |
Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau Aset,
penerimaan hibah dalam bentuk Investasi dan perubahan piutang
menjadi Investasi memenuhi kriteria pengakuafn Investasi  yang
pertama, Pemerintah Daerah perlu mengkaji .i!tingkat kepastian

mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jaSa potensial di
masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedla pada '

Pengeluaran untuk memperoleh Investasi jangka panjang diakui sebagai |
pengeluaran pemblayaan di LRA dan diakui sebagai Aset berupa

galkngmmﬁm@m.




- 87 -

3. Pengukuran
Investasi jangka panjang yang bersifat permanen m‘lsalnya penyertaan
modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga
transaksi Investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam
rangka perolehan Investasi tersebut. }

Apabila Investasi jangka panjang dlperoleh dar1 pertukaran Aset
Pemerintah Daerah, maka nilai Investasi yang dlperoleh Pemerintah
Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau niiai wajar Investasi
tersebut jika harga perolehannya tidak ada. [ |
Investasi nonpermanen dalam bentuk pembehan obhgas1 Jangka
| panjang dan Investasi yang dimaksudkan t1da.k untuk dimiliki
berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. |
Investasi nonpermanen.dalam bentuk penanaman modal di proyek-
- proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar b1aya pembangunan
termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain
yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek
tersebut diserahkan ke pihak ketiga. ;
Diskonto atau premi pada pembelian Investas1 Jangka panjang
diamortisasi selama periode dari pembelian sampa1 saat jatuh tempo
sehingga hasil yang konstan diperoleh dari Investasi tersebut
Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau
- didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan
atau pengurangan dari nilai tercatat Investasi Jangka panjang (carrying
value) tersebut. | '
Penilaian Investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode,
yaitu: . : : | .
a. Metode Biaya !
Dengan menggunakan metode blaya Investa81 dlcatat sebesar biaya -
. perolehan. Pendapatan dari Investasi tersebut (bag1 hasil dari
kekayaan daerah yang dipisahkan) dicatat sebesar bagian hasil yang
diterima Pemerintah Daerah dan tidak memengaruhl besarnya akun
Investasi Jangka panJang terkait. ‘ ‘
b. Metode Ekuitas - ,
Dengan menggunakan metode Ekultas pemenntah mencatat
Investasi awal sebesar blaya perolehan dan dltambah atau dikurangi
sebesar bagian laba atau. rugi pemerlntah setelah tanggal perolehan.
Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima
pemerintah akan mengurangi nilai Investasi pemerintah.
Penyesuaian terhadap nilai Investasi juga ,dipkerlukan untuk
mengubah porsi kepemilikan Investasi pemerintah misalnya adanya
perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asmg serta revaluasi
Aset tetap. ;
-c. Metode .....
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\
|

c. Metode Nilai BerS1h yang dapat D1reahsa81kan N

" Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama
untuk kepemﬂlkan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu
dekat. | '

Penggunaan metode di atas didasarkan pada krltena sebaga1 benkut

a. kepemilikan kurang dar1 20% (dua puluh persen) menggunakan

- metode biaya;

b. kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) sampai 50% (lima
puluh persen) atau kepemilikan kurang dari 20% tetap1 memiliki
pengaruh yang signifikan menggunakan metode Ekultas,

c. ‘kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen) menggunakan
metode Ekultas, dan ,

d. kepem111kan bersifat nonpermanen menggunakan metode n11a1' :

. bersih yang direalisasikan. ; N

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan

saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan

metode penilaian Investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah |
tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendahan terhadap -
perusahaan investee. ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendahan pada

perusahaan investee, antara lain: i

a. kemampuan memengaruh1 komposisi dewan komlsarls

b. kemampuan untuk menunjuk atau menggantlkan direksi; :

c. kemampuan untuk menetapkan dan mengganu dewan direksi
perusahaan investee; dan |

d. kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/
pertemuan dewan direksi. ! ‘ ' ;

Penya_]lan nilai Investas1 Dana Bergulir di Neraca berdasar nilai yang :

dapat dlreahsa81, yaitu nilai bruto dana bergulir d1kurang1 peny151han

dana bergulir tak tertagih. :

Penyisihan dana berguhr ‘tak tertaglh dihitung berdasarkan estlmasL

persentase ketidaktertagihan terhadap saldo dana berguhr yang masih

~ada pada akhir tahun. Besarnya estimasi persentase ketldaktertaglhank

dana bergulir ditentukan berdasarkan kriteria kolekt1b111tas dana B

berguhr yang telah dlsalurkan ,

Kriteria kolektibilitas dan persentase penylslhan untuk dana bergulir

yang dlsalurkan adalah sebagai berikut:

NO. . KRITERIA PROSENTASE PENYISIHAN
1, Lancar - ' 0,5% |
2. Kurang Lancar 10% |
3. Diragukan : 50% |
4. Macet » 100% |
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Kriteria kolektibilitas dan pe.rsé‘ntasev penyisihan untuk dana bergulir

yang disalurkan dapat direvisi dan/atau diatur lebih lanjut berdasarkan
Keputusan Wali Kota. . _ ,
Hasil Investasi berupa dividen tunai yarig dipe:rol(;h dari penyertaan

modal pemerintah yang pencatatannya mengguna‘iian metode biaya,

dicatat sebagai pendapatan hasil Inveétasi. |

Apabila menggﬁnakan metode Ekuitas, bagian labai ‘yang diumumkan

oleh investee akan diakui sebagai pendapatan Investasi‘ di LO dan

- menambah nilai Investasi Pemerintah Daerah, sebesar bagian laba yang

dlumumkan dikalikan tingkat kepemlhkan Pemerlntah Daerah.

Sebaliknya jika investee mengalam1 kerugian maka akan diakui sebaga1

keruglan Investasi di LO dan mengurangi nilai Investa81 Pemerintah

Daerah. Sedangkan pembaglan dividen tunai yétng diterima oleh

| pemenntah dlcatat sebagai pendapatan hasil Investa31 di LRA dan

mengurangi nilai Investa31 Pemenntah Daerah. [ |

Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai

Investasi Pemenntah Daerah. Pelepasan Investasi Pemenntah Daerah

dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan ha1$ karena peraturan |

perundang-undangan dan lain sebagainya. Perbe‘aaan antara hasil

pelepasan Investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau

dikreditkan =kepada keuntungan/ rugi (surplus/ deﬁs1t) pelepasan

Investasi. Keuntungan/ rugi pelepasan Investasi dlsajlkan dalam LO.

Penerimaan dari pelepasan Investasi jangka panjang diakui sebagaJ

penerimaan pembiayaan. '

. Pengungkapan

Hal-hal lain - yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan

pemerintah berkaitan dengan Investas1 pemerintah, at.nta;'a lain:

a. Kebijakan Akuntansi untuk penentuan nilai Investasi;

b. - jenis-jenis Investasi, Investasi permanen dan nonf)érmanen

c. perubahan harga pasar baik Investasi _]angka pendek maupun
Investas1 jangka panjang; ;

d. penurunan nilai Investasi yang s1gn1ﬁkan dan penyebab penurunan
tersebut; ‘ ;

e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
dan

f. perubahan pos Investasi.

Penyajian .....
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Penyajian akun Investasi dalam Neraca adalah sebaga1 berikut:
PEMERINTAH KOTA SERANG

, NERACA
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

URAIAN | REF | 20X1 20X0
B , B 2 | 3 4
ASET ‘
- INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Non permanen

~ Pinjaman Jangka Panjang

Investasi dalam Surat 'Utang Negara

Investasi dalam Proyek Pembangunan

Investasi Dana Bergulir =

Investasi Non permanén Lainnya -

' Jumlah Investasi Non Permanen
Investasi Permanen o
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Investasi Permanen lainnya
Jumlah Investasi Permanen

Jumlah Investasi -

4 Dana bergulir dlsa_ukan dan dlungkapkan secara r‘nemada1 Informa31

mengena1 dana bergulir dlungkapkan secara cukup dalam CaLK Beban

peny1s1han dana berguhr tidak tertaglh d1sa11kan dalam LO, dana" |

'berguhr dan peny181han dana berguhr t1dak tertaglh dlsa_ukan dalam
Neraca. |
“PEMERINTAH KOTA SERANG
~ LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Periode sampai dengan 31 Desember 20X1 dan
- 31 Desember 20X0 |

Kenaikan /

: %
Penurunan :

URAIAN e REF | '20X1 QOXQ
. ’ |

BEBAN
BEBAN OPERASI
Beban Pegawai ‘
‘Beban Barang dan Jasa
Beban Bunga
Beban Subsidi
Beban Hibah
Beban Bantuan Sosial
Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyisihan Piutang.
Beban lain-lain

Jumlah Beban Operasi
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M. Aset Tetap
1. Deﬁn1s1

Aset tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai r‘nasa manfaat lebih

dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dlmaksudkan untuk

dlgunakan, dalam keglatan pemerintah atau- dlmanfaatkan oleh

masyarakat umum. | ‘

Tidak termasuk dalam definisi Aset tetap adalah Aset yang d1kuasa1

untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Dae‘rah seperti bahan_ |

(materials) dan perlengkapan (supplies). f

Termasuk dalam Aset tetap Pernermtah Kota Serang antara lain sebagai

berikut: ; , T

a. Aset tetap yang dimiliki oleh Entitas Pelap{)ran atéu Entitas
Akuntansi namun dimanfaatkan oleh Entitas lainnya, misalnya
instansi pemerintah lainnya, universitas, dan konftraktor; dan

b. hak atas tanah. : |
Tidak termasuk dalam deﬁnisi Aset tetap adalah Aset yang dikuasai
untuk dikonsumsi dalam operasi Pemenntah Daerah seperti bahan
(materials) dan perlengkapan (supplies). -

Aset tetap d1k1a81ﬁkas1kan berdasarkan kesamaan dalam sifat ‘atau

fungsinya dalam akt1v1tas‘ operasi Entitas. Klas_lﬁkas‘,l Aset tetap antara

lain sebagai berikut: '

tanah;

peralatan dan mesin;

gedung dan bangunan;

‘jalan, ii'igasi, dan jaringan;

Aset tetap lainnya; dan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). |

Penggolongan dan kodefikasi untuk Aset tetap yang dimiliki oleh

e oo TP

Pemerintah Kota Serang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi
Barang Milik Daerah. : | 4
Tanah yang dimaksud sebaga1 Aset tetap adalah tanah yang d1peroleh
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasmnal Pemerintah
-Daerah dan dalam kondisi siap d1paka1 . i
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang
d1peroleh dengan maksud untuk dlpakaJ dalam keglatan operasmnal
pemenntah dan dalam kondisi 81ap d1paka1 =
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- Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor,'
- alat elektromk inventaris kantor, dan peralatan lalnnya yang n11a1nya
signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan
dalam kondisi siap pakai. ‘ : t

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, 1r1ga31,‘ dan Jarlngan yang
‘dlbangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/ aFau dikuasai oleh
pemerintah dan dalam kondisi siap  dipakai. Walaupun tidak ada
definisi yang un1versa1 dlgunakan, Aset ini blasanya mempunyai
karakteristik sebagai berikut: - S |
a. merupakan bagian dari satu sistem atau Janngan;" :
b. sifatnya khusus dan tidak ada alternatlf lam penggunaannya,
c. tidak dapat d1p1ndah plndahkan, dan

d. terdapat batasan- batasan untuk pelepasannya

Aset tetap lainnya mencakup Aset tetap y}ang tidak dapat
dlkelompokkan ke dalam kelompok Aset tetap di atas, yang dlperoleh ‘
dan dimanfaatkan ‘untuk keglatan operas1ona1 pemenntah dan dalam

kondisi siap dipakai. R S e
'Konstruk31 dalam penger_]aan mencakup Aset tetap yang sedang dalam.
proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum

selesai seluruhnya.’ Konstruks1 dalam pengerjaan mencakup tanah,

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan _]alan, 1r1gas1 dan jaringan,
“dan Aset tetap lainnya, vyang proses. perol(e\hannya dan/atau
‘pembangunannya membutuhkan suatu périodé vtlaktu tei‘ténfu dan
~ belum selesai. B SR |
Aset tetap yang tidak dlgunakan untuk keperluan operas1ona1
pemerintah tidak memenuh1 definisi Aset tetap dan} harus dlsajlkan di

- pos Aset lamnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Konstruksi dalam pengeljaan mencakup Aset tetap yang sedang dalam
~ proses pembangunan ‘yang pada akhir periode (tanggal Neraca) belum
" selesa1 d1bangun/ diperoleh seluruhnya. Konstruks1 dalam pengerjaan
mencakup tanah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan Jalan, .
irigasi dan jaringan, dan Aset tetap lamnya yang proses perolehannya
dan/atau pembangunannya ‘membutuhkan suatu periode waktu _
tertentu dan belum selesai.- Perolehan me1a1u1 kontrak konstruksi pada
umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu

perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode Akuntans1

Perolehan il
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Perolehan Aset dai::at dilakukan dengan membanguri sendiri. (swakelola) ‘

~atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruks1 Konstruksi dalam

pengerjaan ini apabila- telah selesai dlbangun dan sudah

diserahterimakan, yang didukung dengan bukti Berita Acara

A . ;
Penyelesaian Pekerjaan, akan direklasifikasi/dicatat ke akun Aset tetap

|

yang definitif sesuai dengan jenis Asetnya Apabila sebaglan Aset yang

sedang dibangun telah selesai, dan bagian Aset tersebut telah

digunakan, maka baglan Aset yang telah dlgunakan tersebut masih

tetap dicatat sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan. |

l
1
1}
I
3

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah Aset

yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam

hal rancangan, teknolog1, fung31 atau tujuan, dan penggunaan utama.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- a.

‘kontrak untuk perolehan atau konstruksi Aset;

kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungaP langsung dehgan

perencanaan konstruk81 Aset, seperti _]asa ars1tektur

kontrak untuk . perolehan Jasa yang berhubungan langsung

~ pengawasan konstruksi Aset yang meliputi manajemen konstruks1

dan value engineering; dan 1
kontrak untuk membongkar' atau me‘re'storasi Aset dan restorasi
lingkungan. e

- Ketentuan- ketentuan dalam kebl_]akan ini diterapkan secara terplsah »

untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam | keadaan tertentu,

adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen‘

kontrak konstruksi tunggal y'ang dapat diidentifikasi secara terpisah

atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar
mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruk31 atau kelompok‘
kontrak konstruksi. o o , ~ !

Jika suatu kontrak konstruks1 mencakup se_]umlah Aset konstruk81
dari setiap Aset d1per1akukan sebaga1 suatu kontrak konstruks1 yang

terpisah apabila semua syarat di bawah i 1n1 terpenuhl

a.
b.-

- proposal terpisah telah diajukan untuk setiap Aset

setiap Aset telah dmegos1a31kan secara . terp1sah dan kontraktor
serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak -
yang berhubungan dengan masing-masing Aset tqrse_but, dan
biaya masing-masing Aset dapat diidentifikasikan.




- a. berita acara serah tenma
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Suatu kontrak dapat berisi klausul yang mcmungkinkan konstruksi
~ Aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah
'sehlngga konstruksi Aset’ ‘tambahan dapat d1masukkan ke dalam
kontrak tersebut Konstruks1 tambahan d1per1akukan sebaga1 suatu
‘kontrak konstruksi terpisah jika:
a. Aset tambahan tersebut berbeda secara s1gn1ﬁkan dalam rancangan,
X teknologl, atau fung31 dengan ‘Aset yang tercakup dalam kontrak

; semula; atau : S S o
b. harga Aset tambahan tersebut dltetapkan tanpa memperhatlkan'
harga kontrak semula. ‘, ' '

. Pengakuan‘ 7 : : :
Aset secara umum diakui sebagai Aset tetap jika ‘mémenuhki kriteria
sebagai berikut: :

a. berwujud;

b. mempunyai masa manfaat lebih dar1 12 (dua belas) bulan,

c. blaya perolehan Aset dapat diukur secara andal; | e
d. tidak dlmaksudkan untuk dljual dalam operasi normal Ent1tas, :

e. dlperoleh atau dibangun dengan maksud untuk dlgunakan

f. merupakan obJek pemehharaan atau memerlukan blaya/ ongkos

untuk dipelihara; dan V ‘ l , .

‘g, nilai ruplah pembelian barang ber31fat material atau pengeluaran'
~untuk pembelian ba_rang tersebut memenuh1 batasan m1n1ma1

kapitalisasi Aset. tetap yang telah ditetapkan. I ‘ : -
k, Dalam menentukan apakah suatu Aset tetap mempunya1 manfaat leb1h~
dari 12 (dua belas) bulan, suatu Entitas harus men11a1 manfaat ekonom1 |
masa depan yang dapat d1ber1kan oleh Aset tetap tersebut baik
\langsung - maupun tidak langsung, bagi keglatan operasional
pemerlntah Manfaat tersebut dapat berupa ahran pendapatan atau
 penghematan Belanja bagl pemenntah Manfaat ekonom1 masa depan'
akan mengalir ke suatu Entitas dapat dipastikan b11a Entitas tersebut
.akan menerima manfaat dan menerima risiko terkalt Sebelum hal ini
| terjadi, perolehan Aset tidak dapat diakui.
- Aset tetap hasil pelimpahan/hibah dalam bentuk barang d1aku1 dengan
; d1penuh1nya kriteria sebaga1 benkut .
" dokumen kepemilikan; _
~ fisik barangnya ada; S
‘kondisinya layak pakai; dan -

o oo o

memiliki nilai perolehan yang wajar.

Apabila .....
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Apabila tidak memiliki kriteria di atas maka disajikan sebagai Asef
| 1a1nnya dengan tidak memperhitungkan penyusutan dan d1ungkapkan
secara memadai dalam CaLK.
Pengakuan Aset tetap akan andal b11a Aset tetap telah dltenma atau
diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya
.berplndah ' : : : ;

Saat pengakuan Aset akan dapat diandalkan apablla terdapat bukti
bahwa telah terjadi perpmdahan hak kepemlhkan dan/atau
penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat Etanah dan bukti

kepemilikan kendaraan bermotor. f
Apabila perolehan Aset tetap belum didukung defngan bukti secai'a\
hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang
diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan
proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemlhkannya di instansi
berwenang, maka Aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat
bukti bahwa penguasaan atas Aset tetap tersebu}: telah berpindah,
misalnya telah terjadi pembayaran dan penguaséan atas sertifikat
tanah atas nama pemilik sebelumnya. - . ’{ .
Tujuan utama dari perolehan Aset tetap adalah unéuk diglinakan oleh
Pemerintah Daerah dalam mendukung kegiatan operasmnalnya dan -
bukan dimaksudkan untuk dljual/ dihibahkan kepada masyarakat.
Dengan demlklan, pengadaan Aset tetap yang tujuannya sejak awal
untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat tidak ‘dlcatat/ dilaporkan
sebaga1 Aset tetap, tetapi sebagai persediaan apab11a sampai akhir
tahun Aset tersebut masih belum diserahkan | | ' kepada pembeli/ |
penerima hibah. Disamping itu, pengadaan Aset tetap yang tujuan
awalnya untuk dijual/ dihibahkan kepada masyaral;:at dianggarkan di
~ dalam anggaran barang dan jasa, bukan di dalam: anggaran Belanja
modal. Pengakuan atas Aset tetap berdasarkan jenis transaksinya;
antara lain penambahan, pengembangan, dan pengurangan.
Penambahan adalah peningkatan nilai Aset tetapj yang disebabkan
pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan
dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga pérblehan Aset tetap
tersebut. Pengembangan adalah peningkatan nilai Aset tetap karena
peningkatan manfaat yang berakibat pada dura81 masa manfaat,
peningkatan efisiensi, dan penurunan b1aya pengoperasian.
Pengurangan adalah penurunén hilaj Aset tietap dikarenakan
berkurangnya kuantitas Aset tetap tersebut. -
o ' Berkaitan .....
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Berkaitan dengan Belanja modal konstruksi yang penyelesaian
pekerjaan fisiknya sudah mencapai 100% (seratus pérSen) berdasarkan
Berita acara serah terima fisik pekerjaan 100% (seratus persen),
sedangkan realisasi pembayarannya baru mencapa1 95% (sembilan
puluh lima persen) sampai akhir tahun bexjalan, dlsebabkan retensi
sebesar 5% (lima persen) terkait pemehharaan perlodenya berakhir
| pada tahun anggaran berlkutnya Dalam hal ini pengakuan Aset tetap

dilakukan seluruhnya sesuai dengan nilai kontt"ak konstruksmya;

|
sedangkan untuk retensi sebesar 5% (lima persen) akan dicatat sebagai

utang dan dianggarkan sesuai BelanJa modal av&;alnya pada tahun

'anggaran berikutnya. , ;

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai ‘

pengerjaan jika: ‘

a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomif masa yang akan
datang berkaitan dengan Aset tersebut akan dipetoleh;

b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal, dan

c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. |

Konstruksi dalam pengerjaan biasanya merupakan Aset yang

dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau

dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka Iganjang dan oleh'

karenanya diklasifikasikan dalam Aset tetap. .

Konstruksi dalam penger_]aan dipindahkan ke pos Aset tetap yang ‘

bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi: i

a. konstruksi secara substansi telah selesai dlker_]akan dan

b. dapat memberikan manfaat/ jasa sesuai dengan tu_]uan perolehan

Kegiatan konsultan perencanaan dan Detail EngzneLarmg Design (DED)

untuk kegiatan konstruksi merupakan bagian dar1 Aset konstruksi

dalam pengerjaan dari Aset tetap yang bersangkutan sehingga belum

diperhitungkan Beban penyusutannya. ,

Sedangkan pada saat Aset konstruksi dalam penger_]aan tersebut

dinyatakan selesal 100% (seratus persen) dan telah dikapitalisasi ke

~dalam jenis Aset tetap maka DED yang bersangkutan melekat dan

" menambah biaya perolehan Aset tetap dimaksud sebesar nilai DED.

- Terdapat kemungkinan pelaksanaan konsultan perencanaan pekeljaan

konstruksi ataupun DED untuk keglatan konstruksi telah diselesaikan

pada tahun Dberjalan, sedangkan pelaksanaan  konstruksinya

direncanakan pada tahun-tahun berikutnya. Untuk biaya konsultan

perencanaan ' pekerjaan konstruksi ataupun DEI? ‘untuk kegiatan

konstruksi yang telah dibuat tersebut dicatat sebagai Aset lainnya.

‘ Pencatatan .....

konstruk31 dalam -



. Pengukuran
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Pencatatan dalam Aset lainnya dilakukan sampai biatas waktu 3 (tiga)
tahun dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksinjrza; terhitung mulai
tahun berikutnya. Apabila pelaksanaan pékexjaaﬁ konstruksi tidak,
dilakukan sampai’ batas waktu tersebut |atau dibatalkan
pelaksanaahnya antara lain adanya penetapan perubahan lokasi
pembangﬁnan ~sebelum . batas waktu tersebut, maka dilakukan
penghapusari nilai konsultan perencanaan konstruksi atau DED untuk
kegiatan konstruksi dari akun Aset lainnya. '
Dalam beberapa kasus, suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

dapat saja dihentikan pembangunannya oleh kareng ketidaktersediaan
~ dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lajnnya. Penghentian
KDP dapat berupa penghentian sementara dan penéhentiari permanen;
Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannyalg untuk sementara
waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan di:Néraca dan kejadian
ini diungkapkan secara memadai di dalam CaLK Namun, apabila
pembangunan KDP diniatkan untuk d1hent1kan pembangunannya
secara permanen karena diperkirakan tidak membeq manfaat ekonomik
di masa - depan  ataupun oleh sebab ‘le{in yang dapat

_ o] -
dipertanggungjawabkan, maka saldo KDP tersebut harus dieliminasi

dari Neraca dan kejadian ini diungkapkan secara merpadai dalam CaLK; .
Pengadaan Aset tetap atau pemeliharaan yang harus dikapitalisasi
- kedalam Aset tetap yang melekat pada Aset tetap milik Entitas lain,
‘maka pengadaan/ pemehharaan tersebut diakui _sebaga1 Aset tetap

dalam renovasi.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila pen11a1an Aset tetap
' 'dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai
Aset tetap didasarkan pada nilai_ wajar pada saat perci)lehan.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila 'fcerdapat transaksi
pertukaran  dengan  bukti -pembe)lian ' Asét tetap yang
mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu Aset yang
dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat

diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal =~

dengan Entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga ker_]a dan
biaya 1a1n yang digunakan dalam proses produk31
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Biaya perolehan suatu Aset tetap terdiri dari harga belinya atau biaya
~ konstruksinya, termasuk bea impor dan seﬁap i)iaya yang dapat
diatribusikan secara langsung dalam membawa  Aset tersebut ke
kondisi yang membuat Aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan
yang dimaksudkan. Biaya perolehan Aset tetap yang dibangun dengan
cara swakelola meliputi biaya langs;.mg untuk tenaga kerja, bahan
‘baku, dan biaya tidak langsung termasuk biayagi perencanaan dan
pengawasan, perlehgkapan, tenaga listrik, sewa perélatan, dan semua
biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset tetap
tersebut. | | i

Berikut ini biaya perolehan berdasarkan jenis Aset tetap:

Tanah ‘ a. harga pembelian/ pembebasan tanah;
' b. biaya yang dikeluarkan dalam rangka
memperoleh hak;
c. biaya pematangan;
d. biaya pe;ngukuran;'
e.. biaya sertifikat; dan
- | f. biaya notaris.
Peralatan dan Mesin a. harga pembelian;
' 'b. biaya pengangkutan;
C. ‘blaya instalasi; dan ,
d. biaya langsung 1a1nnya sampa1 siap
o digunakan. S
Gedung dan Bangunan | a. harga pembelian/ biaya konstruksi;
b. biaya pengurusan 1z1n mendlrlkan
bangunan,;
c. biaya notaris; dan
d. blaya langsung lamnya sampai Siap |
: digunakan.
Jalan, Irigasi, dan a. harga pembelian/ biaya konstruksi;
Jaringan b. biaya konstruksi; dan |
c. biaya langsung lamnya sampai siap
digunakan. ‘
Aset Tetap lainnya | a. harga pembelian; dan
' o b. biaya langsung 1a1nnya sampai siap
digunakan.

Sebuah Aset berwujud untuk dapat dikategorikan sebagai Aset tetap
harus memiliki nilai lebih besar dari batas minimal kapxtahsam
‘(capitalization threshold). Batas minimal kapitélisasi Aset tetap ‘
ditetapkan sebagai berikut: | ' o
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Lo Jumlah Harga Per
No Uraian Unit (Rp)
1.3.01. Tanah Tidak ada batasan
1.3.02. Peralatan dan Mesin, terdiri atas:’ o 8
1.3.02.01. Alat Besar
1.3.02.01.01 Alat Besar Darat > 10,000.000
1.3.02.01.02 Alat Besar Apung > 10.000.000
1.3.02.01.03 Alat Bantu > 10.000.000
1.3.02.02. Alat Angkutan :
1.3.02.02.01. Alat Angkutan Darat Bermotor > 5.000.000
1.3.02.02.02. Alat Angkutan Darat Tak Bermotor >5.000.000
1.3.02.02.03. Alat Angkutan Apung Bermotor > 5.000.000
1.3.02.02.04. Alat Angkutan Apung Tak Bermotor > 5.000.000
1.3.02.02.05. Alat Angkutan Bermotor Udara > 5.000.000
1.3.02.03. Alat Bengkel dan Alat Ukur
1.3.02.03.01 Alat Bengkel Bermesin > 500.000
1.3.02.03.02 _| Alat Bengkel Tak Bermesin > 500.000
1.3.02.03.03 Alat Ukur > 500.000 -
1.3.02.04. Alat Pertanian
1.3.02.04.01 Alat Pengolahan > 1.000.000 -
1.3.02.05. Alat Kantor dan Rumah Tangga ‘ o
1.3.02.05.01. Alat Kantor - > 1.000.000
1.3.02.05.02. Alat Rumah Tangga : ‘ > 500.000
1.3.02.05.03. Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat > 500.000 -
1.3.02.06. Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar ‘
1.3.02.06.01. Alat Studio > 1.000.000
1.3.02.06.02. Alat Komunikasi > 1.000.000
1.3.02.06.03. Peralatan Pemancar > 1.000.000
1.3.02.06.04. Peralatan Komunikasi Navigasi > 1.000.000
1.3.02.07. Alat Kedokteran dan Kesehatan
1.3.02.07.01 Alat Kedokteran > 1.000.000
1.3.02.07.02 Alat Kesehatan Umum > 1.000.000
1.3.02.08. Alat Laboratorium ;
1.3.02.08.01. Unit Alat Laboratorium : > 1.000.000
1.3.02.08.02. Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir > 1.000.000-
1.3.02.08.03. Alat Peraga Praktek Sekolah > 1.000.000
1.3.02.08.04. Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ > 1.000.000
1 Elektronika .
1.3.02.08.05. Alat Proteksi Radiasi/Proteksi > 1.000.000
: ‘ Lingkungan . ‘ ‘
1.3.02.08.06. Radiation Application and Non Destructive > 1.000.000
: : | Testing Laboratory ' : ‘ :
1.3.02.08.07. Alat Laboratorium Lingkungan Hidup > 1.000.000
1.3.02.08.08. Peralatan Laboratorium Hydrodinamica > 1.000.000
1.3.02.08.09. Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi > 1.000.000
dan Instrumentasi S
1.3.02.09. Alat Persenjataan

1.3.02.09.01. .....
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1.3.02.09.01. Senjata Api >1.000.000
1.3.02.09.02. Persenjataan Non Senjata Api > 1.000.000
1.3.02.09.03. Senjata Sinar | > 1.000.000
1.3.02.09.04. Alat Khusus Kepolisian > 1.000.000
1.3.02.10. Komputer
1 1.3.02.10.01. Komputer Unit . >1.000.000

1.3.02.10.02. Peralatan Komputer > 1.000.000
1.3.02.11. Alat Eksplorasi

1.3.02.11.01. . Alat Eksplorasi Topografi > 1.000.000
1.3.02.11.02. Alat Eksplorasi Geofisika > 1.000.000
1.3.02.12. Alat Pengeboran

1.3.02.12.01. Alat Pengeboran Mesin " >1.000.000
1.3.02.12.02. Alat Pengeboran Non Mesin , > 1.000.000
1.3.02.13. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian R
1.3.02.13.01. Sumur > 1.000.000
1.3.02,13.02. Produksi ->1.000.000
1.3.02.13.03. Pengolahan dan Pemurnian > 1.000.000
1.3.02.14. Alat Bantu Eksplorasi

1.3.02.14.01. Alat Bantu Eksplorasi . > 1.000.000
1,3.02.14.02. Alat Bantu Produksi > 1.000.000
1.3.02.15. Alat Keselamatan Kerja

1.3.02.15.01. Alat Deteksi > 1.000.000
1.3.02.15.02. Alat Pelindung >1.000.000
1.3.02.,15.03. Alat SAR . > 1.000.000
1.3.02.15.04. Alat Kerja Penerbangan / > 1.000.000
1.3.02.16. Alat Peraga . ’
'1.3.02.16.01. Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan > 1.000.000
1.3.02.17. Peralatan Proses/Produksi S
1.3.02.17.01. Unit Peralatan Proses/Produksi > 1.000.000
1.3.02.18. Rambu-rambu

1.3.02.18.01. Rambu-rambu Lalu Lintas Darat > 1.000.000
1.3.02.18.02. Rambu-rambu Lalu Lintas Udara - > 1.000.000
1.3.02.18.03. | Rambu-rambu Lalu Lintas Laut > 1.000.000
1.3.02.19. Peralatan Olahraga

1.3.02.19.01. Peralatan Olahraga . >.1.500.000

1 1.3.03. Bangunan dan Gedung, terdiri dari: '

1.3.03.01. Bangunan Gedung

'1.3.03.01.01. Bangunan Gedung Tempat Kerja ' > 50.000.000
1.3.03.01.01. Bangunan Gedung Tempat Tingg > 50.000.000
1.3.03.02. Monumen ‘ ~
1.3.03.02.01 Candi/Tugu Peringatan/Prasasti > 20.000.000
1.3.03.03. Bangunan Menara

1.3.03.03.01. Bangunan Menara Perambuan > 50.000.000
1.3.03.04. Tugu Titik Kontrol/Pasti

1.3.03.04.01. Tugu/Tanda Batas >20.000.000

1.3.04. .....
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Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri dari:

1.3.04.
1.3.04.01. Jalan dan Jembatan : 3
1.3.04.01.01. Jalan Tidak ada batasan:
-1.3.04.01.02. Jembatan Tidak ada batasan
1.3.04.02. Bangunan Air
1.3.04.02.01. Bangunan Air Irigasi Tidak ada batasan
1.3.04.02.02. Bangunan Pengairan Pasang Surut Tidak ada batasan
1.3.04.02.03. Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Tidak ada batasan
1.3.04.02.04. Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai dan'| Tidak ada batasan
. Penanggulangan Bencana Alam
1.3.04.02.05. Bangunan Pengembangan Sumber Air dan | Tidak ada batasan
L Air Tanah '
1.3.04.02.06. Bangunan Air Bersih/Air Baku Tidak ada batasan
1.3.04.02.07. ‘Bangunan Air Kotor Tidak ada batasan
1.3.04.03. Instalasi ‘ »
1.3.04.03.01. Instalasi Air Bersih/Air Baku Tidak ada batasan
1.3.04.03.02. | Instalasi Air Kotor - Tidak ada batasan
1.3.04.03.03. Instalasi Pengolahan Sampah : Tidak ada batasan
1.3.04.03.04. Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Tidak ada batasan
1.3.04.03.05. Instalasi Pembangkit Listrik Tidak ada batasan
1.3.04.03.06. Instalasi Gardu Listrik Tidak ada batasan
1.3.04.03.07. Instalasi Pertahanan Tidak ada batasan
1.3.04.03.08. Instalasi Gas Tidak ada batasan
1.3.04.03.09. Instalasi Pengaman Tidak ada batasan
1.3.04.03.10. Instalasi Lain Tidak ada batasan
1.3.04.04. . Jaringan :
1.3.04.04.01. .| Jaringan Air Minum Tidak ada batasan
1.3.04.04.02. Jaringan Listrik Tidak ada batasan
1.3.04.04.03. Jaringan Telepon . Tidak ada batasan
1.3.04.04.04. Jaringan Gas - Tidak ada batasan
1.3.05. Aset Tetap Lainnya, terdiri dari:
1.3.05.01. Bahan Perpustakaan
1.3.05.01.01. Bahan Perpustakaan Tercetak Tidak ada batasan
1.3.05.01.02. Bahan Perpustakaan Terekan dan Bentuk > 100.000
: Mikro ‘ .
1.3.05.01.03. Kartografi, Naskah dan Lukisan > 100.000
1.3.05.01.04. Musik > 100.000
1.3.05.01.05. Karya Grafika (Graphic Material) > 100.000"
1.3.05.01.06. Three Dimensional Artefacs and Realita > 100.000
1.3.05.01.07. Tarscalt > 100.000
1.3.05.02. Barang Bercorak
.Kesenian /Kebudayaan/ Olahraga
1.3.05.02.01. Barang Bercorak Kesenian > 100.000
~1.3.05.02.02. Alat Bercorak Kebudayaan > 1.500.000
1.3.05.02.03. Tanda Penghargaan > 1.500.000
1.3.05.03. ‘Hewan ' :
1.3.05.03.01. Hewan Piaraan > 1.000.000
1.3.05.03.02. Ternak > 1.000.000.
1.3.05.03.03. Hewan Lainnya > 1.000.000
1.3.05.04. Biota Perairan
1.3.05.04.01. Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip) ! > 1.000.000
1.3.05.04.02. Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting dan . >1.000.000
: sebangsanya)
1.3.05.04.03. Molusca (Kerang, Tiram, Cumi-cumi dan ~ >1.000.000
sebangsanya) : '
1.3.05.04.04. Coelenterata (Ubur-ubur, dan sebangsanya) ->1.000.000
1.3.05.04.05. Echinodermata (Tripang, Bulu Babi dan "> 1.000.000
sebangsanya)
1.3.05.04.06. - Amphibia (Kodok dan seba.ngsanya) > 1.000.000
1.3.05.04.07. Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-kura dan. >-1.000.000
sebangsanya)
Mammallia (Paus, Lumba—lumba dan

1.3.05.04.08.

sebangsanya)

> 1.000.000
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1.3.05.04.09 Algae (rumput laut, dan tumbuh-tumbuhan .2 1.000.000
' lainnya) ' ‘

1.3.05.04.10. Biota Perairan lainnya > 1.000.000 -
1.3.05.05. Tanaman ‘ o
1.3.05.05.01. Tanaman > 500.000

{ 1.3.05.06. Barang Koleksi-Non Budaya , '
1.3.05.06.01. Barang Koleksi Non Budaya > 1.000.000
1.3.05.07. Aset Tetap Dalam Renovasi ~
1.3.05.07.01. ‘Aset Tetap dalam Renovasi > 1.000.000
1.3.06. Konstruksi Dalam Pengerjaan, terdiri dari: ' ]
1.3.06.01. Konstruksi Dalam Pengerjaan .
1.3.06.01.01. '| Konstruksi dalam Pengerjaan > 25.000.000
1.5.03. Aset Tidak Berwujud (ATB)
1.5.03.03. Aset Tidak Berwujud (ATB) > 50.000.000

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batas minimal kapitalisasi Aset
tetap di atas, 'diperlakukan sebagai Beban keguali pengeiuaran untuk
tanah, dan dicatat sebagai barang milik daerah serta diungkapkan
dalam CaLK. | | |
Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai
suatu Aset dan dikelompokkan sebagai Aset'tetap, pada aWalnya harus
diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila Aset tetap d1peroleh dengan
, tanpa n1la1, biaya Aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat (
Aset tersebut diperoleh.

Suatu Aset tetap mungkin d1ter1ma Pemerintah Daerah sebaga1 hadlah
“atau donasi. ‘Sebagal contoh, ‘tanah mungkln dihadiahkan ke
Pemerintah ,Daérah oleh pengembang (developer) dengan f!anpa‘ nilai
yang memungkinkan Pemerintah Daerah untuk .membangun tempat
parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu Aset juga
| mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimpleméntasi_an wewenang
yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan
peraturan yang ada, Pemerintah Daerah melakukan penyitaan atas
| sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai
témpat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas Aset tetap yang
diperoleh harus dinilai befdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.
Biaya perolehan suatu Aset tetap terdiri dari harga belinya atau biaya
konstruksinya, termasuk bea impor dan éetiap biaya yang dapat
diatribusikan .secara langsung dalam membawa Aset tersebut ke |
kondisi yang membuat Aset tersebut dapat bekelja untuk penggunaan>
yang dimaksudkan. Biaya perolehan Aset tetap terdiri dari:

a. harga pembel;an, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah

dikurangi dengan diskon dan rabat; dan
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b. seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/
_ diatribusikan dengah Aset tetap dan membawa Aset tetap tersebut
ke kondisi yang membuat Aset tersebut dapat bekexja untuk v
penggunaan yang dimaksudkan. ‘ ‘
Demikian juga pengeluaran untuk Belanja jasa yang terkait dengan
perolehan Aset tetap. Hal ini rhéiiputi biaya konsultan perencana,
konsultan pengawas, harus ditambahkan pada nilai  perolehan.
Meskipun demikian, tentu saja harus diperhatikan nilai- kewajaran dan
kepatutan dari biaya-biajra lain di luar harga beli Aset tetap tersebut.
Biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/ diatribusikan untuk
Aset tetap, peralatan dan niesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan
dan irigasi serta Aset tetap lainnya adalah seluruh blaya yang'
dianggarkan pada BelanJa modal sebagai berikut:
a. biaya persiapan tempat
b. biaya pengiriman awal (initial delwery) dan blaya 31mpan dan

bongkar muat (handling cost};

c. biaya pemasangan (installation cost);

d. biaya konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan;

e. biaya konstruk31 |

f.  biaya pengujlan Aset tetap untuk menguji apakah Aset telah

berfungs1 dengan benar (testing cost); dan
g. biaya kepanitiaan, yaitu honorarium pejabat pembuat komltmen
~ panitia/ pejabat pengadaan barang/ jasa - dan __panitia/ pejabat
" penerima hasil pengadaan. ‘
Tanah diakui pertama kali sebesar b1aya perolehan. Biaya perolehan
tanah mencakup: ' :
a. harga pembelian atau blaya pembebasan tanah;
. biaya yang d1ke1uarkan dalam rangka memperoleh hak (sert1ﬁkas1),
biaya pematangan; ' ‘
biaya pengukuran, penimbunan; dan

® a0 o

biaya 1a1nnya yang - dikeluarkan maupun yang ma31h harus‘
dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Nilai tanah j'uga'melipuﬁ nilai bangunan tua yang terletak pada tanah
yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk‘
dimusnahkan. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh
vpan1t1a pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah
adalah honorarium panitia pengadaan/pembebasan tanah.
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Biaya perolehari peralatan dan ‘mesin ménggambarkan jumlah
pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk
memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini
antara lain meliputi harga pembelian, biayé pengangkutan, biaya
instalasi, serta - biaya Iangsung‘ lainnya untuk memperoleh dan
‘mempersiapkan sampai pera.latén dan mesin tersebut siap diguhakan.
Biaya perolehan gedung dan bangunanmenggambarkan seluruh biaya
yvang dikeluarkan dan yang .masih harus dikeluarkan untuk
memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara
lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruk31, termasuk b1aya
notaris dan pajak. o
Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh
_biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk
menﬁpei‘oleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini
- meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya—biéya lain
' yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap paka1
Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui

~ kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, |
" . jasa konsultan, blaya pengosongan pajak, kontrak konstruk81, dan
pembongkaran

'Blaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dlbangun secara
swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung yaitu mehputl' |
. biaya bahan béku tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan
dan pengawasan, biaya perlzlnan biaya pengosongan pajak dan
pembongkaran .
Biaya perolehan Aset tetap lainnya menggambarkan seluruh b1aya yang
dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh Aset
tersebut sampai' siap pakai. Biaya administrasi dan biaya nur'num
lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya Aset tetap sepanjang
blaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada blaya
perolehan Aset tetap atau membawa Aset tetap ke kOHdlSl kerjanya.
Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa |
‘tidak merupakan bagian biaya suatu Aset tetap kecuali biaya tersebut
i)erlu untuk membawa Aset tetap ke kondisi kerjanya.

Contoh biaya-biaya yang tidak dapat diatribusikan secara langsung
adalah sebagai berikut: '
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~N

a. biaya honorarium Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan (PPTK),
honorarium PA/KPA “(tidak bertindak sebagai Pejabat Pembuat
Komitmen), honorarium pengurus dan penyimpan barang;
biaya alat tulis kantor; |
biaya uang lembur; |

biaya cetak dan penggandaan;
biaya perjalanan dinas; dan

SN

biaya administrasi dan umum lainnya. ;
Biaya perolehan suatu Aset yang dibangun dengan cara swakelola
ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti. Aset yang dibeli.
Biaya perolehan Aset tetap: yang. dibanguh "dengan cara swakelola
meliputi: k |
a. biaya langsung untuk tenaga kexja dan bahan baku;
" b. biaya tidak langsung termasuk b1aya perencanaan dan pengawasan,
e perléngkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan
c. semua biaya lainnya yang terjadi. berkenaan dengan pembangunan
Aset tetap tersebut. - |
Blaya lain (selain harga beli/ blaya konstruksi) yang d1bayarkan dalam
rangka memperoleh beberapa jenis Aset tetap sekaligus akan
dialokasikan ke jenis-jenis Aset yang diperoleh tersebut berdasarkan
‘perbandlngan harga belinya. Contoh honor pan1t1a pengadaan
barang/PPTK atas pengadaan beberapa jenis item barang secara paket.
Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
Ketika pembelian suatu Aset tetap dilakukan secara kredit dimana
~ jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, biaya perolehan
~ yang diakui adalah setara dengan harga kas yang tertera (harga
| perolehan kas). Perbedaan/selisih antara harga kas dengan total
pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai ‘Beban bunga selama
jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
' Biaya perolehan dari masing-masing Aset tetap yang d1peroleh secara
gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut
berdasarkan perbandingan nilai wajar masing—rhaSing Aset yang
bersangkutan. :
Suatu Aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran
~ sebagian Aset tetap yang tidak serupa atau Aset 1a1nnya Biaya dari pos
 semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar Aset yang diper_olehk yaitu
nilai ekuivalen atas nilai tercatat Aset yang dilepas setelah disesuaikan
dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan Kewajibén lain yang
ditransfer/diserahkan:
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Suatu Aset tétap dapaf diperoleh melalui pertukaran atas suatu Aset
yang serupa yang memiliki manfaat,jrang serupa dan memﬂiki nilai -
wajar yang serupa. SuatLi Aset tetap ‘ juga dapat dilepas dalam
pertukaran dengan kepemilikan Aset yang serupa. Dalam’ keadaan
~ tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam
transaksi ini. Biaya Aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai
- tercatat (carryzng amount) atas Aset yang. dilepas. »

| N11a1 wajar atas Aset yang d1ter1ma tersebut dapat memberikan bukti
adanya suatu pengurangan (zmpazrment) nilai atas Aset yang dllepas:
. Dalam kondisi seperti ini, Aset yang dilepas ‘harus diturun-nilai-
' bﬁkukan (written down) dan nilai setelah diturun nilai bukukan (written
down) tersebut merupakan nilai Aset yang diterima. Contoh dari
pertukaran atas Aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan,
mesm, peralatan khusus, dan kapal terbang ‘Apabila terdapat Aset
lainnya dalam pertukaran, mlsalnya kas atau Kewajiban lainnya, maka
hal ini mengindikasikan bahwa pos yang d1pertukarkan tidak

mempunyai nilai yang sama. |
Aset tetap yang dlperoleh. dari sumbahgan (donasi) harus dicatat
sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan Aset tetap
- didefinisikan sebagai transfer tanpa peréyaratan suatu Aset tetap ke -
suatu Entitas,  misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan
bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah
_ Daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan Aset tetap tersebut
~akan sangat andal bila didukung dengan bukti perplndahan
kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk Aset donasi, apabila penyerahan Aset tetap tersebut

'dlhubungkan dengan Kewajiban Entitas lain kepada Pemerintah
Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun Aset

tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya

kepada Pemerintah Daerah telah dianggap selesai. Perolehan Aset tetap 7
tersebut harus diperlakukan seperti perolehan Aset ‘tetap dengan
pertukaran. ‘ . . |
~Apabila perolehan Aset tetap memenuhi kriteria perolehan Aset donasi,

~ maka perolehan tersebut dapat diakui sebagai pendapatan Pemerintah
Daerah di dalam LO dengan penjelasan pada CaLK..

Aset ....
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Aset tetap diperoleh Pemerintah Daerah dengan maksud untuk
digunakan dalam kegiatan dperasidnal pemerintahan. Aset tetap bagi
Pemerintah Daerah, di satu sisi merupakan)sumber daya ekonomi, di
sisi lain merupakan komitmen, artinya di kemudian hari- Pemerintah -
Daerah wajib memelihara atau merehabilitasi Aset ' tetap yang
bersangkutan. Pengeluaran Belanja untuk Aset tetap setelah
perolehannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Belanja untuk
pémeliharaan dan Belanja untuk peningkatan. , b‘ ,
Belanja untuk pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan
kondisi Aset tetap tersebut sesuai dengan. kondisi normal. Sedangkan
Belanja untuk peningkatan adalah Belanja yang memberi ‘manfaat
ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan
kapasitas, masa manfaat, mutu produk31 atau peningkatan standar
kerja. ’
Pengeluaran yang dlkategorlkan sebagai pemeliharaan = tidak
berpengaruh terhadap nilai Aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran
setelah peroIehah awal suatu Aset tetap yang memperpanjang masa '
manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di
masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu
produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada
nilai tercatat Aset yang bersangkutan apabila jumlahnya memenuhi
batas minimal kapitalisasi.
Pengeluaran setelah perolehan awal Aset tetap peralatan dan mesin
yang nilainya di bawah batas minimal kapitalisasi diperlakukan sebagai
| pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga -tidak menambah nilai
peralatan dan mesin. Pengeluaran setelah perolehan awal Aset tetap
peralatan dan mesin yang nilainya memenuhi batas minimal
kapitalisasi, maka  nilai perbaikannya  diperlakukan sebagai
pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisasi
ke dalam nilai peralatan dan mesin. ;
Pengeluaran setelah perolehan awal Aset ‘tetap gedung dan bangunan
yang nilainya di bawah batas minimal kapitalisasi diperlakukan sebagai |
pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai
‘ gedung dan bangunan Pengeluaran setelah perolehan awal Aset tetap
gedung dan- bangunan yang nilainya memenuhi batas minimal
kapitalisasi, maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai
pengéluarah untuk peningkatan‘ sehingga nilainya akan dikapitalisasi
ke dalam nilai gedung dan bangunan. '

Pengeluarari .....
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Pengeluarah setelah perolehari awal Aset tetap jalan, irigasi dan
jaringan yang berupa pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi
harus dikapitalisasi pada nilai tercatat Aset yang bersangkutan
sedangkan pengeluaran yang berupa pemeliharaan tldak d1kap1tahsas1
- dan dicatat sebagai biaya. .

Pengeluaran setelah perolehan awal Aset tetap yang bersifat rut1n dan
ditujukan agar Aset tetap dapat dioperasikan atau digunakan dalam
. keadaan yang normal dicatat sebagai Belanja pemeliharaan, atau tidak
menambah masa manfaat Aset dan tidak menambah nilai Aset tetap -
yang bersangkutan

Contoh pengeluaran kategori ini antara lain Belan_]a pemehharaan rutin
gedung, pemeliharaan rutin kendaraan. Setelah perolehan, masih
terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan Aset tetap.
Misalnya biaya pemeliharaan (maintenance), penambahan (addltzons),
penggantian (replacement) atau perbaikan (repairs).

~Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk Aset tetap setelah
perolehan, dapat dikategorikan menjadi Belan_]a modal - (capital
expenditures) dan pengeluaran pendapatan (revenue expenditures).
Demikian juga halnya dengan pengeluaran-pengeluaran yang akan
menambah efisiensi, memperpanjang umur Aset atau meningkatkan
kapasitas atau mutu produksi. Contoh mengenai pengeluaran-
pengeluaran yang akan memperpanjang umur Aset atau meningkatkan _
kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbmkan besar— .
besaran. : ;
Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset tetap tersebut
dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang
'memungklnkan penilaian kembali, maka Aset tetap akan disagjikan
dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset tetap dan akun
Ekuitas. ,
Pengeluaran-pengeluaran yang d1kap1ta11sas1 diukur sebesar jumlah
blaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat
atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa
yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu
produksi, atau peningkatan kinerja Aset yang bersangkutan.
Peningkatan yang dapat d1kap1tahsas1 dapat berupa pengembangan dan
penggantian utama. Pengembangan disini - maksudnya adalah
peningkatan Aset tetap karena meningkatnya manfaat Aset tetap
tersebut. Biaya pengembangan ini akan ‘menambah harga perolehan
Aset tetap yang bersangkutan. Sedangkan penggantian utama adalah
memperbaharui bagian Aset tetap, dimana biaya penggantian utama ini -
akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti
dari harga Aset tetap yang semula dan menambahkan biaya
penggantian. '

Penyusutan .....
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Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset tetap

: yahg dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat Aset

yang bersangkutan. | o

Nilai penyusutan untuk masmg-masmg penode diakui sebagai

pengurang nilai tercatat Aset - tetap dalam Neraca dan Beban -

penyusutan dalam laporan operasional. Penyusutan dilakukan

terhadap Aset tetap berupa ‘

 a. peralatan dan mesin;

b. gedung dan bangunan;

c. jalan, irigasi dan jaringan; dan 4

d. Aset tetap lainnya, berupa barang bercorak kesenlan/ kebudayaan/
~olahraga. '

Aset tetap yang direklasifikan ke dalam Aset 1a1nnya berupa Aset

kemitraan dengan pihak. ketlga disusutkan sebagaimana layaknya Aset

tetap. Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

a. tanah;

b. konstruksi dalam pengerjaan;

c. Aset tetap yang dmyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber
yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk

- dilakukan penghapusan; dan '

d. Aset tetap yang rusak berat/usang dan telah diusulkan kepada
pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset tetap dllakukan setiap

“akhir tahun tanpa memperhltungkan adanya nilai residu.

Penghitungan dan pencatatan penyu_sutan Aset tetap dilakukan dalam

satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah

terkecil. - Penghitungan penyusutan Aset tetap dilakukan sejak

diperolehnya Aset tetap sampa1 dengan berakhlrnya masa manfaat Aset

tetap. | ‘

| Beban penyusutan Aset tetap d1h1tung dalam bulan penuh Sebuah

 Aset tetap dapat dlbeh/ dibangun/diperoleh pada tanggal berapa saja

pada bulan yang bersangkutan dan sudah dihitung'satu bulan penuh.

Pencatatan penyusutan Aset tetap dalam 'Nera_ca dilakukan sejak

diperolehnYa Aset tetap sampai dengan Aset tetap tersebut dihapﬁskan.

Jika nilai perolehannya tidak diketahui, maka nilai yang dapat |

disusutkan menggunakan estimasi nilai wajarnya.

Métode ..... 7 |
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vMetode benyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus untuk
" 'semua jenis Aset tetap yang disusutkan. Metode garis lurus merupakah |
suatu metode penyusutan dengan cara membagi nilai Aset tetap yang
R dapat disusutkan dengan masa manfaat Aset tetap yang bersangkutan
‘Formula metode penyusutan garis lurus dapat dlrumuskan sebaga1 ,

berikut:

Penyusutan

Nilai Perolehan

Masa Manfaat

Masa manfaat Aset tetap yang dlsusutkan dapat mengacu kepada tabel

masa manfaat berikut:

- Tabel Masa Manfaat Aset Tetap

No Uraian Penambahan Masa
' Manfaat (Tahun)

1.3.01. Tanah Tidak ada batasan
1.3.02. Peralatan dan Mesin, terdiri atas: '
1.3.02.01. Alat Besar

1.3.02.01.01 [ Alat Besar Darat 10
1.3.02.01.02 | Alat Besar Apung 8
1.3.02.01.03 | Alat Bantu 6
1.3.02.02.. Alat Angkutan ‘
1.3.02.02.01. | Alat Angkutan Darat Bermotor 8

1 1.3.02.02.02. | Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 4

1.3.02.02.03. | Alat Angkutan Apung Bermotor 10
1.3.02.02.04. | Alat Angkutan Apung Tak Bermotor 4
1.3.02.02.0S. | Alat Angkutan Bermotor Udara 20
1.3.02.03. Alat Bengkel dan Alat Ukur

1.3.02.03.01 | Alat Bengkel Bermesin -5
1.3.02.03.02 | Alat Bengkel Tak Bermesin 4
1.3.02.03.03 - | Alat Ukur 4
1.3.02.04. Alat Pertanian

1.3.02.04.01 | Alat Pengolahan 9 .
1.3.02.05. Alat Kantor dan Rumah Tangga. '
1.3.02.05.01. | Alat Kantor ~ 5
1.3.02.05.02. | Alat Rumah Tangga 5
1.3.02.05.03. | Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat S
1.3.02.06. Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

1.3.02.06.01. | Alat Studio ' 4
1.3.02.06.02. | Alat Komunikasi 5
1.3.02.06.03. | Peralatan Pemancar 5
1.3.02.06.04. | Peralatan Komunikasi Navigasi )
1.3.02.07. | Alat Kedokteran dan Kesehatan

1.3.02.07.01 | Alat Kedokteran 4

------
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No Uraian Penambahan Masa
. . Manfaat (Tahun)
1.3.02.07.02 | Alat Kesehatan Umum 5
1.3.02.08. Alat Laboratorium
1.3.02.08.01. | Unit Alat Laboratorium . 5
1.3.02.08.02. | Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15
1.3.02.08.03. | Alat Peraga Praktek Sekolah 4
1.3.02.08.04. | Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ 12
Elektronika
1.3.02.08.05. | Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan 8
1.3.02.08.06. | Radiation Application and Non Destructive 8
Testing Laboratory ‘
1.3.02.08.07. .| Alat Laboratorium Lingkungan Hidup -6
1.3.02.08.08. | Peralatan Laboratorium Hydrodinamica 12
1.3.02.08.09. | Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi 5
dan Instrumentasi
1.3.02.09. Alat Persenjataan
1.3.02.09.01. | Senjata Api 10
1.3.02.09.02. | Persenjataan Non Senjata Api 4
1.3.02.09.03. | Senjata Sinar 5
1.3.02.09.04. | Alat Khusus Kepolisian 5
1.3.02.10. Komputer
1.3.02.10.01. | Komputer Unit 4
1.3.02.10.02. | Peralatan Komputer 4
1.3.02.11. Alat Eksplorasi o
1.3.02.11.01. | Alat Eksplorasi Topografi 4
1.3.02.11.02. | Alat Eksplorasi Geofisika 4
1.3.02.12. 'Alat Pengeboran
1.3.02.12.01. | Alat Pengeboran Mesin 4
1.3.02.12.02. | Alat Pengeboran Non Mesin 4
1.3.02.13. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian
1.3.02.13.01. | Sumur 4
1.3.02.13.02. | Produksi 4
1.3.02.13.03. | Pengolahan dan Pemurnian 4
1.3.02.14. Alat Bantu Eksplorasi -
1 1.3.02.14.01. | Alat Bantu Eksplorasi 4
1.3.02.14.02. | Alat Bantu Produksi 4
1.3.02.15. Alat Keselamatan Kerja - '
1.3.02.15.01. | Alat Deteksi 4
1.3.02.15.02. | Alat Pelindung 4
1.3.02.15.03. | Alat SAR - 4
1.3.02.15.04. | Alat Kerja Penerbangan 4
1.3.02.16. Alat Peraga
1.3.02.16.01. | Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 4
1.3.02.17. Peralatan Proses/Produksi
1.3.02.17.01. | Unit Peralatan Proses/Produksi 4
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No Uraian Penambahan Masa
Manfaat (Tahun)
1.3.02.18. Rambu-Rambu :
1.3.02.18.01. | Rambu-rambu Lalu Lintas Darat 4
1.3.02.18.02. | Rambu-rambu Lalu Lintas Udara X 4
1.3.02.18.03. | Rambu-rambu Lalu Lintas Laut 4
1.3.02.19. Peralatan Olahraga
1.3.02.19.01.' | Peralatan Olahraga 4
1.3.03. Bangunan dan Gedung, terdiri dari:
1.3.03.01.. Bangunan Gedung
1.3.03.01.01. | Bangunan Gedung Tempat Kerja 20
1.3.03.01.01. | Bangunan Gedung Tempat nggal 30
1.3.03.02. . | Monumen .
1.3.03.02.01 | Candi/Tugu Peringatan/Prasasti 30 .
1.3.03.03. Bangunan Menara :
1.3.03.03.01. | Bangunan Menara Perambuan 40
1.3.03.04. Tugu Titik Kontrol/Pasti o
1.3.03.04.01. | Tugu/Tanda Batas - 20
1.3.04. Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri dari:
1.3.04.01. Jalan dan Jembatan
1.3.04.01.01. | Jalan 10
1.3.04.01.02. | Jembatan 40
1.3.04.02. Bangunan Air ,
'1.3.04.02.01. | Bangunan Air Irigasi 40
| 1.3.04.02.02. | Bangunan Pengairan Pasang Surut 30
1.3.04.02.03. | Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder 30
1.3.04.02.04. | Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan 30
Penanggulangan Bencana Alam
1.3.04.02.05. | Bangunan Pengembangan Sumber Air dan - 30
. Air Tanah
1.3.04.02.06. | Bangunan Air Bersih/Air Baku 30
1.3.04.02.07. | Bangunan Air Kotor 20
1.3.04.03. Instalasi '
1.3.04.03.01. | Instalasi Air Bersih/Air Baku 30
1.3.04.03.02. | Instalasi Air Kotor 20
1.3.04.03.03. | Instalasi Pengolahan Sampah 10
1.3.04.03.04. | Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10
1.3.04.03.05. | Instalasi Pembangkit Listrik - 40
1.3.04.03.06. | Instalasi Gardu Listrik’ 30
'1.3.04.03.07. | Instalasi Pertahanan 20
1.3.04.03.08. | Instalasi Gas .20
1.3.04.03.09. | Instalasi Pengaman 10
1.3.04.03.10. | Instalasi Lain 10
1.3.04.04. Jaringan ' v
1.3.04.04.01. | Jaringan Air Minum - - 20
1.3.04.04.02. | Jaringan Listrik " 30
1.3.04.04.03. | Jaringan Telepon 15
1.3.04.04.04. | Jaringan Gas 30
1.3.05. Aset Tetap Lainnya, terdiri dari:
1.3.05.02. Barang Bercorak
Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga
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o : . Penambahan Masa
No ‘ Uraian Manfaat (Tahun)
1.3.05.02.01. | Barang Bercorak Kesenian . 4
1.3.05.02.02. | Alat Bercorak Kebudayaan . : 4
1.3.05.02.03. | Tanda Penghargaan , ‘ : 4
1.3.05.07. Aset Tetap Dalam Renovasi ' Tidak di Susutkan
: ‘ Secara Periodik -

Aset tetap‘yang mengalami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya
. dapat menambah masa manfaat, dapat berpatokan pada tabel berikut:

Tabel Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap

Persentasi Biaya
Overhaul/Renovasi Aset Penambahan

No Uraian. - Jenis Dari Biaya Perolehan Masa Manfaat
Sebelum ‘(Tahun)
, Overhaul/Renovasi* -
Alat Besar
1 | Alat Besar Darat | Overhaul | > 0% s.d 30% 1
' > 30% s.d 45% 3
> 45% s.d 65% 5
2 | Alat Besar Apung . Overhaul > 0% s.d 30% 1
\ | >30%s.d 45% 2
_ > 45% s.d 65% 4
3 | Alat Bantu QOverhaul | > 0% s.d 30% - 1
> 30% s.d 45% 2
> 45% s.d 65% 4
Alat Angkutan _
4 | Alat Angkutan Darat | Overhaul | . > 0% s.d 25% 1
' Bermotor : g : T
> 25% s.d 50% 2
> 50% s.d 75% 3
, > 75% s.d 100% 4
5 | Alat Angkutan Darat | Overhaul | > 0% s.d 25% 0
‘| Tak Bermotor S ”
> 25% s.d 50% 1
> 50% s.d 75% 1
> 75% s.d 100% 1
6 | Alat Angkutan - Overhaul > 0% s.d 25% 2
Apung Bermotor o ‘ Sl ‘
> 25% s.d 50% 3
> 50% s.d 75% 4
>75% s.d 100% - 6
7 | Alat Angkutan Renovasi > 0% s.d 25% 1
Apung Tak Bermotor | - ,
> 25% s.d 50% 1

> 50% s.d 75% , 1
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No

Uraian

- ‘Jenis -

Persentasi Biaya

Overhaul/Renovasi Aset
Dari Biaya Perolehan -

Sebelum
Overhaul/Renovasi*

Penambahan
Maga Manfaat
(Tahun)

> 75% s.d 100%

Alat Angkutan
Bermotor Udara

Overhaul

> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

> 75% s.d 100%

Alat Bengkel dan Alat

Ukur

Alat Bengkel
Bermesin

Overhaul- 7

> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75% .

> 75% s.d . 100%

10

Alat Bengkel Tak
Bermesin

Renovasi

> 0% s.d 25%

OfhJWIN

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

> 75% s.d 100%

11

Alat Ukur

Overhaul

> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

> 75% s.d 100%

WININim == |O

Alat Pertanian

12

Alat Pengolahan

. Querhaul

> 0% s.d 20%

—

>21% s.d 40%

> 51% s.d 75%

(S0 )

Alat Kantor dan Rumah Tangga

13

Alat Kantor

Overhaul

> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

> 75% s.d 100%

14

Alat Rumah Tangga

Overhaul

> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

> 75% s.d 100%

WINI=IO|WIN|=|O

Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-

15

Alat Studio -

Overhaul

> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

> 75% s.d 100%

16

Alat Komunikasi

Overhaul

> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

DN [ s O IN N | =
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* Persentasi Biaya

> 50% s.d 75%

s ; Overhaul/Renovasi Aset | Penambahan |
No - Uraian Jenis Dari Biaya Perolehan . Masa Manfaat -
' Sebelum {Tahun)
QOverhaul/Renovasi* :
> 75% s.d 100% 3
17 | Peralatan Pemancar | Overhaul | > 0% s.d 25% 2
> 25% s.d 50% - 3
> 50% s.d 75% 4
> 75% s.d 100% 5
18 | Peralatan Overhaul | > 0% s.d 25% )
Komunikasi
Navigasi
> 25% s.d 50% )
> 50% s.d 75% 7
> 75% s.d 100% 9
Alat Kedokteran dan Kesehatan
19 | Alat Kedokteran Overhaul > 0% s.d 25% . 0
> 25% s.d 50% 1
> 50% s.d 75% 2
A : > 75% s.d 100% 3
20 | Alat Kesehatan Overhaul > 0% s.d 25% 0
Umum _
| > 25% s.d 50% 1
> 50% s.d 75% 2 -
> 75% s.d 100% 3
Alat Laboratorium ;
.21 | Unit Alat | Overhaul | > 0% s.d 25% 2
Laboratorium '
> 25% s.d 50% 3
> 50% s.d 75% 4
> 75% s.d 100% 4
22 | Unit Alat | Overhaul | > 0% s.d 25% '3
Laboratorium Kimia -
Nuklir
> 25% s.d 50% 5
> 50% s.d 75% 7
R > 75% s.d 100% 8
23 | Alat Laboratorium | Overhaul | > 0% s.d 25% 3
Fisika Nuklir/ :
Elektronika
' > 25% s.d 50% 5
> 50% s.d 75% 7
> 75% s.d 100% 8
24 | Alat Proteksi Overhaul |- > 0% s.d 25% 2 ,
Radiasi/Proteksi
Lingkungan A
> 25% s.d 50% ‘4
5
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Persentasi Biaya A
_ Overhaul/Renovasi Aset Penambahan
No Uraian Jenis Dari Biaya Perolehan Masa Manfaat
: ’ Sebelum (Tahun)
Overhaul/Renovasi*
> 75% s.d 100% 5
25 | Radiation Overhaul | > 0% s.d 25%
Application and Non ’
Destructive Testing
Laboratory
> 25% s.d 50% 4
> 50% s.d 75% 5
> 75% s.d 100% 5
26 | Alat Laboratorium Overhaul | > 0% s.d 25% 1
- | Lingkungan Hidup
| > 25% s.d 50% 2
> 50% s.d 75% 3
> 75% s.d 100% 4
27 | Peralatan Overhaul | > 0% s.d 25% 3
Laboratorium i ‘ '
Hydrodinamica )
> 25% s.d 50% S
> 50% s.d 75% 7
> 75% s.d 100% 8
28 | Alat Laboratorium | Overhaul | > 0% s.d 25% 2
.Standarisasi -
Kalibrasi dan
Instrumentasi
> 25% s.d 50% 4
> 50% s.d 75% 5
o > 75% s.d 100% 5
Alat Persenjataan - , :
29 | Senjata Api -Overhaul > 0% s.d 25% 1
| > 25% s.d 50% 2
> 50% s.d 75% 3
> 75% s.d 100% 4
30 [ Persenjataan Non Renovasi >.0% s.d 25% 0
Senjata Api
> 25% s.d 50% 0
> 50% s.d 75% 1
, > 75% s.d 100% 1
31 | Senjata Sinar Overhaul > 0% s.d 25% 0
> 25% s.d 50% 0
> 50% s.d 75% -0
> 75% s.d 100% 2
32 | Alat Khusus Overhaul > 0% s.d 25% 1
Kepolisian :

> 25% s.d 50% ....
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> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

>,75% s.d 100%

N

Komputer

33

Komputer Unit

Overhaul

> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

> 75% s.d 100%

34

Peralatan Komputer

Overhaul

> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

> 75% s.d 100%

NIN{=[=IN[N ==

Alat Eksplorasi

35

Alat Eksplorasi
Topografi

Overhaul

> 0% s.d 25%

—

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

© >75% s.d 100%

36

Alat Eksplorasi

| Geofisika

Overhaul

> 0% _s.d 25%

NiwiN|iN

> 25% s.d 50%

N

> 50% s.d 75%

> 75% s.d 100%

Alat Pengeboran

37

Alat Pengeboran
Mesin

Overhaul

> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

> 75% s.d 100%

- 38

Alat Pengeboran
Non Mesin

Renovasi

> 0% s.d 25%

TolNwlols

> 25% s.d 50%’

—

-~ >50% s.d 75%

> 75% s.d 100%

N | =

Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian

39

Sumur

Renovasi

> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

> 75% s.d 100%

40

Produksi

Renovasi

> 0% s.d 25%

"> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

> 75% s.d 100%

N~ O|IN|{m=|~=]O
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41 | Pengolahan dan Overhaul | >0%s.d 25% 3
Pemurnian : »
> 25% s.d 50% 5
> 50% s.d 75%
> 75% s.d 100% 8
Alat Bantu Eksplorasi '
42 | Alat Bantu Overhaul > 0% s.d 25% 2
Eksplorasi
- > 25% s.d 50% 4
> 50% s.d 75% 6
> 75% s.d 100% 7
43 | Alat Bantu Produksi | Overhaul > 0% s.d 25% 2
‘ > 25% s.d 50% 4
> 50% s.d 75% 6
, > 75% s.d 100% 7
Alat Keselamatan Kerja o
44 | Alat Deteksi Overhaul > 0% s.d 25% 1
‘ > 25% s.d 50% 2
> 50% s.d 75% 2
> 75% s.d 100% 3
45 | Alat Pelindung Renovasi > 0% s.d 25% 0
> 25% s.d 50% - 0
> 50% s.d 75% 1
: > 75% s.d 100% 2
46 | Alat SAR Renovasi > 0% s.d 25% 0
> 25% s.d 50% 1
> 50% s.d 75% 1
A > 75% s.d 100% 2
47 | Alat Kerja Overhaul | > 0% s.d 25% 2
Penerbangan
> 25% s.d 50% 3
> 50% s.d 75%:
> 75% s.d 100% 6
Alat Peraga
48 | Alat Peraga Overhaul | > 0% s.d 25% - 2
Pelatihan dan
Percontohan
- > 25% s.d 50%
> 50% s.d 75% 5
> 75% s.d 100% 5
Peralatan Proses/Produksi
49 | Unit Peralatan Overhaul > 0% s.d 25% 2
Proses/Produksi

 >25%s.d50%.
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> 25% s.d 50% 3
> 50% s.d 75% 4
> 75% s.d 100% 4
Rambu-Rambu . ‘
50 | Rambu-rambu Lalu | Overhaul | > 0% s.d 25% 1
Lintas Darat ,
>25% s.d 50% 2
> 50% s.d 75% 3
> 75% s.d 100% 4
51 | Rambu-rambu Lalu | Overhaul | > 0% s.d 25% 1 )
Lintas Udara '
> 25% s.d 50% 2
> 50% s.d 75% 3
> 75% s.d 100% 4
52 | Rambu-rambu Lalu | Overhaul > 0% s.d 25% 1
Lintas Laut
> 25% s.d 50% 1
> 50% s.d 75% 2
o > 75% s.d 100% 2
‘Peralatan Olahraga
53 | Peralatan Olahraga | Renovasi | > 0% s.d 25% 1
> 25% s.d 50% 1
> 50% s.d 75% 2
>75% s.d 100% 2
Bangunan Gedung '
54 | Bangunan Gedung Renovasi > 0% s.d 30% S
Tempat Kerja -
| > 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
> 76% s.d 100% 50
55 | Bangunan Gedung | Renovasi | > 0% s.d 30% 5
Tempat Tinggal .
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
Monumen -
56 | Candi/Tugu Renovasi [ > 0% s.d 30% 5
Peringatan /Prasasti '
' . > 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
Bangunan Menara :
57 | Bangunan Menara | Renovasi | > 0% s.d 30% 5
Perambuan :
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
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Tugu Titik Kontrol/Pasti
58 | Tugu/Tanda Batas | Renovasi | > 0% s.d 30% ‘5
: > 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
Jalan dan Jembatan
59 | Jalan Renovasi > 0% s.d 30% 2
| > 30% s.d 60% 5
> 60% s.d 100% 10
60 | Jembatan Renovasi > 0% s.d 30% 5
‘ ' > 30% s.d 45% 10
: > 45% s.d 65% 15
Bangunan Air |
61 | Bangunan Air Irigasi | Renovasi > 0% s.d 5% 2
> 5% s.d 10% 5.
> 10% s.d 20% 10
62 |} Bangunan Renovasi > 0% s.d 5% 2
Pengairan Pasang
Surut o
' >5%s.d 10% 5
> 10% s.d 20% 10
63 | Bangunan Renovasi >0%s.d5% 1
| Pengembangan
Rawa dan Polder
> 5% s.d 10% 3
> 10% s.d 20% 5
64 | Bangunan Renovasi | > 0% s.d 5% 1
Pengaman ' :
Sungai/Pantai dan
Penanggulangan
Bencana Alam
> 5% s.d 10% 2
> 10% s.d 20% 3
65 | Bangunan Renovasi > 0% s.d 5% 1
Pengembangan -
Sumber Air dan Air
Tanah ‘
> 5% s.d 10% 2
> 10% s.d 20% 3
66 | Bangunan Air | Renovasi > 0% s.d 30% S
Bersih/Air Baku ‘ i L
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
67 | Bangunan Air Kotor | Renovasi | > 0% s.d 30% 5
' ' > 30% s.d 45% 10

- >45% s.d 65%
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| >45%s.d 65% 15
Instalasi "
68 | Instalasi Air Bersih/ | Renovasi > 0% s.d 30% 2
Air Baku ‘
> 30% s.d 45% 7
> 45% s.d 65% 10
69 | Instalasi Air Kotor Renovasi > 0% s.d 30% 2
> 30% s.d 45% 7
> 45% s.d 65% 10
70 | Instalasi Pengolahan | Renovasi | > 0% s.d 30% 1
- | Sampah : '
> 30% s.d 45% 3
> 45% s.d 65% 5
71 | Instalasi Pengolahan | Renovasi > 0% s.d 30% 1
Bahan Bangunan
: ' > 30% s.d 45% 3
> 45% s.d 65% 5
72 | Instalasi Renovasi > 0% s.d 30% 5
Pembangkit Listrik
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
73 | Instalasi Gardu Renovasi > 0% s.d 30% 5
Listrik ‘
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
74 | Instalasi Pertahanan | Renovasi | = > 0% s.d 30% .~ 1
‘ > 30% s.d 45% 3
> 45% s.d 65% 5
75 | Instalasi Gas Renovasi > 0% s.d 30% S
‘ > 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
76 | Instalasi Pengaman | Renovasi > 0% s.d 30% 1
> 30% s.d 45% 1
> 45% s.d 65% 3
77 | Instalasi lain Renovasi > 0% s.d 30% 1
| >30% s.d 45% 1
> 45% s.d 65% 3
Jaringan ‘ :
78 | Jaringan Air Minum | Overhaul > 0% s.d 30% 2
> 30% s.d 45% 7
> 45% s.d 65% 10
79 | Jaringan Listrik . QOverhaul > 0% s.d 30% 5
' > 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% - 15
80 | Jaringan Telepon Overhaul | > 0% s.d 30% 2
> 30% s.d 45% 5
> 45% s.d 65% 10
81 | Jaringan Gas Qverhaul > 0% s.d 30% 2

-----
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> 30% s.d 45% v 7
‘ > 45% s.d 65% 10
Barang Bercorak Kesenian . : '
82 | Alat Musik Overhaul > 0% s.d 25% 1
' Modern/Band ' . :
> 25% s.d 50% 1
> 50% s.d 75% 2
v > 75% s.d 100% . - , 2
Aset Tetap dalam ‘ - ‘
Renovasi .
83 | Peralatan dan Mesin .| Overhaul > 0% s.d 100% : ‘ 2
‘dalam Renovasi : ' :
84 | Gedung dan Renovasi > 0% s.d 30% : 5
| Bangunan dalam : ' :
Renovasi
> 30% s.d 45% , 10
, , >45% s.d 65% - 15
85 | Jalan, Irigasi, dan Renovasi/ > 0% s.d 100% 5
Jaringan dalam Overhaul »
Renovasi

l*pevrsentase untuk pemeliharaan yang ke dua kali atau seterusnya akan
'dikalikan dengan perolehan terakhir.

‘Penambahan masa manfaat akibat dari pemeliharaan tidak bisa
- melebihi masa manfaat yang pertama. Misalkan suatu Aset tetap
memiliki masa manfaat 10 (sépuluh) ‘tahun, pada tahun ke 5 (lima)
dilakukan pemehharaan berdasarkan tabel penambahan masa manfaat
'pemehharaan, nilai pemehharaan tersebut dapat menambah masa
manfaat sebanyak 7 (tujuh) tahun. Karena masa manfaat Aset tersebut
‘adalah 10 (sepuluh) tahun walaupun pemeliharaan pada tahun ke 5
(lima) menambah masa manfaat 7 (tujuh) 'tahun tidak dapat
menjadikan masa manfaat setelah pemeliharaan menjadi 12 (dua belas)
tahun namun tetap 10 (sepuluh) tahun sesua1 masa manfaat yang
~pertama. ' T

Untuk menentukan penambahan masa manfaat Aset tetap yang baru
pertama kali dilakukan overhaul/renovasi/restorasi, perhitungan
persentasenya menggunakan nilai perolehan awal (diluar penyusutan),
dengan formula:
Biaya Overhaul/ Renova31 /Restorasi
Nilai Perolehan Awal

x 100 %

Contoh penerapan

- Nilai Perolehan awal Gedung Tempat Kerja Rp2.500.000.000,00
-  Biaya renovasi I (tahun ke-10) : Rp900.000.000,00
‘Maka perhitungan persentase untuk menentukan tambahan masa -
manfaat adalah:

= Rp900.000.000,00/Rp2. 500. OOO OOO 00 x 100% = 36%
Berdasarkan tabel penambahan masa manfaat untuk renovasi
Bangunan gedung tempat kerja: >30% s.d. 45% = 10 tahun.
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Sedangkan untuk menentukan penambahan masa manfaat Aset tetap
'yang dilakukan overhaul/renovasi/ réstorasi untuk yang kedua kalinya |
dan seterusnya perhitungan persentasenya menggunakari nilai
- perolehan akhir, yaitu nilai buku Aset tetap (n11a1 perolehan awal-
akumulasi penyusutan) ditambah dengan biaya overhaul/ renovas1/

restorasi, dengan formula:

ia) R i/Rest i 100%
Biaya Overhaul/Renovasi/Restorasi x 1}(() 0% o
- Nilai Perolehan Awal S
' Biaya Overhaul/Renovasi/Restorasi *
: 'x 100%

- Biaya Perolehan + Biaya Overhaul/Renovasi/Restorasi

Contoh penerapan:’

- Nilai perolehan awal Gedung Tempat Kerja : Rp2 500.000.000, OO

- Biaya Renovasi I (tahun ke-10) 2 Rp900.000.000,00

- Biaya Renovasi II (tahun ke—17)' : Rp1.000.000.000,00

Maka perhimngén perséntase untuk menentukan tambahan masa

manfaat adalah: - "

= ‘, 1.000.000.000

(2.500.000.000 + 900.000.000) + 1.000.000.000)

1.000.000.000

400.000.000 + 1.900.000.000

= 1.000.000.000
5.300.000.000 -

= 1.000.000.000
3.200.000.000

- =18,86%

“x 100%

x 100%

x 100%

x 100%

~ Berdasarkan tabel penambahan masa manfaat untuk renovasi
Bangunan Gedung Tempat Kerja: > 0% s.d 30% = 5 tahun

Penilaian kembali nilai Aset tetap (revaluasi) hanya diizinkan dalam
‘rangka penyusunan Neraca pembukaan (Néraca yang pertama kali
“disusun) dan apabila ada peraturan pemenntah yang mengharuskan
d11akukannya revaluas1 Aset tetap secara nasional. - .
Suatu Aset tetap dieliminasi dari Neraca ketika dllepaskan atau bila
Aset secara permanen dihentikan - penggunaannya dan tidak ada
* manfaat ekonomi di masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan (dlhapus) atau dilepas
 (dijual/ d1h1bahkan) harus dieliminasi dan Neraca dan d1ungkapkan
~dalam CaLK
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Aset tefap yang dihentikan dari pénggunaan aktif Pemerintah Daerah
tidak memenuhi definisi Aset tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset:
lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. . o |
Aset tetap-gedung dan bangunan yang dihapuskan sebagian dari
keseluruhan wujud Aset tetap, mérupakan gedung dan bangunan yang
dibongkar dan akan dibangun kembali. L |
Penghapusan Aset tetap-gedung dan ‘bangunan sebagian, dilakukan
setelah adanya> .permohonan dari pengguna barang kepada kepala
daerah untuk kemudlan dilakukan penaksiran dan: pen11a1an terhadap
nilai bangunan yang akan dihapuskan.
Terhadap penghapusan Aset sebagian yang d1ketahu1 harga
perolehannya baik secara keseluruhan maupun per bagian/per uhit/
per lantai, eliminasi nilai Aset tetap sebagian dilakukan dengan cara
: menyesuaikari hilai perolehan Aset yang dihapuskan terhadap nilai
perolehan awal dengan melalui keputusan kepala - daerah tentang
penghapusan Aset tetap. : , ‘
Terhadap penghapusan Aset sebagian yang t1dak diketahui harga
perolehannya per baglan/ per unit/per lantai, dilakukan dengan cara
menyesuaikan nilai taksiran Aset yang dihapuskan terhadap nilai
perolehan | dengan melalui | keputusan kepala daerah vtentang
penghapusan Aset tetap. . |
Konstruksi dalam penger]aan dicatat sebesar biaya perolehan. Nilai
konstruksi dalam pengerjaan yang dlker]akan secara swakelola diukur
berdasarkan Jumlah uang yang telah dikeluarkan dan tidak
merhperhitungkaﬁ jumlah wuang yang masih diperlukan untuk
menyelesaikan pekerjaan. Nilai- konstruksi‘ yang dikerjakan 'se(;ara
swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung yéng dapat
diatribusikan dengan kegiatan konstruksi.
Contoh biaya langsung konstruksi dengan swakelola antara lain:
a. biaya pekerja lapangan termaéuk penyelia; |
b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
~c. biaya pemmdahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke
lokas1 pelaksanaan konstruksi;
~ d. biaya penyewaan sarana dan peralatan; dan

biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara - langsung
 berhubungan dengan konstruksi. ' |

o Contoh .....
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Contoh biayé tidak langsung yang dapat diatribusikan ke konstruksi

dengan swakelola antara lain: - ‘ :

~a. asuransi, misalnya asuransi kebakaran;

b. ‘biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung
berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan

c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk konstruk31 yang
bersangkutan, seperti biaya 1nspek31

‘Nilai konstruksi yang d1keljakan oleh kontraktor melalui kontrak

konstruksi meliputi: . ;

a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan.

. - dengan tlngkat penyelesaian pekerjaan; ; ‘

b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung
dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum d1bayar pada
tanggal pelaporan; dan : -

c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketlga |
sehubungan dengan pelaksanan kontrak konstruksi. '

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang

timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dari menambah biaya

konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat d11dent1ﬁka31kan dan

~ ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul

':sehubungan dengén pinjarhan yang digunakan untuk membiayai

konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh 7

melebihi Jumlah b1aya bunga yang dibayarkan pada penode yang

bersangkutan. -

_Apabila pinjaman dlgunakan untuk memb1aya1 beberapa _]enls Aset

yang diperoleh dalam suatu periode tertentu biaya pinjaman periode
yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan
' metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

| Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak
- disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya pinjaman
| yang dibayarkan selama masa pémberhentian sementara pembangunan
konstruksi dikapitalisasi. | | I |
Kontrak konstruk31 yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang
penyelesa1annya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis
pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjamén :
Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih
dalam proses pengerjaan. ‘

4. Pengungkapan .....
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4. Pengungkapan
Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masmg—masmg _]ems
Aset tetap sebagai berikut:
a. dasar penilaian yang dlgunakan untuk menentukan nilai tercatat '

(carrying amount); dan ,
b. rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhlr periode yang
menunjukkan: ‘
1) penambahan,
2) pelepasan
3) akumulasi penyusutan dan perubahan n11a1 _]lka ada dan
- 4) mutasi Aset tetap lainnya.
c. informasi penyusutan, meliputi:
1) nilai penyuSutan' '
2) metode penyusutan yang digunakan;
3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang dlgunakan dan ‘
4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan'
" akhir periode. ‘ ;
Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
a. eksistensi dan batasan hak milik atas Aset tetap;
b. Kebijakan Akuntansi untuk kapltahsa81 yang berkaitan dengan Aset
tetap; ‘ : :
. c. jumlah pengeluaran pada pos Aset tetap dalam konstruks1 dan
d. jumlah komitmen untuk akuisisi Aset tetap.
Jika Aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal
‘berikut harus diungkapkan:
a. dasar peraturan untuk menilai kembali Aset tetap;
b. tanggal efektif penilaian kembali; |
c. jika ada, nama penilai 1ndependen S
 d. hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan blaya,
) pengganti; dan _
e. nilai tercatat setiap jenis Aset tetap.
Pada akhir periode Akuntansi Pemerintah Daerah harus
mengungkapkan 1nforma31 mengenai konstruks1 dalam pengerjaan
- sebagai berikut:
a. rincian kontrak konstruksi dalam pengeljaan berikut tlngkat
penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;

nilai kontrak konstruksi dan sumber pemblayaanya,

jumlah biaya yang telah dikeluarkan; |

uang muka kerja yang d1ber1kan, dan

99—9:r

retensi (biaya pemeliharaan). -
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Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi,
misalnya ‘termin pembayaran terakhir yang masih ditahan oleh pemberi
kerja selama masa pemeliharaan.v Jumlah retensi diungkapkan dalam |
CalK. Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman
sumber dana dimaksudkan memberi gambaran Sumber dana dan
penyerapannya sampai tanggal tertentu.
Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis,
kondisi dan lokasi Aset dimaksud. | | :
Penyajian Aset tetap da]am Neraca secara lebih jelas adalah‘ sebagai
berikut: o |
PEMERINTAH KOTA SERANG
| NERACA - .
- Per Tanggal 31 Desember 20X1 dan Desember 20X0

URAIAN REF - | 20X1 20X0
1. ‘ 2 3 4

‘ASET
ASET LANCAR .
INVESTASI JANGKA PANJANG
. ASET TETAP '
Tanah -
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya _
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan
- Jumlah Aset Tetap

N. Dana Cadangan
1. Definisi ‘
Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar sehingga menjadi tidak
proporsional apabila kebutuhan tersebut dipenuhi -hanya melalui
| penerimaan Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran. | '

2. Pengakuan - ‘
Dana cad.éngan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun
anggaran untuk kebutuhan Belanja pada masa déténg; Dana cadangan
dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan
Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BUD.

~ Pembentukan
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Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur
dengan peraturan daerah, sechingga dana cadangan tidak dapat
digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan
biasanya digunakan untuk pembangunan Aset, misalnya rumah sakit,
pasar induk, atau gedung olahraga. . “
Dana cadangan dapat dibentuk untuk 1eb1h dari satu peruntukan.
Apablla terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan ,
dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan
diakui pada saat terjadi pemindahbukuan dari RKUD ke rekening dana
cadangan berdasarkan bukti yang sah, seperti nota kredit rekening -
-koran dan/atau SP2D, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang
bersangkutan. v :
Pencairan dana cadangan diakui pada saat terbit dokumen
pemindahbukuan atau yang sejenisnya atas dana cadangan'. yang
“dikeluarkan oleh BUD atau kuasa BUD atas persetujuan-SKPKD. Hasil-
hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di Pemerintah
Daerah merupakan penambah dana cadangan dan biaya yang timbul
atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan yang
bersangkutan. | '

. Pengukuran

Dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dan kas yang
diklasifikasikan ke dana cadangan. Hasil-hasil yang diperoleh dari
pengelolaan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

. Pengungkapan ‘
Pengungkapan informasi dana cadangan di dalam CalK antara lain
menyangkut tujuan pembentukan dana cadangan, dasar hukum,
jangka waktu pencairan, rekening tempat menyimpan dana cadangan
dan sebagainya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. ‘ | | ‘
. ' PEMERINTAH KOTA SERANG
_ NERACA )

Per Tanggal 31 Desember 20X1 danlDese_mber 20X0

URAIAN ' ] REF 20X1 20X0
1 ' 2 3 4
ASET |
ASET LANCAR
- INVESTASI JANGKA PANJANG

ASET TETAP
DANA CADANGAN

Dana Cadangan

Jumlah Dana Cadangan
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O. Aset Lainnya
1. Definisi ~
Aset lainnya adalah Aset pemenntah selain Aset lancar, Investa31 jangka

panjang, Aset tetap dan dana cadangan. Beberapa Aset lainnya antara

lain:

a. tagihan piutang penjualan angsuran;

b. tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;

c. kemitraan dengan pihak ketiga; o

d. Aset Tidak Berwujud (ATB); dan

e. Aset lain-lain.

f. dana transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat :

‘diterima dari penjualan Aset Pemerintah Daerah secara angsuran
kepada pegawai Pemerintah Daerah. Contoh tagihan penjualan
angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan
kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dicatat pada saat telah
terjadinya penj'ualan -~ angsuran yang  ditetapkan  dengan
ditandatanganinya berita acara penjualan dan/atau dokumen lainnya
_yang sah. :
Taglhan penjualan angsuran d1n11a1 sebesar nilai nominal dari
per_]anJlan/ berita acara penjualan Aset yang bersangkutan setelah
dikurangi dengan angsuran yang telah dlbayarkan oleh pegawai ke kas
umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

‘Tagihan. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses
penaglhan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk
menuntut penggantian atas suatu keruglan yang diderita oleh
Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung
dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh
bendahara tersebut atau kelalalan dalam pelaksanaan tugas '
kewajibannya. ~ ' :
Tuntutan Ganti Rugl (TGR) merupakan suatu proses yang dllakukan
terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan unmk"
menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh

- Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung' ataupun tidak langsung
dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai
tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas Kewajlbannya
Kemitraan adalah perjanjian antara -dua pihak atau lebih yang
mempunyai  komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang

- dikendalikan bersama dengan menggunakan Aset dan/atau hak usaha
yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa

a. Bangun Guna Serah (BGS); dan

b. Bangun Serah Guna (BSG).
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Bangun Guna Sefah (BGS) adalah pemanfaatan barang milik daerah
berupa tanah oleh pihak lain. dengan cara mendirikan bangunan
dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudién didayagunakan oleh
pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati,
untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan
dan/atau sarana berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah
berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). \ |
Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan barang milik daerah
b berupa tanah oleh pihak lain' dengan cara mendirikan bangunan
dan/atau sarana berikut - fasilitasnya, dan setelah selesai
- pembangunannya diserahkan untuk didéyagunakan oleh pihak lain
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah Aset tetap yang secara fisik tidak
| dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik atau Aset
nonmoneter yang tidak mempunyai wujud fisik, serta dimiliki untuk
- digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan
untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh
Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah hak paten, hak cipta, hak merek,
serta biaya riset dan pengembangan Aset Tidak Berwujud (ATB) dapat
diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh
Pemerintah Daerah. Aset Tidak Berwujud (ATB) antara lain meliputi:
- a. Software, adalah aplikasi komputer yang dlpergunakan dalam
jangka waktu lebih dari satu tahun bukan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari hardware komputer;
b. Lisensi, adalah izin yang diberikan oleh pemegahg paten kepada
pihak lain berdasarkan perjanjian pemberiahhak untuk menikmati
“manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi' perlindungan dalam
jangka waktu dan syarat tertentu; dan
c. Hak cipta (copyright) dan hak paten
Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pen01pta atau penenma hak
untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau |
memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan- -
pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—
undangan. ‘ ‘
Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada
inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologl
yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya
tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk
* melaksanakannya. ‘ '
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d. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat
ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat
diidentifikasi sebagai Aset. Apabila hasil kajian tidak dapat

' diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau
sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebaga1 Aset T1dak Berwujud
(ATB).

Contoh bentuk hasil penehtlan yang diakui sebagai Aset Tidak
Berwujud (ATB), antara lain yaitu peta digital yang dlkembangkan
oleh beberapa instansi pemerintah pusat. . - :

~e. Aset Tidak Berwujud (ATB) dalam pengembangan Terdapat
kemungkinan pengembangan suatu Aset Tidak Berwujud (ATB) yang
diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya
melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya
melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas
pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan
tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai
Aset Tidak Berwujud (ATB) dalam pengerjaan. - Setelah pekerjaan

selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berquud
- (ATB) yang bersangkutan.

Untuk menetapkan apakah suatu hasil kajlan/ penel1t1an menghasilkan

manfaat ekonomi dan/sosial di masa yang akan datang, suatu Entltas

harus mampu mengidentifikasi antara lain mengenai:

a. apa manfaat ekonomi dan/sosial yang akan diperoleh dari hasil
kajian/ penehtlan tersebut;

'b." siapa penerima manfaat ekonomi‘ dan/sosial térsebut

C. apakah Aset tersebut d1gunakan oleh Entitas atau pihak 1a1n dan

d. jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh. - '

Apabila hal tersebut tidak dapat diidentifikasi dengan Jelas hasil

kajian/penelitian tersebut tidak memenuhi kriteria definisi Aset Tidak

-~ Berwujud (ATB), dan hanya disajikan sebagai Belanja di LRA dan
diungkapkan dalam CaLK.
Terhadap hasil kajian penelitian yang diperoleh/ dikembangkan secara
internal yang akan diguriakan/ ditujukan  untuk mendukung
pembuatan program/kebijakan/peraturan, tidak diakui sebagai Aset
Tidak Berwujud (ATB). Hal ini karena hasil kajian penelitian tersebut
belum dapat diidentifikasi manfaat ekonomis dan/atau sosial dari
~ kajian tersebut, namun apabila hasil kajian penelitian tersebut telah
memenuhi kriteria Aset Tidak Berwujud (ATB), maka - hanya
pengeluaran yang terjadi setelah kajian internal tersebut yang. dapat.
dikapitalisasi menjadi nilai Aset Tidak Berquud (ATB).

Contohnya .....
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v Contohnya Detail Engineering Design (DED) fisik dan nonfi31k Rencana

Umum Tata Ruang (RUTR), - Rencana Detail Tata Ruang (RDTR),

penyusunan profil, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) dan sejenisnya tidak diakui sebagai Aset Tidak Berwujud

(ATB). Demikian juga terhadap peraturan/ program yang dikeluarkan

oleh Pemerintah walaupun didasarkan atas suatu kajian, tidak dapat

diakui sebagai Aset Tidak Berwujud (ATB).

Berdasarkan cara perolehan, Aset Tidak Berwu_]ud (ATB) Pemenntah

Daerah dapat berasal dari:

a. pembelian

b. pengembangan secara 1ntema1

C. pertukaran

d. kerja sama; dan

e. donasi/hibah.

Pos Aset lain-lain digunakan untuk mencatat Aset lainnya yang tidak

| dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tidak Berwujud (ATB), tagihan

penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi,

kemitraan dengan pihak ketiga, dan Aset lain-lain. Contoh dari Aset

lain-lain adalah Aset tetap yang direklasifikasi ke Aset lainnya karenar

dihentikan dari penggunaan aktif oleh perangkat daerah dan belum

dihapuskan. '

TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara

(BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai

bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di

Bank Indonesia (BI). Bentuk penyimpanan adalah overnight pada

rekening lain BI Treasury Deposit Facility Transfer ke .Daerah

Pemerintah Daerah (TDF-TKD Pemda) di BI |

. Pengakuan '

Secara umum Aset lainnya dapat diakui pada saat:

a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah
Daerah dan mempunyai nilai atau blaya yang dapat diukur dengan

, andal; serta

b. diterima atau kepem111kannya dan atau penguasaannya berpindah.

Aset lainnya yang d1peroleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa

pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi

berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang—undangan

Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun vtarjlpa

penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan

dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang—‘

undangan. :
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i Tagihan penjualan ‘angsuran dicatat pada saat télah " terjadinya
penjualan angsuran yang ditetapkan dengan ditandatanganinya berita
acara penjualan dan/atau dokumen lainnya yang sah tagihan TP/TGR ‘
diakui apabila telah memenubhi kriteria: |
a. telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
(SKTJM), ' o
b. telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan . Penggantlan |
~ Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada plhak yang dikenakan -
tuntutan ganti kerugian negara/Dacrah; atau '

c. telah ada putusan lembaga peradilan yang berkekuatan hukum
tetap (inkracht van gewijsde) yang menghukum seseorang untuk
membayar sejumlah uang kepada pemerintah.

Aset kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama

kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi ASet dari Aset 'tetap

(tanah) menjadi Aset lainnya (Aset kemitraan). Aset kemitraan berupa

gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kéxja.sama

Bangun Serah Guna (BSG) diakui pada saat péngadaan /pembangunan

gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesa1 dan siap

dlgunakan /dioperasikan.

Setelah masa perjanjian ketja -sama berakhir, Aset ker_]a sama/

kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum

diserahkan kepada pengelola barang. Penyerahan kembali objek kerja
sama beserta fasiiitasnya kepada pengelola barang dilaksanakan
setelah berakhirnya perjanjian dan dituangkan dalam berita acara

serah terlma barang.

Klasifikasi Aset hasil kerja sama/ kemltraan berubah dari Aset lainnya R

menjadi Aset tetap sesuai jenisnya, setelah berakhirnya pezjanjlan dan

~ telah ditetapkan status penggunaannya oleh kepala daerah.

Untuk dapat diakui sebagai Aset Tidak Berwujud (ATB) harus dapat

dibuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi definis

Aset Tidak Berwujud (ATB) dan kriteria pengakuan

Aset Tidak Berwujud (ATB) harus memenubhi Kriteria sebagai benkut ‘

a. kemungkman besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang
yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset
Tidak Berwujud (ATB) tersebut akan mengalir/dinikmati oleh
Entitas; dan

b. biaya perolehan atau nilai Wajamyé dapat diukur dengan andal.

| Perlakuan‘....l. '
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Perlakuan Akuntansi terhadap software membutuhkan * identifikasi
jenis, syarat dan ketentuan penggunaan software tersebut. Hal-hal yang

perlu diidentifikasi terlebih dahulu adalah:
a. apakah harga perolehan awal dari software terd1r1 dari harga
pembelian software dan pembayaran untuk lisensi penggunaannya,\
_atau hanya pembayaran lisensi saja; |
b. apakah ada batasan waktu penggunaan soﬂware tersebut; dan

c. berapa lama izin penggunaan/masa manfaat tersebut. :
Melihat dan memperhatlkan hal-hal tersebut di atas maka perlakuan

Akuntansi untuk pembayaran perpanjangan lisensi software yang

diperoleh secara pembelian dapat disimpﬁlkan bahwei: |

a. untuk lisensi penggllnaan yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua
belas) bulan dikapitalisasi sebagai Asét Tidak Berwujud (ATB), dan |
dlamorusa31 sepan_]ang masa manfaat dan '

b. | terhadap pembayaran izin penggunaan/ masa manfaat yang kurang
dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu
. d1kap1tahsa31 ' ‘ |

- Untuk melakukan suatu perencanaan anggaran terkait dengah

perolehan software étaupun pengeluaran setelah peroléhannya harus

memperhatikan dan ményesuaikaﬁ. | |

Terhadap nilai pembayaran lisensi software yang masa manfaét lisensi

tersebut kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) ’bulan yang‘.

telah terlanjur dikapitalisas{ sérhpai ‘dengan akhir tahun, dapat
dilakukan koreksi pembﬁkuan' sesuai dengan PSAP 10 (sepuluh)
me.ng‘enai koreksi kesalahan, dan dengan demikian tidak memerIUkah
prosedur pelepasan. Namun demikian, hal tersebut perlu diungkapkan

dalam CaLX. | R,

Perlakuan Akuntansi dalam pengakuan software yang dipefbleh secara

pembelian yaitu sebagai beri_kut:

a. perolehan software yang memiliki izin penggunaan/ rﬁaSa manfaat
lebih dari ‘12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan software dan
biaya. lisensinya .harus dikapitalisasi sebagai ‘Aset Tidak Berwujud
(ATB). Sedangkan perolehan software yang mémiliki izin
penggunaan/ masa manfaét kurang dari atail sampai dengan 12
(dua belas) bulan, maka nilai perolehan' software tidak perlu
dikapitalisasi, tetapi diakui sebagai Beban tahun berjalan; ’

' b. software .....
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b software yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/ :
11sens1 dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka
harus dlkap1ta11asas1 sebagai Aset Tidak Berwu_]ud (ATB). Soﬁware
yéng‘ diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/ lisensi
kurang dari atau sampai dengan 12 (dué belas) bulan, maka hilai
perolehan software tidak perlu d1kap1ta_hsas1 tetapi diakui sebaga1
Beban tahun berjalan; dan o e k |

C. pengeluaran terkalt software yang tidak memenuhi kriteria
kapitalisasi akan diakui sebagai Beban opera81 pada periode
texjadlnya |

Da.lam pengakuan soﬁware komputer sebaga1 ATB ada beberapa hal

yang perlu diperhatikan: :

. a. untuk software yang d1peroleh atau dibangun oleh internal SKPD

| dapat dibagi dua, yaitu d1kembangkan sendiri oleh SKPD atau oleh

- pihak ketiga (kontraktor/ konsultan). Dalam ‘hal software
dikembangkan sendiri oleh SKPD, biasanya sulit untuk
mengidentifikasi nilai perolehan dari software tersebut, maka untuk
software seperti ini tidak perlu diakui sebagai Aset Tidak Berwujud
(ATB). Selain itu, software Seperﬁ ini biasanya- bersifat terbuka dan
tidak ada perlindungan hukum sehingga dapat digunakan siapa
saja. Akibatnya, salah satu kriteria dari pengakuan Aset Tidak
Berwujud (ATB), yaitu pengendalian atas suatu Aset menjadi tidak
‘terpenuhi. Oleh karena itu, untuk software dibangun sendiri yang
dapat diakui sebagai Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah yang
dikontrakkan kepada pihak ketiga.

b. dalam kasus perolehan software secara pembelian, ‘harus dilihat
kasus per kasus. Untuk pembelian sofﬁ.bare yang diniatkan untuk
dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah,
maka software seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Di lain
pihak, apabila ada software yang dibeli oleh Pemerintah Daerah

~untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari
suatu hardware (tanpa software tersebut, hardware tidak dapat
-dioperasikan), maka software tersebut diakui sebagai bdgian dari
~harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan
mesin. Biaya perolehan untuk soﬁwdr"e program yang dibeli |
tersendiri dan tidak terkait dengan hardware harus dikapitalisasi
- sebagai Aset Tidak Berwujud (ATB) setelah memenuhi knterla
perolehan Aset secara umum. '
Kapitalisasi .....
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Kapitalisasi terhadap perolehan software/aplikasi sebagai Aset Tidak
Berwujud (ATB) apabila dapat digunakan secara massal. Perolehan
software yang hanya digunakan délam satu personal computer atau
laptop seperti aplikasi autocad, diakui sebagai Beban tahun berjalan.
Batas minimum pengeluaran Aset Tidak Berwujud (ATB) yang dapat
dikapitalisasi adalah sebesar RpS50. 000. 000,00 (lima puluh juta rupiah).
Pengeluaran di bawah nilai Rp50.000.000,00 (hma puluh _]uta ruplah)
diakui sebagai Beban tahun berjalan.

Untuk Aset Tidak Berwujud (ATB), ada kemungkinan pengeluaran
- berikutnya adalah setelah‘perolehan awal walaupun pada kebanyakan ;
kasus, sifat alamiah Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah tidak adanya
-~ penambahan nilai Aset Tidak Berwujud (ATB) dan tidak diperlukannya
penggantian dari bagian Aset Tidak Berwujud (ATB) dimaksud setelah
perolehan awal. Namun demikian, apabila’ memang terdapat
~pengeluaran setelah pengeluaran yang dapat diatribusikan langsung
terhadap Aset Tidak Berwujud '(ATB) tertentu, 'maka pengeluaran
tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam n11a1 Aset Tidak Berwujud (ATB)
dimaksud.
Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software
 komputer harus memenuhi seluruh kriteria ini: |
a. meningkatkan fung31 software,
b. meningkatkan efisiensi software; dan
c. batas minimum pengeluaran adalah sebesar RpSO 000.000, OO (hma
puluh juta rupiah).
~Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi seluruh kriteria di
atas, maka pengeluaran harus dianggap sebagai Beban pemeliharaan
pada saat terjadinya. Misalnya, pengeluaran setelah perolehan software
yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya,
pengeluaran untuk teknisi software dalam rangka perbaikan untuk
dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi. ‘ |
" Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari software pada
praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk
perpanjangan izin penggunaan/lisensi dari software atau up grade dari
versi yang lama menjadi -versi yang paling mutakhir yang lebih
mendekati kepada perolehan software baru. ,
Berikut ini perlakuan Akuntansi untuk perpanjangan lisensi:

- a pengeluaran  setelah  perolehan berupa - perpanjangan izin .

penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas)
bulan tidak perlu dikapitalisasi; dan

b. Pengeluaran ....
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b. Pengeluaran setelah perolehan berupa . pérpanja_ngan' izin
penggunaan yang lebih dari 12 (dua belas) bulan harus
dikapitalisasi. ‘ A | , |

Kapitalisasi atas pengeluaran setelah perolehan selain perpanjangan

‘masa lisensi, masa manfaat Aset Tidak Berwu_]ud (ATB) kembali pada

masa manfaat awal selama 5 (lima) tahun. ‘ ‘ ;

Aset tetap yang direklasifikasi menjadi Aset lain-lain diakui/ dicatat

pada saat Aset tetap tersebut dihentikan dari penggunaan aktif dan

direklasifikasi ke Aset lain-lain. g

TDF diakui sebagai aset lainnya pada saat RKUN telah menyalurkan

DBH/DAU ke rékening TDF. Namun, dalam hal terdapat DBH Kurang

Bayar yang sudah diakui sebagai Piutang Dana Transfer Umum

(Neraca) dan Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/ DAU

(LO) pada periode sebelumnya maka cukup dilakukan reklasifikasi dari

Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) ke Aset La1nnya (Neraca)

Dalam hal pokok DBH/DAU telah dilakukan penarikan oleh Pemda dari

Rekening TDF dan telah disalurkan ke RKUD, Pemerintah Daerah

mencatat sebagai Kas di Kas Daerah pada Aset Lainnya (Neracaﬂ).' dan

- mengakui pendapatan dengan mencatat Estimasi Perubahan Saldo

Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum ;

DBH/DAU (LRA) - |

Dalam hal BI telah membenkan remunerasi atas DBH/ DAU yang

d1bayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer ke RKUN,

namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD, maka Pemerintah

Daerah mencatat sebagai Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Neraca) x

pada Pendapatan Bunga—Lam-Lam PAD Yang Sah atau akun sejenlsnya

(LO). ' ‘

Dalam hal remunerasi atas DBH /DAU yang dlbayarkan melalui fasﬂltas

TDF telah disalurkan dari RKUN ke RKUD, Pemerintah Daerah

mencatat sebagal Kas di Kas Daerah pada Piutang Lain-Lain PAD yang

Sah (Neraca) dan mengakui pendapatan dengan mencatat Estimasi

Perubahan Saldo Anggaran Lebih. (SAL) pada Pendapatan Bunga - Lain-

Lain PAD Yang Sah atau akun sejenls (LRA). :

. Pengukuran , , .

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/

berita acara penjualan Aset yang bersangkutan setelah dikurangi

dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas 4daer'ah
atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
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Piutang TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan
dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian
negara/Daerah. ' | ‘
Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar n11a1 nominal dalam surat
keputusan pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah
dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah
~Tuntutan ganti rugl dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat
Keputusan Pcmbebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) dan Surat
Keterangan Tanggunawab Mutlak (SKTJM) atau dokumen yang -
dipersamakan setelah'dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan
oleh bendahara/pegawai yang bersangkutan yang bersangkutan ke kas
umum daerah. ‘
Aset yang diserahkan oleh Pemenntah Daerah untuk diusahakan dalam
perjanjian kerja sama/ kemitraan harus dicatat sebaga1 Aset kerja R
sama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian
atau nilai wajar pada saat pexjanjlan dipilih yang paling objektif atau
paling berdaya uji. ' . ' ,

Aset kemitraan yang mem111k1 masa manfaat sesuai dengan kriteria
. pada Aset tetapnya akan dllakukan penyusutan sebagaimana |
penyusutan pada Aset tetap. : N
~Aset has11 kerja sama yang telah dlserahkan kepada Pemenntah Daerah
setelah  berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status
penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar |

nilai wajar pada saat Aset tersebut dlserahkan d1p111h yang paling

objektif atau paling berdaya uji. -

Aset Tidak Berwujud (ATB) diukur dengan harga perolehan ya1tu harga
yang harus dibayar Entitas untuk memperoleh Aset tersebut h1ngga
siap untuk digunakan.} Jika Aset Tidak Berwujud (ATB) tidak memiliki
harga perolehan yang bisa ditelusuri, Aset. tersebut diukur dengan nilai -

 wajarnya.

Aset yang memenuhl deﬁI’IlSl dan syarat pengakuan Aset T1dak
‘Berwujud (ATB), namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri
dapat disajikan'sébesar nilai wajar. 'Biaya untuk memperoleh Aset Tidak
, Berquud (ATB) dengan pembelian terd1r1 dari:

a. harga beli, termasuk biaya i 1mpor dan paJak—paJak setelah d1kurang1

dengan potongan harga dan rabat;

b setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam
membawa Aset tersebut ke ‘kondisi yang membuat Aset tersebut
dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh blaya '
yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
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1) blaya sta_f yang t1mbul secara langsung agar Aset tersebut
‘dapat digunakan; | '
2) biaya profesional yang timbul secara langsung agar Aset tersebut
dapat digunakan' dan | |
| 3) biaya pengujian untuk men_]amm Aset tersebut dapat berfungsi
dengan baik. ,
Pengukuran Aset Tldak BerWUJud (ATB) yang diperoleh secara internal
adalah: |
a. Aset Tidak Berwujud (ATB) dari kegiatan pengembangan yang
memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar ’biaya perolehan yang
meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi Kkriteria -
pengakuan; | ) o | |
b. pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui
- oleh Entitas sebagai Beban, tidak boleh diakui sebagai bagian dari
harga pérolehan Aset Tidak‘Bexv'wujud (ATB) di kemudian hari; dan
c. Aset Tidak Berwujud (ATB) yang dihasilkan dari pengembangan
software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi
adalah pengeiuaran tahap pengembangan aplikasi. | Harga beli,
termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi den'gan
potongan harga dan rabat. | - |
Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud (ATB)
yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa -k
manfaatnya. Amortisasi dilakukan untuk Aset Tidak Berwujud (ATB)
yang mefniliki masa manfaat tei'batas, kecuali atas Aset Tidak Berwujud
(ATB) yang memiliki masa manfaat tidak terbatas.
Aset Tidak Berwujud (ATB) diamortisasi dengan metode garis lurus
~dengan masa manfaat 5 (lima) tahun, kecuali masa manfaat Aset Tidak
Berwujud (ATB) ditetapkan dalam perolehan Aset Tidak Berwujud
(ATB). Perhitungan amortisasi menggunakan pendekatan tahunan.
Amortisasi dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh
satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
Amortisasi dilakukan pada tahun dlperolehnya Aset Tidak Berwujud
(ATB). Aset Tidak Berwu_]ud (ATB) diperoleh dengan maksud untuk
| digunakan dalam mendukung kegiatan Pemerintah Daerah. Namun
demikian, pada saatnya suatu Aset Tidak Berwujud (A’,I‘B)H harus
dihentikan dari penggunannya. | ' '
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- Dalam hal penghentlan Aset T1dak Berwujud (ATB) merupakan akibat
dari pemlndahtanganan dengan cara dijual atau d1pertukarkan
Sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruhnya nilai buku
Aset Tidak Berwujud (ATB) yang bersangkutan habis diamortisasi,
" maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan' nilai
buku Aset Tidak Berwujud (ATB) terkait ‘dipérlakukan ‘sebagai

‘ Pendapatan/ Beban dari kegiatan nonoperasmnal pada LO. Penerimaan
| .Kas akibat penjualan d1bukukan sebaga1 pendapatan penjualan ‘Aset
T1dak Berwujud (ATB) dlmaksud sebesar n11a1 bukunya d1kelompokkan :

- sebagai kas dari aktifitas Investasi pada LAK.

 Aset Tldak Berwu_]ud (ATB) dlsapkan di Neraca berdasarkan n11a1 bruto
setelah d1kurang1 amortlsas1 N11a1 amortlsa81 untuk masmg—masmg J
: _penode diakui sebaga1 Beban amortlsas1 dan dlcatat pada akumula31
amortlsas1 Aset Tidak Berwujud (ATB) sebaga1 pengurang n11a1 Aset
Tldak Berwujud (ATB). e ; o

'Aset tetap yang dlrekla31ﬁkas1 ke Aset lamnya d1catat sebesar n11a1 :

~ tercatatnya. Aset lam—lam yang berasal dari reklas1ﬁkas1 Aset ftetap S

- ~disusutkan menglkuu kebljakan ‘penyusutan Aset tetap. Proses |

penghapusan terhadap Aset lam 1a1n dilakukan pahng lama 12 (duaa,’
kbelas) bulan se_]ak d1rek1a81ﬁka31 kecuah dltentukan lain  menurut
ketentuan peraturan perundang—undangan |

TDF d1aku1 sebesar n11a1 yang dlsalurkan dar1 RKUN ke rekemng TDF

. Pengungkapan

Hal-hal yang dlungkapkan dalam CaLK atas Aset 1a1nnya antara lain
sebagai benkut ) ‘ = ‘ ‘

1. kebij akan Akuntansi Aset lamnya v ;

b. faktor—faktor yang menyebabkan dllakukannya péngnenﬁan '

penggunaan ‘ | e

frc'. jenis Aset tetap yang d1hent1kan penggunaannya dan
| d. 1nforma31 la1nnya yang relevan o ‘ ;
‘Penyajian Aset lamnya dalam Neraca yang secara lebih _]elas d1tanda1‘

pada gambar berikut:

PEMERINTAH ......
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PEMERINTAH KOTA SERANG

NERACA
Per 31 Desember 20X1 dan 2OXO
_ - (Dalam Rupiah)
URAIAN: . . : REF 20X1 20X0
1. : 2 3 4

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Pajang (TGR) -

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tidak Berwujud (ATB) -

Amortisasi Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset Lain- Lain ,

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)
~ Jumlah Aset Lainnya

P. Properti Investasi
1. Definisi N , ; L
~ Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan
sewa atau untuk meningkatkén nilai aset atau-keduanjra, dan tidak
untuk: SRR | | ,
a. digunakan dalam kegiafan ~pemerintahan, aimanfaatkaﬁ oleh
masyarakat umum, dalam produksi atau penyedlaan barang atau \
_]asa atau untuk tuJuan adm1n1strat1f atau _ ’ ,
b. dijual dan/ atau dlserahkan ‘dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat ' , |
‘Ada sejumlah ‘keadaan dlmana Pemenntah Daerah dapat mem111k1
properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa
dan/ atau* untuk peningkatan nilai. Misalnya, 'Pemerintah ‘Daerah
méngelola portofolio properti bérdasarkan basis komersial. Dalam hal
ini, propérti yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, selain yang dimiliki
untuk digunakan sendiri atau dijual dan/atau diserahkan dalam
rangka pelayanah kepada masyarakat, memenuhi definisi properti
in\ies';asi. Selain(itu, Perhen'ntah Daerah dépat juga memiliki properti
untuk disewakan atau untuk mendapatkan penihgkatan nilai, dan
menggunakan hasil _yang diperoleh tersebut untuk membiayai
keglatannya Sebagai contoh Pemenntah Daerah dapat memiliki '
bangunan yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal’
untuk menghasilkan pendapatan sewa. Properti ini memenuhi definisi

properti investasi.
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Pada umumnya Pemerintah Daerah memiliki aset berwujud berbentuk

' prof)erti yang mempunjrai masa manfaat lebih dan 12 (dua belas) bulan

untuk diguriakari délam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh

masyarakat‘ umum. Namun, terdapat beberapa keadaan di mana

Pemerintah Daerah memiliki Aset properti yang dikelola: untuk

- menghasilkan pendapatan sewa dan/atau Aset yéng dimiliki dengan -

maksud untuk memperoleh kenaikan nilai. |

Properti investasi dikua_sai' untuk menghasilkan pendapatan sewa atau

untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu,

properti investasi menghésilkan arus kas yang sebagian besér tidak
bergantung pada Aset lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Hal
ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri

(Aset tetap). | | | |

Berikut adalah contoh properti investasi: }

a. tanah yang dikuasai dan/ atau  dimiliki dalam jangka panjang
dengah tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk

: dijuall dan/atau diserahkan dalam rangka ‘pelaiyanan kepada
masyarakat atau kepada entitas pemenntah yang lain dalam jangka
pendek; c ’

b. tanah yang d1kuasa1 dan/ atau d1m1hk1 namun belum dltentukan
penggunaannya di masa depan. Jika pemerintah daerah belum
menentukan penggunaén tanah Sebagai ‘properti yang digunakan
sendiri atau akan dijual dan/atau dlserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang
lain dalam _]angka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang
dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;

c. bangunan yang dimiliki oleh pemeﬁntah daerah (atau dikuasai oleh
Pemerintah Daerah melalui sewa pembiayaah) dan disewakan
kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;

d. bangunan yang belum: terpaka1 yang dikuasai dan/atau d1m1hk1
tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu
atau lebih sewa operasi; dan _

e. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di

masa depan dlgunakan sebagai properti investasi.

. Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai Aset jika dan hanya jika:

a. Besar ....
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a. besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir
ke Pemerintah Daerah di masa yang akan datang dari aset properti
investasi; dan

'b. biaya perolehan atau- n11a1 wa_]ar properti investasi dapat diukur
dengan andal. ' ‘ ,

Dalam menentukan apakah suatu properti investasii memenuhi kriteria

pertama' pengakuan, ‘Pemerintah Daerah pcrlu ~menilai tingkat

kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan
berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.
~ Kepastian bahwa Pemenntah Daerah akan menerima manfaat ekonomi
yang melekat dan risiko yang ‘terkait dengan properti investasi tersebut.

Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya télah’,terpenuhi

dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu |

prdperti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai
pefolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

Pemerintah Daerah mengevaluasi berdasarkan prinsip - pengakuan,

semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya

tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal  perolehan
properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal
yang digunakan untuk penambahan penggantlan, atau perbalkan |
propert1 investasi. , . ~

Pemerintah Daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari

properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Sebaliknya,

biaya-biaya tersebut diakui sebagai surplus atau defisit pada saat
terjadinya. Biaya perawatan schari-hari tersebut terutama mencakup
 biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian
kecil dari biaya perolehan. Tujuan dari pengeluaran biaya tersebut
sering 'digambarkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan
properti. o | |

Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian.

Misalnya, interior dinding bangunah mungkin merupakan penggantian

dinding aslinya. Berdasarkan prinsip pengakuan, pemerintah daerah

mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi ‘atas biaya
penggantian bégian properti investasi pada saat. terjadinya biaya, jika
kriteria pengakuan' dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan
dihentikan pengakuannya sesuai derigan “ketentuan penghentian
pengakuan dari kebijakan ini.

- Dalam ....
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Dalam hal aset tetap yang dimiliki Pemerintah Daerah termasuk dalam
kategori properti investasi seperti Aset tetap tanah yang belum
ditenttikan peruntukannya, maka Aset tetap tersebut akan
© direklasifikasi ke properti investasi berdasarkan SK Wali' Kota.

. Pengukuran - ' ' |

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya
transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).

Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran,
pi‘operti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada
" tanggal perolehan. o |

| Apabila properti investasi' diperoleh dari reklasifikasi Aset tetap, propéfti

investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai buku Aset tetap ) |

tersebut. .
Biaya perolehan dan properti - investasi yang dibeli meliputi harga
pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara
langsung. Pengeluaran yang dapat dlatnbu81kan secara langsung
,antafa lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya. | "
Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas blaya-blaya di
bawah ini:
a. blaya penntlsan (kecuah biaya-biaya " yang diperlukan ~untuk
membawa properti investasi ke kondisi siap dlgunakan),
b. kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi
mencapai tingkat penggunaan yang dii‘encanakan; atau
c. pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang
terjadi’ selama masa pembangunan atau pengembangan propertli
investasi. , ‘ ‘
Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya
‘perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut
dan pémbayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
Propérti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non perttikéran.
Misalnya,  pemerintah =~ menggunakan kewenangannya  untuk
mengalihkén pfoperti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai
properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar. |
Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa
dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai
sewa pembiayaan, dalam hal ini Aset diakui pada jumlah mana yang - |
" lebih rendah antara nilai wajar dah nilai kini dari perhbayaran sewa
minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai kewajiban.
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Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian
dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam

biaya perolehan aset, fetapi dikeluarkan dari kewajiban. Jika hak. atas

properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan ksebagai‘ o

properti investasi, maka hak atas properti tersébut dicatat sebesar nilai

wajar dari hak tersebut d‘an bukan dari properti yang mendasarinya.

Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset

moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi Aset moneter dan

nonrnoneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari
nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak mem111k1
substansi komersial, atau (b) nilai wajar Aset yang dltenma maupun

Aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang

diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya |

diukur dengan jumlah tercatat Aset yang diserahkan. |

Dalam menentukan suatu transaks1 pertukaran memiliki substansi

komersial atau tidak, Pemerintah Daerah mempertimbangkan apakah

ai'us kaé atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat
berubah sebagai akibat dari | transaksi tersebut. Suatu transaksi
pertukafan memiliki substansi komersial jika: »

a. . konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi
‘jasa atas Aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau
poténsi jasa atas Aset yéng diserahkan; atau :

b. nilai khusus Pemerintah Daerah dari bagian operasi Pemerintah
Daerah d1pengaruh1 oleh perubahan transaksi yang dlaklbatkan dar1
pertukaran tersebut; dan

c. selisih antara (a) atau (b) adalah s1gn1ﬁkan terhadap nilai wa_]ar dari

~ Aset yang dipertukarkan. .
Untuk tujuan penentuan . apakah :transaksi pertukaran memiliki

substans1 komersial, nilai khusus Pemerintah Daerah dari pors1

(baglan) operasi Pemerintah Daerah d1pengaruh1 oleh transaksi yang .

akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan
| jelas tanpa pernerintah daiérah menyajikan perhitungan yang rinci.
Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak
tersedia, dapat diukur secara andal jika:' |
| variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset
a. tersebut tidak signifikan; atau |

| b. probabilitas ...
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b. probabilitas dari b-eragamr estimasi dalam kisaran dapat dinilai
secara rasional dan digunakan dalam ‘mengestim‘asi nilai wajar.
Jika Pemerintah Daei'ah dapat menentukan nilai wajar secara
andal, baik dari Aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai
wajar dari Aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya
perolehan dari Aset yang diterima kecuali jika nilai wajar Aset yang
diterima lebih jelas. '

Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam
satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku.
Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi -
lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan riilai
buku atau nilai wajar jika nilai buku tidak tersedia.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaltu sebesar nilai-
perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. '
Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan -dengan " metode
penyusutan sesuai dengan kebl_]akan Akuntansi yang mengatur Aset
tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi tidak diperkenankan
karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian Aset
berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. ‘
Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan
ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. v
Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi
atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode
revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya _]lka, properti 1nvestaS1 telah, :
direvaluasi seluruhnya.

Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindéri
revaluasi Aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan
keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and
values) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat
dinilai kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan penilaian kembali
tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap
diperbarui. ' .

Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai 'Wajar
berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai
tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode
dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi d1n11a1
sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah
daerah dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang
direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
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Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat ‘akibat revaluasi,
maka kenaikan tersebut diakui sebagai ke'naikan dalam ekuitas.
Sebaliknya, jika jumlah teréé.tat properti investasi turun akibat
reva.luasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai pénurunan dalam
ekuitas. | ; | | o
Pedoman nilai wajar terbaik mengacu 'pada harga kini dalam pasar aktif -
uhtuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan
berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah
- Daerah harus memperhaukan adanya perbedaan dalam sifat, lokas1,
atau kond1s1 properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan
kontrak lain yang berhubungan dengan propertl
Tidak tersedlanya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis, suatu
~Pemerintah Daerah harus mempertlmbangkan 1nforma31 dari berbaga1
sumber, termasuk: , \ ,
a. harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat,
| ‘kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau |
kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan
| perbedaan tersebut; . | N
b. harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, i
dengan penyesuaian untuk mencermlnkan adanya perubahan
dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga
tersebut; dan
c. proyeksi arus kas diskontoan bérdasarkan estimasi arus kas di
masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan
syarat/klausula yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang
ada dan (jika mungkin) ‘dengan.bukti eksternal seperti pasar kini
rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama,
dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar
| kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau Waktu arus kas.
Dalam bebefapa kasus, berbagai sumber yang.diuraikan dalam paragraf
scbelumnya - menunjukkan kesimpulan berbeda téntang nilai * wajar
properti investasi. Pemerintah Daerah .harus - mempertimbangkan
alasan-alasan atas perbedaan tersebut agar diperoleh estimasi nilai
wajar yang paling andal dalam rentang estimasi nilai wajar yang tepat.
Dalam melakukan revaluasi pemerintah Daerah dapat menggunakan
penilaian secara internal ataupun penilai Sécara indépenden. s

Alih guna ...
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Alih gﬁna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika,

terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

a. dimuléjnya penggunaan properti investasi oleh Pemerintah Daerah,
dialihgunakan dari properti investasi menjadi Aset tetap;

b. dimulaihya‘ | pehgembangan‘ properti investasi untuk dijual,
d1a11hgunakan dari properti 1nvesta31 menjadi persediaan;

c. berakhirnya pemakaian Aset oleh entitas akuntanm dan/atau
entitas pelaporan, dlahhgunakan dari aset tetap ‘menjadi propert1
1nvestas1, ' '

"d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, d1transfer dari persediaan
menjad1 properti investasi.

Penggunaan properti oleh pemerintah dapat berubah- ubah dari waktu
ke waktu. Misalnya, pemerlntah dapat memutuskan untuk
menggunakan bangunan yang saat ini d1k1a31ﬁkas1kan sebagal properti
investasi atau menyewakan kepada pihak ketiga bangunan yang saat
ini diguhakan untuk tujuan administratif. Dalam contoh pertama,
properti investasi dialihgunakan menjadi Aset tetap. Dalam contoh
kedua, Aset tetap dlahhgunakan menjadi properti investasi.

Pemerintah daerah mengalihgunakan properti dari properti investasi

menjadi persediaan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan

penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan
dengan tujuan untuk dijual. AJikai Pemerintah Daerah memutuskan

- untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, makal

pemerintah daerah tetap memperlakukan properﬁ sebagai properti

‘investasi hingga dihentikan ‘pengakuannya (dihapuskan ‘dari laporan ‘

posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan.

Demikian juga jika pemeﬁﬁtah daerah mulai mengembangkan properti

‘investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai

properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan

dan tetap diakui sebagai properti. | '

Pemerintah- Daerah dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan

gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai

properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan
bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan

-pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut

diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaari berlakunya

sewa.
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‘Karené} Pemerintahr Daerah menggunakan metode biaya, alih guna
antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan

persedlaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang

dlallhgunakan serta tidak mengubah biaya propertl untuk tujuan

pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika
dilaklikannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang
dialihgunakan. | L

Pelepasan

Properti¢ investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau
ketika properti investasi tersebut tidak dlgunakan lagi secara permanen
dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat
diharapkan pada saat pelepasannya | '

Pelepasan properti 1nvesta81 dapat dilakukan dengan cara dljual

ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya. ‘ ‘

Jika Pemermtah Daerah mengaku1 biaya penggantian untuk bagian .
tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu
aset tersebut, maka jumlah tercatat dari bagian Aset yang diganti tidak
diakui lagi. Suétu bag;ian‘ yang diganti dari properti investasi yang
dicatat dengan menggﬁnakan modei biaya bisa saja bukan merupakan
bagian yang disusutkan secara terpisah. Jika penentuan jumlah
tercatat dari bagian yang diganti' tersebut tidak dépat seéara praktis
dilakukan, Pemerintah Daerah dapat menggunakan biéyé penggantian
sebagai indikasi untuk menentukan berapa Jumlah biaya bagian yang .
diganti pada saat diperoleh atau dibangun.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentlan atau.
pelepasan propertl investasi dltentukan dari selisih antara hasil neto -
dari pelepasan dan Jumlah tercatat Aset, dan diakui dalam |
surplus/defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan
tersebut. ' ;

Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya -

diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi -
~ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya ‘diakui sebesar |
setara harga tunai. Selisih antara 'jumlah nominai dari imbalan dan
nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
Pemerintah Daerah mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan
dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.

Kompensasi ...
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Kompensasi dari pihak ketlga yang diberikan sehubungan dengan

penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi

diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui

sebagai piutang. 8 | o

. Pengungkapan

Adapun hal- hal yang harus dlungkapkan adalah sebaga1 berikut:

a. dasar penilaian yang dlgunakan untuk mcnenmkan nilai tercatat
(carrying amount); , o :

b. metode penyusutan yang digunakan;

. masa manfaat atau tarif penyusutah yahg digunakan;

d. jﬁmlah tercatat bruto dan akumulasi penYus_utan_ (agregat dengan
akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;

e. rekonsﬂ1a31 jumlah tercatat propertl investasi pada awal dan akhlr
periode, yang menunjukkan:

1} penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan‘

 yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan

pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;

2) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;

3) pelepasan; | L

4) penyusutan;

5) alih guna ke dan dari persedlaan dan propertl yang dlgunakan
sendiri; dan ‘

6) perubahan lain.

f. apabila Pemerintah Daerah melakukan . revalua31 atas’ propert1
investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-
hal sebagai berikut: o | |
1)’ uraian propérti investasi yang dilakukan revaluasi;

2) | dasar peraturan untuk menilai kembali propert1 1nvesta51
3) tanggal efektif penilaian kembah, ‘
4) nilai _tcrcatat sebelum revaluasi
5) jumlah penyesuaian atas nilai wajar; dan
6) nilai tercatat properti 1nvesta31 setelah revaluasi.
g. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, pemenntah daerah
.perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti mvcstam,

h. apabila ....
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h. apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan,
kriteria  yang digunakan. untuk membedakan properti investasi
dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang
dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;

i. metode dan asumsi 'signiﬁkah yang diterapkan dalam menentukan
nilai wajar apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi dari
properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan
nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak
berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh pemerintah
daerah tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan
data pasar yang dapat diperbandingkan; .

j. apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dengan
menggunakan  penilai independen,_ sejauhmana  kualifikasi
profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari
penilai; »

k. jumlah yang diakui dalam surplus /deﬁs1t untuk:

1) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;

2) beban  operasi langsung (mencakuvp‘ perbaikan’ dan

| pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang
menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut; _

3) beban operasi langsung (m_enc‘akup' - perbaikan  dan
pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak -
menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode
tersebut. _

l. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau
mengembarigkan - properti 1nvesta31 atau untuk perbaikan,
pemeliharaan atau penlngkatan dan | ‘ ‘ 7

m. properti 1nvestas1 yang disewa oleh entitas pemenntah lam

Q. Kewajiban
1. Definisi 7 ‘
~ Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesajannya. mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
Pemerintah Daerah. Kewajiban Pemerintah Daerah dapat muncul akibat
melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai |
yang bekerja pada pemerintahan, Kewajiban kepada masyarakat,
alokasi/ realokaéi pendapatan ke Entitas laihnya, atau Kewajiban
kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat
dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kortrak atau
peraturan perundang-undangan. ‘ R

Berdasarkan .....
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Berdasarkan waktu jatuh temponya, Kewajiban dibagi menjadi dua
. yaitu Kewajiban jangka panjang dan Kewajiban jangka pendek. |
Kewajiban | dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo
penyelesaiannya, yaitu Kewajiban jangka pendek dan Kewajiban Jangka
panjang. Pos-pos Kewajiban antara lain: ‘
a. Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban jangka pendek merupakan Kewajiban yang diharapkan
' dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua- belas) bulan setelah
tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek terdiri dan :
1) utang Perhltungan Fihak Ketiga (PFK);
-~ 2) utang kepada pihak ketiga;
3) utang bunga; B -
: 4) bagian lancar utang jangka panjang; dan
- 5) Kewajlban jangka pendek lainnya. ‘
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yaitu utang Pemerintah
Daerah kepada pihak lain sehubungan kedudukan Pemerintah
Daerah sebagai pemotong pa_]ak atau pungutan lainnya, seperti PPh,
PPN, iuran Taspen, Askes, Taperum
Utang kepada pihak ketiga yaitu utang yang | 'terkait dengan
transaksi pengadaan barang dan jés_a yang sudah diterima namun
belum ydibayar sampai dengan akhir tahun anggaran.
Utang bunga terjadi karena adanya penarikan pinjaman oleh
Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, utang bunga pinjaman kepada
' Pemerintah Pusat, utang bunga pinjaman kepada bank/ lernbaga
keuangan lainnya, utang bunga pinjaman kepada Pemerintah
Daerah lain, utang bunga obligasi daerah. | '
Utang transfer ya1tu utang yang berasal dan Belanja bagi hasil
Pemerintah Daerah ke Entitas Pelaporan lainnya ' (Pemerintah
- Daerah lainnya/desa) sesuai dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan. | | PR
Bagian lancar utang jangka panjang adalah akun Kewajiban yang
merupakan reklasifikasi dari Kewajiban jangka panjang yang akan
dibayar (jatuh tempo) dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak
- tanggal pelaporan.
-Kewajiban jangka pendek lainnya merupakan Kewajiban lancar yang
tidak termasuk dalam katégori yang ada. Termasuk dalam
Kewajiban jangka pendek lainnya antara lain perierimaan
pembayaran di muka atas transaksi penjualan barang/ jasa oleh
~pemer1ntah kepada pihak lain.

b. kewajiban .....
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b Kewajlban Jangka Panjang

Kewa_]lban jangka panjang adalah Kewajiban: yang diharapkan
dibayar dalam waktu lebih dan 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
pelaporan. Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai
akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
untuk rhenutup defisit anggarannya. Pembiayaan dianggarkan di
dalam énggaran SKPKD, sehingga KeWajiban jangka panjang hanya
akan muncui di dalam Néraca SKPKD dan Neraca Pemerintah
Daerah. Dengan demikian, di dalam Neraca ’;SKPD tidak akan

muncul akun Kewajiban jangka‘ panjang.

'Kewajiban jangka panjang terdiri dari:

1) utang dalam negeri; dan

' 2) utang jangka panjang lainnya. -
Utang dalam negeri, terdiri dari:

1) utang kepada pemerintah pusat;

2) utang kepada Pemerintah Daerah Iainnya;

3) utang kepada bank/lembaga keuangan bukan bank; dan
4). utang obligasi daerah. 4 '

2. Pengakuan

Kewajiban umumnya t1mbu1 karena konsekuensi dari pelaksanaan

tugas atau tanggung jawab pemerintah untuk bertindak di masa lalu. '

Dalam konteks pemerintahan, Kewajiban muncul antara lain karena:

a.

penggunaan sumber pembiayaan pinjaman . dari mabsyarakat,
lembaga keuangan, Entitas pemerintahan lain; o
Kewajlban dengan penyedla barang/jasa dalam rangka pengadaan
barang dan jasa pemerlntah s

perikatan dengan pegawal yang bekerja pada pemerintah; dan

d. Kewajiban kepada masyarakat luas yaitu K_eWajiban tunjangan,

kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak,
dan alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber -

daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan Kéwajiban yang

ada saat ini, dan perubahan atas Kewajiban tersebut mempunyai nilai

penyelesa1an yang dapat dlukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat

Kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

a. Transaksi .....
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. Transaksi dengan pertukafan (exchange transactions)

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul bila 'masing'-masing
pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut mengorbankan dan
menerima suatu nilai sebagai gantinya. Contoh: utang Belanja
listrik/telepon, utang kepada pihak ketiga dari transaksi pengadaan
barang dan jasa yang belum dibayar sampai dengan' tanggal
pelapoi‘an, utang penarikan pinjaman. | 7 |
. Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transqctions)

Sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum
lunas dibayar sampai dengan‘ saat tanggal pelaporan. Suatu
transaksi tanpa pertukaran timbul bila satu pihak dalam transaksi
menerima - nilai tanpa secara langsung memberikan atau
menjanjikan n11a1 sebaga1 gantlnya Contoh utang bag1 hasil pajak
kepada desa.’ o
Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (govemment—relatedg
events) '

Kejadian yang berkaitan dengan pemenntah yaitu kejadlan yang
tidak didasari dengan suatu transaksi, namun berdasarkan
interaksi pemerintah dengan lingkungannya. Contoh Kewajiban
ganti rugi yang timbul karena adanya. kerusakan tak sengaja pada
kepemilikan pribadi/masyarakat yang disebabkan pelaksanaan
- kegiatan oleh pemenntah

. Kejadian yang diakui pememntah (govemment—acknowledged events)
- Kejadian yang diakui pemerintah yaitu kejadian yang tidak
didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai
konsekuensi pada keuangan pemerintah kareha pemerintah
niemuytuskan‘untuk‘ merespon kejadian tersebut. Contoh Kewajiban
yang timbul untuk memberikan santunan kepada masyarakat atau
untuk memperbaiki lingkungan . akibat bencana alam. Namun,
Kewajiban tersebut belum diakui sebelum adanya pengakuan formil
- dari pemenntah untuk memberikan santunan  atau untuk
menanggung biaya perba1kan hngkungan yang ditimbulkan akibat
bencana alam tersebut. '

Utang Perhitungan Fihak Ketlga (PFK) diakui apabila pada akhir
periode pelaporan (akhir tahun anggaran) ma31h terdapat saldo
 pungutan/potongan Perhltungan Fihak Ketiga (PFK) yang belumv
disetorkan kepada pihak 1a1n yang terkait.



- 155 -

Utang kepada pihak ketiga yang diakui antara lain Belanja
langgahan daya dan 'jasa seperti tagihan atas rekening listrik,
telpdn, dan air. Utang langganan daya dan jasa diakui pada saat
tagihan dari pihak ketiga diterima. ‘ ”
Utang bﬁnga diakui apabila pada akhir periode pelaporan ‘telah
muncul 'biaya bunga yang telah terjadi atau yang sudah menjadi
Kewajiban Pemerintah Daerah namun belum dibayar.
Kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam Waktu 12 |
(dua belas) bulan ke depan sejak tanggal pelaporan dapat
direklasifikasi ke akun Bagian Lancar Kewajiban jangka Panjang
‘yang dilaporkan di bawah kelompok Kewajiban jangka Pendek. | ,
Kewajiban yang berasal dari penarikan pinjaman diakui pada saat
dana diterima di RKUD atau sesuai dengan yang dinyatakan di

dalam kontrak petjan_]lan pinjaman. ’ ‘ o

3. Pengukuran ‘
Kewajiban Pemerintah Daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila
Kewajibah tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan
dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah
bank sentfal pada tanggal Necara. Pengukuran Kewajiban atau utang“"
jangka pendek Pemerintah Daerah berbeda-beda berdasarka.n jenis
Investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaJmana pengukuran7

- Kewajiban untuk masing-masing jenis Kewajiban Jangka pendek

a. . Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dicatat sebesar saldo
pungutan/potongan yang belum dlsetorkan kepada pihak lain di
akhir periode. |

b. Pengukuran Utang Bunga |

' Utang bunga dicatat sebesar njlai bunga yang telah texjadl dan ‘
belum dibayar.

c. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan
jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal_~
- pelaporan. |

d. Pengukuran Utang Kepada Pihak Ketiga
Utang kepada pihak ketiga dicatat sebesar nilai pengadaan barang
dan jasa yang sudah diterima oleh Pemerintah Daerah, namun’

belum dibayarkan sampai akhir periode pelaporan (akhir tahun =

anggaran), dan
e. Pengukuran
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e. Pengukuran Utang Transfer
utang transfer diakui dan. dinilai - sesuai dengan peraturan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Untuk sekuritas utang Pemerintah Daerah yang dlselesalkan sebelum
jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (call |
féatufe) dari sekluritas‘ tersebut atau karena memenuhi perSyarétan
untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan
antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus
dilaporkan di LO dan diungkapkan pada CaLK sebagai'bagian dari pos
Kewajiban yang berkaitan.
Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat
(carrying value) maka penyelesaian Kewajiban sebelum jatuh tempo
dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, Ya.itu' dengan
menyesuaikan jumlah Kewajiban dan Aset yang berhubungan.
Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai - tercatat
(carrying value) maka selain penyesuaian jumlah Kewajiban dan Aset
terkait, jum1ah perbedaan yang ada juga disajikan dalam LO pada pos
sufplﬁs/ defisit dari kegiatan nonoperasional dan diungkapkan pada
CalXK.

. Pengun.gkapanv » ‘
- Utang Pemerintah Daerah harus diungkapkan secara rinci dalam
bentuk daftar schedule utang untuk memberikan informasi yang lebih
baik kepada pemakainya. Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang
disajikan di bagian Kewajiban' dalam Neraca. Selain itu, informasi
mengenai Kewajiban juga harus diungkapkan dalam CalK Pemerintah
Daerah. Adapun hal- hal yang harus d1ungkapkan adalah sebagai
berikut: '_
a. jumlah saldo Kewajlban Jangka pendek dan _]angka panjang yang
d1k1as1ﬁka81kan berdasarkan pemberi pinjaman; -
b. jumlah saldo Kewa_]lban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis
_sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; ‘
c. bunga pinjaman yang terutang pada periode beljalan dan tingkat
. bunga yang berlaku;
d. konsekuensi dllakukahnya penyélesaian Kewajiban sebelum jatuh
tempo;
e. perjanjian restruktunsam utang meliputi:
1) pengurangan pinjaman;
2) modifikasi persyaratan utang;
3) pengurangan tihgkat bunga pinjaman;

4) pengunduran -....
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4) pengunduraﬁ jatuh tempo pinjaman;
5) pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; da.ﬁ ' |
6) pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode |
pélapOran. | - | |
f. jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalaml bentuk daftar
umur utang berdasarkan kreditur; dan L
g. biaya pinjaman: '
1) perlakuan blaya plnjaman
2) Jumlah biaya pinjaman yang dlkapltahsa81 pada perlode yang
bersangkutan; dan
3) tingkat kapltallsa51 yang dipergunakan.
Berlkut adalah contoh penya_]lan Kewapban Jangka pendek dan _]angka

panJang dalam Neraca Pemenntah Daerah

PEMERINTAH KOTA SERAN G
| ' NERACA
Per Tanggal 31 Desember 20X1 dan Desember 20X0

URAIAN - REF 20X1 20X0
1 2 .3 4

KEWAJIBAN

' KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhltungan Fihak Ketiga (PFK)
vUtang Bunga
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Belanja
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

"KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
 Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan

.- Utang Jangka Panjang lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAJIBAN
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| | BAB Il
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
A Pendahuluan | , ' o '

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, dalam rangka peningkatan
pelayanan kepada masyarakat, satuan kerja dapat menétapkan unit satuan
kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan" BLUD.\ Satuan kerja
tersebut diberikan fleksibitas pengelolaan keuangan dengan menerapkan
praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan tépnpa
mengutamakan keuntungan, melakukan kegiatannya dengan prihsiﬁ
efisiensi dan produktivitas. Satuan kerja pemerintah dimaksud
memberikan layanan publik, seperti pemberian layanan barang/ jasa,
pengelolaan dana khusus, dan pengelolaan kawasan.

- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, satuan Kkerja
yang ménerapkan pola pengelolaan keuangari BLUD diberikan fleksibilitas
pengelolaan keuangan,'. antara lain pengelolaan pendapatan dan Belanja, |
pengelolaan kas, pengelolaan utang-piutang, pengelolaan Investasi dan
pengadaan barang/jasa, kesempatan untuk mempekerjakan tenaga
profesional non Pegawéi Negeri Sipil (PNS), serta kesempatan pemberian'

imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya.

B. Pemenntah Daerah Akuntansi /Pemenntah Daerah Pelaporan
BLUD merupakan instansi di l1ngkungan Pemerintah Daerah yang
mengelola kekayaan daerah yang tidak dlplsahkan Sebagai instansi
‘Pemerintah Daerah BLUD menerapkan Kebijakan Akuntan31 berdasarkan
SAP dalam menyusun laporan keuangan.
BLUD adalah Pemerintah Daerah pelaporan karena merupakan satuan
kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang
mengelola kekayaan daerah yang dlplsahkan mempunyai karakteristik
sebagai berikut: _
1. pendanaan Pemerintah Daerah tersebut merupakan bagian dari APBD;
2. Pemerintah Daerah tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-
* undangan; |
3. pimpinan Pemerintah Daerah tersebut adalah pejabat yang dlangkat '
atau d1tunJuk
4. Pemerintah .....
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4. Pemerintah Daerah tersebut membuat pertanggungjawaban baik
langsung kepada Pemerintah ‘Daerah Akuntansi/Pemerintah Daerah
‘pelaporan yang membawahinya dan secara tidak langsung kepada wakil
rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran; ‘

5. mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lam
penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, Investasi, dan pinjaman
sesua1 dengan ketentuan; ' ‘

6. membenkan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketlga _

7. mengelola sumber daya yang terpisah dari Pemerintah Daerah
Akuntansi/Pemerintah Daerah pelaporan yang membawahinya,

A 8. mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian - program
pemerintah; dan | ' '

9. laporan keuangan BLUD d1aud1t dan diberi opini oleh auditor eksternal.

Sfelaku penenma APBD yang menyelenggarakan Akuntan31, BLUD adalah

Pemerintah Daerah Akuntansi yang laporan * keuangannya -

dlkonsolxda31kan pada Pemerintah Daerah Akuntansi/ Pemenntah Daerah

pelaporan yang secara organisatoris membawahmya

. Definisi

BLUD adalah unit 1nstans1 di lmgkungan Pemenntah Daerah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa ;
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual taripa mengutamakan
mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya dldasarkan pada
prinsip efisiensi dan produkt1v1tas ' ‘ '

Laporan Keuangan BLUD merupakan bentuk pertanggun.awaban BLUD
yang disajikan dalam bentuk LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan
CalLK.

. Tujuan Laporan Keuangan BLUD

Laporan keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur mengena1
posisi keuangan dan ’transak31—transak31 yang dilakukan oleh BLUD.
Tujuan umum laporan . keuangan BLUD adalah menyajikan informasi
mehgenai posisi keuangan, réalisasi anggafan, saldo anggaran lebih, arus
kas, hasil operasi, dan perubahank Ekuitas BLUD yang bermanfaat bagi
- para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai
- alokasi sumber daya. ; B
Secara spes1ﬁk tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah untuk -
menyajikan informasi yang berguna ‘untuk pengambilan keputusan dan
untuk menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Daerah pelaporan atas
sumber daya yang dlpercayakan kepadanya, dengan:

1. menyediakan RUEER
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menyediakan informasi “ mengenai posisi sumber daya ekonomi,

- Kewajiban, dan Ekuitas BLUD;

menyediakan informasi 'mengenai perubahan posisi sumber daya
ekonomi, Kewajiban, dan Ekuitas BLUD;

‘menyediakan 1nformas1 mengenai sumber, alokasi, ‘dan penggunaan

sumber daya ekonomi;

menyediakan 1nformasi mengenai ketaatanr realisasi térhadap
anggarannya; '
menyediakan informasi mengenai cara Pemerintah Daerah pelaporan

- mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
. menyediakan informasi mengena1 potensi BLUD untuk memb1aya1l

penyelenggaraan keglatan BLUD; dan . _
menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluas1 kemampuan
dan kemandirian BLUD dalam mendanai aktivitasnya.

. Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan BLUD

. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangah BLUD

berada pada pimpinan BLUD atau pejabat yang dltunJuk

. Komponen Laporan Keuangan BLUD

Laporan keuangan setidak-tidaknya terd1r1 dan komponen—kornponen
benkut ini: ‘ '

1.

R R -

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA Belanja,
surplus/defisit-LRA, pemblayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan
ainggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya .
dalam satu periode. LRA BLUD pahng kurang mencakup pos-pos |
sebaga1 berikut:

pendapatan-LRA;

Belanja;

surplus/defisit-LRA;

penerimaan pembiayaan;

pengeluaran pembiayaan; -

pembiayaan neto; dan ; :

sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari- Pemerintah
Daerah Akuntansi/Pemerintah Daerah pelaporan yang membawahinya,

maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan Pemerintah Daerah

Akuntansi/ Pemerintah = Daerah pelaporan  yang mengalokamkan.
anggaran tersebut..

Alokasi ..... :
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Alokasi anggaran yang diterima oleh BLUD vadalahs alokasi anggarén o
yang tidak terkait dengan imbalan jasa layanan yang diberikan oleh
BLUD kepada Pemerintah Daerah pelaporan yang mengalokasikan
anggaran tersebut, misalnya alokasi anggaran untuk dana bergulir yang
diberikan oleh BUD kepada BLUD yang berada di bawah Pemerintah
" Daerah/SKPD. ’
. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL BLUD menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL .
tahun pelaporan diba'ndingkan: dengan tahun sebelumnya. LPSAL

BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-

pos berikut:
a. SAL;
b. penggunaan SAL;
c. sisalebih/kurang pemblayaan anggaran tahun berjalan
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
e. SAL akhir; dan
f. lain-lain.
. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan BLUD pelapdran mengenai E
‘Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca BLUD
‘menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos
berikut: | | |
kas dan setara kas;

Investasi jangka pendek;

piutang dari kegiatan BLUD;
| persediaan;

Investasi jangka panjang;

Aset tetap; |

Aset lainnya;

Kewajiban jangka pendek;

PR M0 a0 TP

-
.

Kewajiban jangka panjang; dan

j. Ekuitas. '
.. Laporan Operasional (LO) | ‘ v
LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah Ekuitas
~ dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/ daerah untuk
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu penode pelaporan
- Struktur LO BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO .....
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g

- 162 -

Pendapatan—LO ;

. Beban;

surplus/defisit dari keglatan operasional;
kegiatan nonoperasional,

surplus/defisit sebelum pos luar b1asa
pos luar biasa; dan Lo

surplus/ defisit-LO.

. Laporan Arus Kas (LAK)

LAK pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaah;

perubahan kas, dan setara kas selama satu periode Akuntansi, dan
saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD. Arus
masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan: |

a.

Aktivitas operasi ‘

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

1) pendapatan dari alokasi APBD;

2) pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat

3) pendapatan layanan yang bersumber dari Pemerintah Daerah
Akuntan81 /Pemerintah Daerah pelaporan '

4) pendapatan hasil kerja sama;

5) pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan

6) pendapatan BLUD 1a1nnya ‘ ,

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama dlgunakan untuk:

1) pembayaran pegawal,

2) pembayaran barang;

3) pembayaran bunga; dan

4) pembayaran lain-lain/ kejadian luar biasa.

Aktivitas Investasi _

Arus masuk kas dari akt1v1tas Investasi, antara lain terdiri atas:

1) penjualan Aset tetap;

2) penjualan Aset lainnya;

3) penerimaan dari divestasi; dan :

4) penjualah Investasi dalam bentuk sekuritas. ,

Arus keluar kas dari aktivitas Investasi, antara lain terdiri atas:

1) perolehan Aset fetép;

2) perolehan Aset lainnya;

3) penyertaan modal; ‘

4) pembelian Irivcstasi dalam bentuk sekuritas; dan .

5) perolehan Investasi jangka panjang lainnya. |
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Aktivitas pendanaan
Arus masuk kas dari akt1v1tas pendanaan, antara lain sebaga1
berikut:

‘1) penerimaan pinjaman; dan "

2) penerimaan dana dari APBD untuk dilnvestasikan.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai

berikut: | |

1) pembayaran pokok pinjaman; dan

2) pengembalian Investasi dana dari APBD ke BUD.

Aktivitas transitoris '

Arus masuk kas dari aktivitas (transitoris, meliputi penerimaan |
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan arus keluar kas dari aktivitas

trans1torls, mehputl pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) ,
LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE pada BLUD

menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:

a.
b.

C.

d.

Ekuitas awal .
surplus /deﬁ31t-LO pada’ penode bersangkutan,

koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi Ekuitas,

yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang dlsebabkan
oleh perubahan Kebljakan Akuntansi dan koreksi kesalahan
mendasar, misalnya:

1) koreksi kesalahan mendasar dari persedlaan yang terjadi pada

periode-periode sebelumnya, dan

| 2) perubahan nilai Aset tetap karena revaluasi Aset tetap.

Ekuitas akhir.

7. Catatan atas Lampiran Keuangan 4(CaLK)
Struktur CalK sekurang-kurangnya adala sebagai berikut:

a.
b.
c
d

e.

Pendahuluan,
Kebijakan Akuntansi; 7
Penjelasan pos-pos laporan keuangan BLUD; |

. Kewajiban kontinjensi; dan -

Informasi tambahan.

G. Periode Pelaiporan :
Laporan keuahgan BLUD disajikan paling sedikit sekali dalam setahun.

H. Pendapatan-LRA .....
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H. Pendapatan—LRA

1.

Definisi 7 ,
Pendapatan-LRA adalah penerimaan BLUD yang menambah Saldo
Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan
yang menjadi hak BLUD dan tidak perlu dibayar kembah oleh BLUD.
Rincian Jenis

Pendapatan -LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.
Pendapatan bukan paJak pada BLUD yaitu:

a.

Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat
Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah‘
imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang d1ber1kan kepada
masyarakat. . ,
Pendapatan layanan yang bersumber dari Pemerintah Daerah

* Akuntansi/Pemerintah Daerah pelaporan -

Pendapatan layanan yang -bersumber dari Pemerintah Daerah
Akuntansi/Pemerintah Daerah pelaporan adalah imbalan yang
diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada Pemerintah
Daerah Akuntansi/Pemerintah Daerah pelaporan yang membawahi
maupun yang tidak membawahinya. |
Pendapatan hasil ker_]a sama

- Pendapatan hasil kerja sama adalah perolehan dari kerja sama

operasional, sewa-menyewa, dan usaha lalnnya yang mendukung ‘
tugas dan fungsi BLUD.

Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas

Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas adalah
pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa |
kas, tanpa adanya Kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan
barang/] jasa. .
Pendapatan hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA
karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan hibah
berupa barang/jasa dilaporkan pada LO yang berbasis akrual |
Pendapatan BLUD lainnya

- Pendapatan BLUD lainnya, antara lain berupa:

1) hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;

2) jasa giro;

3) pendapatan bunga;

4) keuntungan selisih nilai tukar ruplah terhadap mata uang asing;
dan/atau ~ .

5) kOIl‘llSl, potongan ataupun ‘bentuk lain sebagai akibat dari

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh -

BLUD. ‘
3. Pengékuan .....
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3. Pengakuan

Pendapatan -LRA pada BLUD d1aku1 pada saat pendapatan kas yang
diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai

- fungsi perbendaharaan umum. Pemerintah dapat membuat mekanisme
pengakuan Pendapatan-LRA BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di lingkup pemerintah tersebut. |
Dalam hal bendahara penerimaan Pendapatan-LRA BLUD merupakan
bagian dari BUD, maka Pendapatan -LRA BLUD diakui pada saat kas ’

~ diterima oleh bendahara penenmaan BLUD. '

4. Pengukuran
_Akuntan31 Pendapatan-LRA d1laksanakan berdasarkan asas bruto, ;
yaitu dengan membukukan penenmaan. bruto, dan tidak mencatat
jumlah netdnya (éételah’dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam
hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat
variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan:
terlebih dahulu dikérenakan proses belum seleSai, maka asas bruto
dapat dikecualikan.
Khusus untuk pendapatan dari KCI‘_]a Sama Operasi (KSO), diakui
berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan baglan
: pendapatan yang merupakan hak mitra KSO. .
Penyetoran kas yang berasal dari Pendapatan—LRA BLUD -tahun
berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah
“SiLPA pada Pemerintah Daerah. :
Penyetoran kas yang berasal dari Pendapatan -LRA BLUD tahun ;
sebelumnya dibukukan sebagai pengurang SAL pada BLUD dan
penambah SAL pada Pememntah Daerah.
S. Pengungkapan
Rincian lebih lanJut sumber pendapatan dlsajlkan pada CalK.
L.~ Belanja
1. Definisi » |
- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi SAL dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan “diperoleh
. pembajarannya kembali. | : ~ '
2. Rincian Jenis ,

Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis
Belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi BLUD, ya1tu
Belan_]a pegawai, Belanja barang, dan Belanja modal.
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Pengakuan : :
Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan

oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan
umum. Belanja pada ' BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi
ekonomi (jenis Belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi

untuk BLUD, yaitu Belanja pegawai, Belanja barang, dan Belan_]a 4
modal. ‘ k
Pengukura’n

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan
tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur
berdasarkan asas bruto.

Pengungkapan

PenJelasan Belanja secara rinci diungkapkan dalam CaLK Selisih
antara Pendapatan-LRA dan Belanja pada BLUD selama satu periode

. pelaporan dicatat dalam pos surplus /deﬁ81t-LRA

J. Pemb1ayaan

1.

Definisi

 Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. |
Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan
transaksi perolehan pinjaman dan/atau Investasi jangka panjang.
Penerimaan pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pinjaman jangka'

~ panjang diterima dan/atau - divestasi Investasi jangka panjang
- dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi
pada saat pelunasan plnjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran

Investasi jangka panjang.
Rincian Jenis v
Pembiayaan pada BLUD terdiri atas penerimaan pembiayaan dalam

negeri dan pengeluaran pembiayaan dalam negeri. Penerimaan
' pembiayaan dalam negeri terdiri atas: | ‘

a. penerimaan pinjaman;

b. penerimaan dari divestasi; dan

c. penerimaan kembali pinjaman kepada pihak lain.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan dalam negeri terdiri atas:
a. pembiayaan pokok pinjaman;

b. pengeluaran penyertaan modal; dan

c. pemberian pinjaman kepada pihak 'lain.
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3. ; Pehgakuan | |
Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima
BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan
umum. Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat
pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan umum. Penambahan pokok Investasi yang berasal dari )
pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. |

4. Pengukuran : ‘
Pembiayaan pada BLUD dicatat sebesar nilai nominal melalui transaksi
perolehan pinjaman dan/atau Investasi jangkap_anjang; Penerimaan
pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pinjaman jangka panjang
diterima dan/atau divestasi Investasi jangka panjang dilaksanakan.

- Sementara, perigeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat
-pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran Investasi
jangka panjang. |
Selisih lebih/ kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan -
‘ selama satu periode pelaporan dicatat dalam pembiayaan neto. s
Selisih 1eb1h/ kurang antara realisasi Pendapatan LRA dan Belanja,
serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode
pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

S. Pengungkapan
" Penjelasan pembiayaan secara rinci diungkapkan dalam CaLK.

K. Pendapatan-LO
- 1. Definisi

- Pendapatan-LO adalah hak BLUD yang mengaklbatkan _penambahan

Ekuitas bersih.

2. Rincian Jenis ;
BLUD menyajikan Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut |
-sumber pendapatan. Sumber Pendapatan-LO pada BLUD merupakan
pendapatan bukan pajak. Pendapatan bukan paJak pada BLUD yaitu:

a. pendapatan dari alokasi APBD; ;

b. pendapatan layanan yang bersumberdari masyarakét; »

c. pendapatan layanan yang bersumber dari Pemerintah Daerah
Akuntansi/Pemerintah Daerah pelaporan

d. pendapatan hasil kerja sama;

e. pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/ barang/
jasa; dan :

f. pendapatan BLUD 1a1nnya
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3. Pengakuan

Pendapatan-LO pada BLUD d1aku1 pada saat

a. Timbulnya hak atas pendapfltan
Pendapatan-LO pada BLUD yang diperoleh sebagai imbalan atas
suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan
peraturan perundang-undangan, diakui pada saat Umbulnya hak
untuk menaglh imbalan. '

b. Pendapatan direalisasi.
Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO pada
BLUD yang diakui pada saat d1rea11sas1 adalah hak yang telah

diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

4, Pengukuran 7 ;, N B |
-Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
netonya ('se'telah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya)
bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat
dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan belum selesa1 maka asas
bruto dapat dikecualikan.

Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui
berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian
' pendapatan yang merupakan hak mitra KSO. |

5. Pengungkapan

Rincian Ieb1h lanjut sumber pendapatan dlsajlkan pada CalK.
L. Beban

1. Definisi _
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas, yang dapat: berupa
pengeluaran atau konsumsi Aset atau timbulnya Kewajiban.

2. Rincian Jenis
BLUD menyajikan Beban yang d1k1a81ﬁka31kan menurut klas1ﬁka31
“ekonomi. Klasifikasi ekonomi untuk BLUD yaitu Beban pegawai, Beban
barang, Beban penyisihan, dan Beban peny131han Aset tetap/
amort1sas1

‘3. Pengakuan
Bebanvpada BLUD diakui pada saat:
a. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya Kewajiban adalah saat terjadinya perahhan hak dari
pihak lam ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas, _
) - b. Tcrjadinya
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b. Ter_]adlnya konsumsi aset o ' ol
Yang dimaksud dengan teljadlnya konsumsi Aset adalah saat

pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya
Kewajiban dan/atau konsums1 Aset nonkas dalam kegiatan
operasional BLUD; dan o |
c. Terjadinya penurunan -manfaat ekonomi atau potensi jasa

' Terjadinya penurunan manfaat ckonomi atau potensi jasa terjadi
pada saat penurunan nilai Aset sehubungan dengan penggunaan
Aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat

E ekonom1 atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

4. Pengukuran |
~ a. Pengukuran Beban pegawai
Beban pegawa1 dicatat sebesar nilai nominal yahg terdapat dalam
dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar ga_]l, v
peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi
o dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dlmaksud
b. Pengukuran Beban persediaan |
Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan.
pencatatan Beban persediaan hanya dllakukan pada akhir periode
Akuntansi. ~Beban persedlaan dihitung berdasarkan - hasil
inventarisasi fisik,. ‘yaitu dengan .cara menghitung saldo awal
persedlaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan
dikurangi dengan saldo akhir persediaan . berdasarkan hasﬂ
inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya nilainya dikalikan nilai
per unit sesuai degan metode penilaian yang d1gunakan
c. Pengukuran Beban jasa

Beban jasa dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam
dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dan

. KPA. . '

d. Pengukuran Beban pemehharaan
Beban pemehharaan dicatat sebesar nilai nommal yang tertera
dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan  yang telah mendapatkén
persetujuan dari KPA. ' : ,
e. Pengukuran Beban langganan daya dan j _]asa

Beban langganan daya dan jasa dicatat sebesar nilai nominal yang
tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan

, persetujuan dari KPA. o

f. Pengukuran .....
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f. Pengukuran Beban perjalanan dinas R
Beban jasa dicatat sebesar nilai nominal yang tertera da.lam
dokumen taglhan dari pihak ketiga sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang—undangan yang telah_ mendapatkan
persetujuan dari KPA. '

g. Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset

Beban penyusutan/amortisasi amortisasi dicatat sebesar nilai yang
telah disusutkan yang didasarkan pada niali buku semesteran dan

- tahunan, kecuali untuk penyusutan/amortisasi ‘p'ertama - kali,
didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan_ sebelum
diberlakukannya penyusutan/amortisasi. '
Penyesuaian nilai Aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus.
Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan/amortisasi nilai Aset
tetap/Aset Tidak Berwujud (ATB) dilakukan dengan mengalokasikan
Beban penyusutan secara merata selama masa manfaatnya.
Persentase penyusutan yang dipakai dalam metode ini
dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat disusutkan untuk
mendapat nilai penyusutan/amortisasi per tahun.

- h. Beban Bunga

Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah teljadl atau
~ jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Besaran Beban
bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas
pokok utang serta periode pembyaran bunga utang serta hal lain
‘jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam  perjanjian pemberian
utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode
pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada
pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk
mencegah dispute/perselisihan dikemudian hari. B

5. Pengungkapan

Pen_]elasan Beban secara rinci diungkapkan dalam CaLK

- M. Kas dan Setara Kas

1.

Definisi

Kas dan setara ‘kas pada Neraca BLUD merupakan kas yang berasal |
‘ dar1 pendapatan BLUD baik yang telah dan yang belum diakui oleh unit
yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Kas pada BLUD yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang
mempunyai fungsi perbendaharaan umum merupakan bagian dari SAL. -
Dalam rangka perhitungan saldo kas dengan catatan SAL pada BLUD,
BLUD harus dapat mengidentifikasikan kas pada BLUD yang berasal
dari pendapatan yang telah diakui oleh unit yang mempunya1 fung51 : :

- perbendaharaan umum.

2. Rincian .....
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2. Rincian Jenis
BLUD sesuai dengan karaktenstlknya dapat mengelola kas yang bukan
~ milik BLUD dan /atau sisa kas dana Investasi yang berasal dari APBD."
Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagal kas dan setara
kas. Dana kas yang dimaksud antara lain: - ‘
a. dana titipan pihak ketiga;
b. uang jaminan; dan
c. uang muka pasien rumah sakit. : :
Kas yang berasal dari sisa dana Investasi APBD d1aku1 sebaga1 Aset
lainnya. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLUD pada
~tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai
pengurang Ekuitas pada BLUD penambah Ekuitas pada Pemerintah
- Daerah. :
3. Pengakuan ,

- Kas diakui saat memenuhi definisi kas dan/atau setara kas yaitu ketika
kas diterima dan dikeluarkan oleh bendahara/RKUD. ‘Selain itu juga
ketika penguasaan dan/atau Akepemilikan' telah  beralih kepada
‘pemerintah kas dijurnal diposisi debit _]1ka bertambah dan d1p051s1
kredit jika berkurang. -

4. Pengukuran
Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal yang disajikan sebesar
nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing maka

- dikonversi menjadi Rupiah' menggunakan kurs tengah bank sentral
pada tanggal Neraca.

5. Pengungkapan
Penjelasan kas dan setara kas secara rinci dlungkapkan dalam CaLK
N. Investasi '
1. Definisi ,
Investasi adalah Aset yag dimaksudkan untuk memperoleh manfaat
ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial,
sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka

- pelayanan kepada masyarakat.

2. Rincian Jenis
Investasi BLUD terd1r1 dari Investas1 _]angka pendek BLUD. Untuk
Investasi jangka panjang di BLUD, Sesuai dengan peraturan .
perundangan-undangan, BLUD tidak dapat melakukan Investasi jangka

, fpanjang kecuali atas persetujuan Wali Kota. : o |
Investasi jangka panjang dimaksud terdiri'dari Investasi permanen dan
Investasi nonpermanen.

Investas1 .....
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‘ Investasi permanen pada BLUD, antara lain berbentuk penyertaan
" modal. Investasi nonpénnanen pada BLUD; antara lain sebagai berikut:
a. Investasi pemberian pinjaman kepada pihak lain; ‘
b. Investasi dalam bentuk dana bergulir; dan

c. Investasi nonpermanen lainnya.

. Pengakuan ,
Investasi dapat d1aku1 sebagai Investasi apablla memenuh1 salah satu
kriteria: ' ‘
a. kemungkinan manfaat ekonomik dan mgnfaat sosial atau jasa
. pontensial di masa yang akan datang atas suatu Investasi tefsebut
~ dapat diperoleh pemerintah; dan :
b. nilai perolehan atau nilai wajar Investasi dapat diukur secara
memada1 (reliable). | |
Kepemilikan Investasi pada BLUD ada pada BUD, walaupun demikian,
Investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLUD.
Perlakuan pelaporan Investasi ini selaras dengan status BLUD ‘sebagai
Pemerintah Daerah pelaporan, dimana seluruh sumber daya ekonomi
yang digunakan BLUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
dalam melayam masyarakat harus dﬂaporkan dalam laporan keuangan
BLUD. .
BUD sebagai pemlhk Investa51 melaporkan juga Investas1 yang dicatat
| oleh BLUD pada laporan keuangan BUD.

. Pengukuran

Pengukuran untuk Investa31 Jangka pendek adalah sebaga1 benkut
a. Beberapa jenis Investasi, terdapat pasar aktif yang dapat
- membentuk nilai pasar |
Untuk jenis Investasi yang seperti ini, nilai pasar dipergunakan
sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk Investasi
yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai
nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. :

b. Investasi jangké. pendek dalam bentuk.surat berharga, misalnya
saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya
perolehan , ‘ ; ‘

| Biaya perolehan InvestéSi meliputi harga transaksi Investasi itu
sendiri ditambah dengan komisi perantara jual beli, jasa bank, dan
blaya lainnya yang tlmbul dalam rangka perolehan Investas1

~ tersebut.
| c. Apabila .....
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c. Apabila Investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa
biaya perolehan, maka Investasi dinilai berdasarkan nilai - wajar
Investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.
Apabila tidak ada nilai wajar, maka Investasi dinilai berdasarkan
nilai wajar Aset lain yang diserahkan untuk memperoleh Investasi -
tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang dlperoleh dari
hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinijlai berdasarkan hasil
penilaian sesuai ketentuan. |
~d. Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, m1salnya dalam
| bentuk deposito Jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal

deposito tersebut. ' | L

e. Investasi jangka pendek dalam mata uang asing dlsajlkan pada
| Neraca dalam mata uang rupiah sebesar kurs tengah bank sentral

pada tanggal pelaporan. v

Sedangkan pengukuran untuk Investasi jangka pan_]ang terdapat tiga
metode yang dlgunakan oleh Pemerlntah Daerah. Adapun ketlga metode
itu adalah:

a. Metode biaya

Metode biaya adalah suatu metode Akuntan31 yang mencatat n11a1

Investasi berdasarkan blaya perolehan

" Metode biaya diterapkan untuk:

1) Investasi permanen dengan kepemﬂlkan Pemermtah Daerah
‘kurang dari 20% (dua puluh persen). Penghasilan atas Investasi

~ tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak
 memengaruhi besarnya Investasi pada badan usaha/hukum
yang terkait. Pada metode ini, bagian laba berupa dividen tunai
yang diperoleh Pemerintah Daerah dicatat ‘sebagai 'pehdapatan
hasil Investasi. Sedangkan dividen dalam bentuk saham diakui

' sebagai penambah nilai Investasi pemerintah. |

2) Investasi nonpermanen dalam bentuk obligési atau surat utang
_]angka panjang dan Investasi yang tidak dlmaksudkan untuk
dimiliki berkelanjutan »

3) Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di
proyek—proyek pembangunan Pemerintah Daerah seperti Proyek
Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Blaya perolehan yang dimaksud
adalah biaya pembangunan termasuk blaya yvang dikeluarkan
untuk perencanaan dan biaya lain yang _dikeluarkany dalam
rangka penyelesaian proyek Sampai proyek tersebut diserahkan
ke pihak ketiga. - ' |
| b. Metode .....
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b. Metode Ekuitas :

Metode Ekuitas adalah suatu metode Akuntansi yang mencatat nilai

Investasi awal berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan _

dimaksud meliputi harga transaksi Investasi itu sendiri ditambah

biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan Investasi tersebut.

1) Metode Ekuitas digunakan jika kepemilikan Investasi
Pemerintah Daerah 20% (dua puluh persen) sampai 50% (lima

- puluh persen), atau kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh
persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, dan berlaku
~ juga pada kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen). =

-2) Investasi awal dicatat sebesar biaya pérolehan dan ditambah
atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah'setelah .
tanggal perolehan. Pemerintah Daerah 'mengakqi adanya
kenaikan/penurunan nilai Investasi . sehubungan dengan
adanya laba/rugi perusahaan secara proporsional sesuai
dengan prosentase kepemilikan sahamnya. Penerimaan dividen
saham dicatat sebagai pendapatan. ‘

3) Laba berupa dividen tunai yang diperoleh Pemerintah Daerah
dicatat sebagai pendapatan hasil Investasi dan mengurangl,nllal
Investasi pemerintah. Sedangkan untuk dividen ‘dalam bentuk
saham yang diterima tidak memengaruhi nilai Investasi
pemerintah. o

4) Penyesuaian terhadap n11a1 Investasi juga diperlukan untuk
mengubah porsi kepemilikan Investasi Pemerintah Daerah,
misalnya adanya perubahan yang timbul aklbat pengaruh valuta
asing serta revaluasi Aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
Metode nilai bersih yang direalisasikan digunakan jika kepemlhkan
 Investasi Pemerintah Daerah bersifat nonpermanen. Metode ini
digunakan térutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual
dalam jangka waktu dekat. Apabila. Investasi jangka panjang
diperoleh dari pertukaran Aset pemerintah, maka nilai Investasi -
yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan,
atau nilai wajar Investasi tersebut jika 'harga perolehannya tidak -
ada. V ‘ ‘ | v ‘
Pengukuran Investasi nonpermanen di Neraca berdasarkan nilai
yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangkan ..
nilai Investasi nonpermanen diragukan tertagih/direalisasikan dari
nilai awal Investasi yang dicatat sebesar harga perolehan. Investasi
‘non permanen dapat dihapuskan jika Investasi tersebut benar-
benar sudah tidak tertaglh/ direalisasikan dan penghapusannya
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.’



-175- |

- Harga perolehan Investasi dalam valuta asing harus dinyatakan
: dalam Rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs téngah Bank
‘Sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi dan padav Neraca
dinyatakan pada tanggal pelaporan. Selisih yang dihasilkan antara
N tanggal perolehan Investasi dan pelaporan dlsa_ukan sebagai SCllSlh
kurs pada Neraca. '
Pengaturan akun lainnya di Neraca selam kas dan Investa31
merujuk pada penjelasan akun-akun lain di Kebijakan Akuntansi.
S. Pengungkapan ‘
Penjeiasan Investasi secara rinci diungkapkan dalam CaLK.
O. Penggabungan Lapbran Keuangan BLUD ke DalamLaporan Keuangan
v Pemerintah Daerah Akuntansi /Pemerintah Daerah Pelaporan
LRA, Neraca, LO, dan LPE BLUD digabungkan pada laporan keuangan
Pemerintah Daerah Akuntan31/ Pemerintah Daerah pelaporan yang
membawahinya.
Seluruh pendapatan, Belanja, dan - pembiayaan pada' LRA “BLUD'
dikonsolidasikan ke dalam LRA Pemerintah Daerah Akuntans1/ Pemenntah
Daerah pelaporan yang membawahinya.
Sesuai dengan karakteristik Pemerintah Daerah Akuntansi/Pemerintah
Dae'rahA pelaporan yang tidak berstatus BLUD, unsur LRA Pemerintah
Daerah tersebut terdiri dari pendapatan dan Belanja serta tidak
mempunyai unsur surplus/defisit dan SiLPA. Dalam hal Pemerintah
Daerah Akuntansi/pelaporan membawahi satuan kerja BLUD, LRA
konsolidasian Pemerintah Daerah Akuntansi/ Pemenntah Daerah pelaporan
~ tersebut mengikuti format LRA BLUD. \
~LAK BLUD dikonsolidasikan pada LAK unit yang mempunya1 fungs1
perbendaharaan umum. Transaksi dalam LAK BLUD yang dikonsolidasikan
pada LAK unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah
pendapatan Belanja, dan pembiayaan yang telah. disahkan oleh unit yang
mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
Laporan Perubahan SAL BLUD tidak digabungkan padav laporan keuangan
Pemerintah Daerah pelapOran yang membawahinya karena Pemerintah
‘Daerah pelaporan tersebut tidak menya_ukan Laporan Perubahan SAL
- termasuk Pemermtah Daerah. ‘ L
LPSAL BLUD dlgabungkan dalam LPSAL BUD dan Pemermtah Daerah
pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.
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Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan
keuangan Pemerintah Daerah yang membawahinya, perlu dilakukan
eliminasi terhadap akun-akun timbal balik ((éaprocal accounts) seperti
pendapatan, Beban, Aset, dan Kewajiban yang berasal dari Pemerintah
Daerah Akuntan31 / pelaporan dalam satu Pemerintah Daerah kecuali akun-
akun pendapatan dan Belanja pada LRA yang berasal dari Pemerintah
Daerah Akuntansi/pelaporan.

P. Penghentian Satuan Kerja BLUD Menjadl Satuan Kerja Biasa
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, pemerlntah
dapat mencabut status pola pengelolaan keuangan BLUD pada satuan
kerja Pemerintah Daerah. '
Dalam hal satuan kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan

BLUD, maka satuan kerja tersebut menyusun laporan keuangan " ,

selayaknya Pemerintah Daerah Akuntansi pemenntah lainnya, dan satuan
" kerja tersebut harus menyusun laporan keuangan penutup per tanggal
pencabutan statusnya sebagai BLUD. ‘

Q. Contoh Format Laporan di BLUD
1. Contoh Format LRA BLUD

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXX
LAPORAN RELAISASI ANGGARAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan
31 Desember 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)
‘ Anggaran |Realisasi Realisasi
NO URAIAN gox1 | 20x1 || 20xo0

1 .| PENDAPATAN ‘ ' :
2 ‘Pendapatan Jasa Layanan dari XXX XXX XX | XXX

Masyarakat
3 Pendapatan Jasa Layanan dari _ XXX xxx - | xx XXX

Pemerintah Daerah

Akuntansi/Pemerintah Daerah Pelaporan
4 Pendapatan Hasil Kerja sama XXX ‘XXX XX XXX

'5 Pendapatan Hibah ' XXX xxx | xx| xxx

6 Pendapatan Usaha lainnya XXX XXX XX XXX -
7 Jumlah Pendapatan (2 s.d. 5) ' XXX XXX XX XXX
8 .
9 | BELANJA
10 BELANJA OPERASI _
11 Belanja Pegawai ' XXX x| xx | xxx
12 Belanja Barang ' XXX XXX XX XXX
13 Bunga B XXX XXX XX XXX
14 Belanja Lain-lain XXX XXX XX XXX
15 Jumlah Belanja Operasi (11 s.d. 14) XXX XXX | XX | XXX
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30

31
32
33

34
35
36

37
38

39
40
41

42

43
44
45

BELANJA MODAL
Belanja Tanah XXX xx | xx XXX
Belanja Peralatan dan Mesin . XXX XXX XX XXX
Belanja Gedung dan Bangunan XXX XXX XX XXX
- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX XX XXX
Belanja Aset Tetap lainnya XXX XXX XX XXX
Belanja Aset lainnya ‘ XXX XXX XX XXX
- Jumlah Belanja Modal (18 s.d. 23) XXX XXX XX XXX
Jumlah Belanja (15 + 24) XXX ox | x| xxx
SURPLUS/DEFISIT (7 - 25) ' XXX XXX XX XXX -
PEMBIAYAAN ' ' -
PENERIMAAN :
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM
- NEGERI
Penerimaan Pinjaman _ XXX XXX XX XXX
Penerimaan dari Divestasi XXX XXX XX XXX
Penerimaan Kembali Pinjaman XXX XXX XX XXX
Kepada Pihak Lain L
 Jumlah Penerimaan Pembiayaan XXX Coxxx | xx | oxxx
Dalam Negeri (31 s.d. 33) '
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN XXX XXX XX XXX
PENGELUARAN
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM
NEGERI
Pembayaran Pokok Pinjaman XXX XXX XX XXX
Pengeluaran Penyertaan Modal XXX XXX XX XXX
Pemberian Pinjaman Kepada Pihak XXX XXX XX XXX
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan‘ XXX XXX XX XXX
Dalam Negeri ( 39 s.d. 41) ,
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN XXX XXX XX XXX
PEMBIAYAAN NETO XXX XXX XX XXX

2 Contoh Format LPSAL BLUD

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXX

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

NO. URAIAN 20X1 | 20X0
1 [ Saldo Anggaran Lebih Awal XXX | XXX
2 | Pengguna SAL (xxx) | (xxx)
3 | Subtotal (1 - 2) XXX | xx%x
4 | Sisa Lebih/Kurang Pemblayaan Anggaran (SiLPA/ S1KPA) XXX XXX
5 | Subtotal (3 + 4) XXX XXX
6 - | Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya XXX XXX
7 | Lain-lain XXX XXX
8- Saldo Anggaran Lebih (5 + 6 + 7) XXX XXX

-----
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3. Contoh Format NERACA BLUD

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXX

: NERACA
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0
(Dalam Rupiah)
NO URAIAN 20X1 20X0
1 | ASET
2 .
3 | ASET LANCAR ‘
4 Kas di Bendahara Pengeluaran XXX XXX
5 Kas pada BLUD XXX XXX
6 Kas Lainnya Setara Kas , XXX XXX
7 Investasi Jangka Pendek BLUD XXX XXX
8 Piutang dari Kegiatan Operasional BLUD XXX XXX
9 Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLUD XXX . XXX
10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih XXX XXX
11 Belanja dibayar dimuka XXX XXX
12 Uang Muka Belanja XXX XXX
13 - Persediaan BLUD ' XXX XXX
14 Jumlah Aset Lancar (4 s.d. 1.3) X XX
15
16 | ASET TETAP
17 Tanah : XXX XXX
18 Gedung dan Bangunan XXX XXX
19 Peralatan dan Mesin XXX XXX
20 Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX
21 Aset Tetap lainnya XXX XXX
22 ‘Konstruksi Dalam Pengerjaan XXX XXX
23 Akumulasi Penyusutan XXX XXX
24 Jumlah Aset Tetap (17 s.d. 23) XXX XXX
25 . :
26 | PIUTANG JANGKA PANJANG
27 Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX
28 Tagihan Tuntutan Ganti Rugi _ XXX XXX
29 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih XXX XXX
30 Jumlah Piutang Jangka Panjang (27 s.d. 29) XXX XXX
31 : :
32 | ASET LAINNYA
33 Kemitraan dengan Pihak Ketiga XXX XXX
34 Dana Kelolaan : XXX XXX
35 Aset yang dibatasi Penggunaannya XXX XXX
36 Aset Tidak Berwujud (ATB) XXX XXX
37 Aset Lain-lain ' XXX XXX
38 Akumulasi Amortisasi XXX XXX
39 Jumlah Aset lainnya (33 s.d. 38) XXX XXX
40 JUMLAH ASET (14 + 24 + 30 + 39) XXX XXX
41
42 | KEWAJIBAN
43
44 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK ;
45 - Utang Usaha XXX XXX
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46 Utang Pihak Ketiga XXX
47 Utang Pajak XXX XXX
49 Bagian Lancar Utang Jangka Pan_]ang XXX XXX
50 Belanja yang Masih Harus Dibayar ' XXX L XXX
51 Pendapatan diterima dimuka XXX XXX
52 Utang Jangka Pendek lainnya : XXX XXX .
53 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (45 s.d. 52) - - XXX XXX
‘54 .
55 | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG .
56. Utang Jangka Panjang XXX XXX
57 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (56) XXX XXX
58 JUMLAH KEWAJIBAN (53 + 56) XXX XXX
59 '
60 | EKUITAS
61 Ekuitas XXX XXX
62 JUMLAH EKUITAS 6 1) XXX XXX
63
64 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (58 + 62) XXX XXX
4. Contoh Format LO BLUD
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXX
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Déngan
- 31 Desember 20X1 dan 20X0
(Dalam Rupiah)
NO URAIAN | 20x1 | 20x0 | Kenakan/ | o
enurunan
1 | KEGIATAN OPERASIONAL
2 | PENDAPATAN '
3 .Pendapatan Jasa Layanan dan . XXX XXX XXX XXX
Masyarakat , :
4 Pendapatan Jasa Layanan dari XXX XXX XXX XXX
Pemerintah Daerah
'Akuntansi/Pelaporan '
5 Pendapatan Hasil Kerja sama . XXX XXX XXX - XXX
6 Pendapatan Hibah XXX XXX XXX XXX
7 Pendapatan Usaha lainnya = - o ox=xx XXX XXX XXX
8 Pendapatan APBD XXX XXX XXX - XXX
9 Jumlah Pendapatan (3 s.d. 8) XXX XXX XXX XXX
10 h
13 [ BEBAN ‘
14 Beban Pegawai ' XXX XXX XXX XXX
15 Beban Persediaan " XXX XXX XXX XXX
16 Beban Jasa 4 | xxx XXX XXX XXX
17 Beban Pemeliharaan ' , XXX XXX XXX XXX
18 Beban Langganan dan Jasa XXX XXX XXX XXX
19 Beban Perjalanan Dinas ’ XXX XXX XXX XXX
20 Beban Penyusutan Aset XXX XXX XXX XXX
21 Beban Bunga ’ Al xxx XXX XXX XXX -
22 Jumlah Beban (14 s.d. 21) XXX XXX XXX XXX
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23 ‘
24 SURPLUS/DEFISIT . XXX XXX
: OPERASIONAL (9 - 22)
25 I S
26 | KEGIATAN NONOPERASIONAL - |
27 - Surplus/Defisit Penjualan Aset Non XXX XXX
lancar
28 (Kerugian) Penurunan Nilai Aset XXX XXX
29 Surplus/Defisit dari Nonoperasxonal XXX " XXX
: lamnya
30 Jumlah Surplus/Defisit dari XXX XXX
. Kegiatan Nonoperasional (27 s.d. 29) '
31 ‘
32 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM XXX XXX
POS LUAR BIASA (24 + 30) '
33 L
- 34 | POS LUAR BIASA
35. Pendapatan Luar Biasa XXX XXX
36 Beban Luar Biasa . XXX XXX
37 Jumlah Pos Luar biasa (35 s.d. 36) XXX XXX
-38 , ‘ L
39 SURPLUS/DEFISIT-LO (32 + 37) XXX XXX
S. Contoh Format LAK BLUD
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXX
’ - LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan
31 Desember 20x1 dan 20X0 -
Metode Langsung '
(Dalam Rupiah)
NO - URAIAN - 20X1 20X0
-1 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI :
2 | ARUS MASUK KAS «
-3 Pendapatan APBD ‘ XXX XXX
4 Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat XXX ‘XXX
5] Pendapatan Jasa Layanan Dari Pemerintah Daerah XXX XXX
E Akuntasi/Pemerintah Daerah Pelaporan
6 Pendapatan Hasil kerja sama XXX XXX
7 Pendapatan Hibah : XXX XXX
8 Pendapatan Usaha Lamnya , XXX XXX
9 Jumlah Arus'Masuk Kas (3 s.d. 8) XXX XXX
10 :
11 ARUS KELUAR KAS
12 ‘Pembayaran Pegawai XXX XXX
13 Pembayaran Jasa XXX XXX
- 14 Pembayaraan Pemeliharaan . XXX - XXX
15 Pembayaran Langganan Daya Dan Jasa XXX XXX
‘16 Pembayaran Perjalanan Dinas XXX XXX
17 Pembayaran Bunga XXX XXX
18 Jumlah Arus Keluar Kas (12 s.d. 17) XXX XXX
19 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI XXX XXX
9 - 18)
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20

21 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

22 | ARUS MASUK KAS

23 Penjualan atas Tanah XXX

24 . Penjualan atas Peralatan dan Mesin XXX

25 Penjualan atas Gedung dan Bangunan | XXX

26 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX

27 Penjualan Aset Tetap lainnya XXX

28 Penjualan Aset lainnya XXX

29 Penerimaan dari Divestasi XXX

30 Penerimaan Penjualan Investasi Dalam Bentuk XXX
Sekuritas

31 Jumlah Arus Masuk Kas (23 s.d. 30) XXX

32

33 | ARUS KELUAR KAS .

34 Perolehan Tanah _ XXX

35 Perolehan Peralatan dan Mesin XXX

36 Perolehan Gedung dan Bangunan XXX

37 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX

38 Penjualan Aset Tetap lainnya XXX

39 Penjualan Aset lainnya : XXX

40 Pengeluaran dari Divestasi ‘XXX

41 Pengeluaran Penjualan Investasi Dalam Bentuk XXX
Sekuritas :

42 Jumlah Arus Keluar Kas (34 s.d. 41) XXX

43 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS XXX

INVESTASI (31 - 42) o

44 Ll '

45 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

46 | ARUS MASUK KAS

47 Penerimaan Pinjaman XXX

48 Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pihak Lain XXX

49 Jumlah Arus Masuk Kas (47 s.d. 48) XXX

50 — ‘

51 | ARUS KELUAR KAS ; :

52 Pembayaran Pokok Pinjaman XXX

53 Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lam XXX

54 Penyetoran Ke Kas Daerah XXX

55. Jumlah Arus Keluar Kas (52 s.d. 54) XXX

56 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS XXX

- PENDANAAN (49 - 55)

57 A o

58 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

59 | ARUS MASUK KAS ' ‘

60 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) XXX

61 Jumlah Arus Masuk Kas (60) XXX

62 :

63 ARUS
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63 | ARUS KELUAR KAS

64 . Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) XXX XXX

65 Jumlah Arus Keluar Kas (64) ’ XXX XXX

66 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS XXX XXX

' TRANSITORIS (61 - 65)
67 ' :
68 KENAIKAN/PENRUNAN KAS BLU (19 + 43 + XXX XXX
56 + 66) ‘

69 SALDO AWAL KAS SETARA KAS BLU XXX XXX

70 SALDO AKHIR KAS SETARA KAS BLU (68 + - XXX XXX
69) : :

6. Contoh Format LPE BLUD

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXX

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan

31 Desember 20X1 dan 20X0

NO URAIAN 20X1 20X0
1 | EKUITAS AWAL XXX XXX
2 | SURPLUS DEFISIT-LO XXX XXX
3 | DAMPAK KUMULUTIF PERUBAHAN oK X
KEBJIAKAN/KESALAHAN MENDASAR:
4 | KOREKSI NILAI PERSEDIAAN X% 0%
5 | SELISIH REVALUASI ASET TETAP XXX XXX
6 | LAIN-LAIN ‘ : XXX XXX
7 | EKUITAS AKHIR —_— %
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BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI PERJANJIAN KONSESI JASA - PEMBERI KONSESI

A. Definisi ' ‘ :
Perjanjian konsesi jasa dalam ruang lingkup. Kebijakan Akuntansi ini
adalah perjanjian yang melibatkan mitra untuk menyediakan jasa publik
| yang berkaitan dengan Aset konsesi jasa atas nama pemben konsesi.
| Perjanjian di luar ruang lingkup kebijakan Akuntansi ini adalah per‘]anpan‘
yang tidak terkalt dengan penyedlaan jasa pelayanan publik dan komponen
penyediaan jasa pelayanan publik dimana Aset yang digunakan tidak
dikendalikan oleh pemberi konsesi (misalnya alih daya, kontrak jasa, atau
privatisasi). ‘ ' 7
Kebijakan Akuntan31 ini tidak berlaku untuk akuntansi bagl mitra konsesi.
B. Pengakuan ‘ |
| Pemberi kdnsesi mengakui Aset yang disediakan .oleh mitra dan
- peningkatan Aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai Aset
konsesi jasa apabila: |
Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang
harus disediakan oleh mitra, kepada siapa "jasa publik tersebut diberikakn,‘;
serta penetapan tarifnya; dan 4
Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat
atau bentuk Iam) setiap kepentingan s1gn1ﬁkan atas sisa Aset di akhir masa
konsesi. :
Kebijakan Akuntansi' ini diterapkan pada Aset yang digunakan dalam
perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur Aset)
jika persyaratan terpenuhi. . |
Pada saat pemberi konsesi mengakui Aset konsesi jasa (untuk selama
umur aset), pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi |
tidak mengakui kewajlban atas Aset konsesi jasa yang berasal dari
reklasifikasi asetnya, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang
disediakan oleh mitra. : |
Pengakuan  kewajiban pada awalnya diukur sebésar nilai yang sama
dengan nilai aset konsesi jasa, disesuaikan dengan nilai imbalan yang
dialihkan (misalnya kas) dari pemberi konsesi kepada m1tra, atau dari

mitra kepada pemben konsesi. ,
Sifat ......
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Sifat kewajiban yang diakui ditentukah berdasarkan sifat imbalan yang

dipertukarkan antara pemberi kohsesi dan mitra. Sifat imbalan yang

diberikan oleh pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu

kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada,

hukum perjanjian yang relevan.

~Sebaga1 bentuk pertukaran atas Aset konses1 jasa, pemberi konsem

memberikan kompensasi kepada mitra atas Aset konsesi jasa melalul

skema atau skema kombinasi dari:

1. pembayaran kepada mitra atau skema kewajlban keuangan (ﬁnanczal ‘

 liability model); dan ‘ '

2. pemberian hak‘ usaha kepada mitra (grant of a right to the operator
model), misalnya: :

“a. pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari
para pengguna jasa Aset konsesi jasa; atau '

b | pemberiah hak kepada mitra untuk 'menggunakanvAset selain aset
konsesi jasa guna memperoleh pendapatan misalnya pengelolaan .
fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas
penyed1aan jasa pelayanan publik; atau .

c. pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial
lainnya yang tidak berhubungan .dengan penyelenggaraan jasa
layanan publik. | ’

Dalam hal pemberi konsesi mem1hk1 tanggungan kewajiban tanpa syarat v

~ untuk me_mbayar kas atau Aset keuangan lain kepada mitra sehubungan

pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan Aset konsesi

jgsa, maka pemberi konsesi mehgakui kewajiban sebagai: kewajiban

- keuangan. | o

Pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk

membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar

kepada mitra terhadap RS ' |

1. jumlah tertentu atau dapat dltentukan atau

2. kekurangan, jika ada, antara jumlah yang dlterlma mltra dari para
pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat

~ ditentukan, walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada

adanya kepastian dari mitra bahwa Aset konsesi jasa teléh' memenuhi
persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu. |

Perlakuan .....
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Perlakuan atas kewajibah keuangan yang diakui berpedoman ‘p'ada
kebgakan Akuntans1 mengenai instrumen keuangan, kecuali untuk hal
yang telah dlatur dan dipandu dalam Kebijakan Akuntansi ini.
" Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui
- pembayaran dimaksﬁd berdasarkan substansi pembayaran sebagai; ‘
1. | pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui; |
2. bagian tagihan atas biaya keuangan; dan '
- 3. bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.
Skema Pemberian Hak Usaha kepada Mitra o
k Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewa_uban tanpa
syarat ,untuk membayar kas atau Aset keuangan lain kepada mitra
sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau
penirigkatan Aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk
memungut pendapatan dari plhak ketiga atas penggunaan aset konsesi
Jjasa atau pengelolaan Aset selain Aset konsesi jasa, maka pemben konsesi
' mencatat pengakuan kewajiban sebagai bagian tangguhan dari pendapatan
yang timbul dari pertukaran Aset antara pemberi konsesi dan mitra.
Pemberi konsesi mengakui - pendapatan dan mengurangl kewa_]lban, '
(pendapatan tangguhan) berdasarkan ‘substansi ekonom1 dari peljanjlan
konsesi jasa. | | '
Pada saat pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas Aset
konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian
* hak untuk memungut pendapatan dari pengguna Aset konsesi jasa atau
mengelola Aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan,
maka pertukaran dimaksud merupakan transaksi yang memmbulkan‘
pendapatan. Pada saat hak dimaksud diberikan kepada mitra berlaku
selama masa korisesi pemberi konsesi tidak secara langsung mengakui
‘ pendapatan dari pertukaran dimaksud. Pemberi konsesi mengakul baglan
atas. pendapatan yang belum terealisasi atau yang mas1h ditangguhkan
sebagai kewajiban. Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari
perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban-pendapatan tangguhan
Dalam hal skema pemberian hak usaha kepada mitra terdapat pembayaran
dari pemberi konsesi kepada mitra sehubungan pemakaian Aset konsesi
; jasa yang jasa publiknya dinikmati oieh pihak ketiga: atau masyarakat,
pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran
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untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan
~ aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban-pendapatan
tangguhan. Atas hal ini, pemberi konsesi memberikan imbalan berupa
pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari
pemakaian Aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui sebagai
beban. - | |
Membagi Perjanjian , ,
Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi
membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset
konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan dan sebagian
melalui skema pemberian hak usaha . kepada mitra, maka atas jumlah
keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul diperlakukan secara
terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk
keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban
yang diukur. | , ' |
Pemberi konsesi mencatat masing-masing bagian kewajiban berdasarkan
masing-masing skema. |
Kewajiban Lainnya, Komitmen, Kewajiban Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi
Pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmeh, kewajiban
'kontm_]en31 serta Aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa
berpedoman pada kebljakan Akuntansi mengena1 prov1s1, kewajiban
kont1n3ens1 dan Aset kontinjensi. ‘
Pendapatan Lainnya

Pemberi konsesi mencatat pendapatan lainnya, selain dari pendapatan
berpedoman pada standar akuntansi mengena1 pendapatan dan transaksi
pertukaran

. Pengukuran |

Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi
jasa yang diakui berdasarkan (untuk selama umur Aset) sebesar nilai
wajar, kecuali atas Aset yang dimiliki pemben konsesi. ‘

Ketika Aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kond1s1 persyaratan
(untuk selama umur Aset), pemberi konsesi melakukan reklasifikasi Aset
- yang dipartisipasikannya tersebut sebagai Aset konsesi jasa. Reklasifikasi
Aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat Aset.

Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas Aset
konsesi jasa mengikuti ketentuan kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset
tetap atau kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset tak berwujud.

‘Perolehan .....
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Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi -

jasa yang memiliki sifat atau fuﬁgsi yang sama dalam penyediaan jasa

pelayanan publik oleﬁ mitra dicatat sebagai satu jenis Aset tersendiri
dimana dapat terbentuk dari sat'u atau beberapa jenis kelompok Aset
sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan Akuntansi yang mengatur

Akﬁntansi Aset tetap atau kebijakan Akuntansi yang méngatur Akuntansi

-~ Aset tak berwujud. Sebagai contoh, suatu konstruksi jembatan yang

dijelaskan secara terpisah dalam kelompok Aset tetap akan ‘dijkelaskan

~ sebagai satu kesatuan komponen Aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa |
layanan jalan sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya. Komponen Aset
konsesi jaSa ‘tersebut disusutkan atau diamortisasi secara sistematis
selama umur ekonomi teknis Aset dimdkéud, dan tidak dibatasi oleh masa’

konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa. | : v

Pada akhir masa konsesi jasa, Aset konsesi jasa d1rek1a51ﬁkas1 ke dalam

jenis kelompok Aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan

kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset tetap atau kebijakan Akuntansi
yang mengatur Aset tak berwujud. Rek1a31ﬁkas1 Aset dlmaksud dlukur-r
menggunakan nilai tercatat Aset. -

. Pengungkapan . A

Seluruh aspek perjanjian konsesi jasa dipertimbangkan dalam menetapkan

pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan.

Pemberi jasa méngungkapkan informasi berikut ini terkait dengan -

perjanjian konsesi jasa pada setiap periode pelaporan: |

‘1. Deskripsi perjanjian, kontrak, atau penkatan yang dlpersamakan
sehubungan perjanﬂan konsesi jasa; '

2. Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat
memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran
kas di masa depan (misalnya' masa konsesi, tanggal penentuan ulang‘
harga/ tarif, dan dasar penentuan ulang harga/ tarif atau neg081a31
ulang). ‘ ' ,

3. Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, Jangka waktu, atau n11a1) dari:

a. hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
b. hak yang mengharuskan mitra menyedlakan, jasa publik yahg
~ ditentukan dalgm pelaksanaan perjanjian konsesi jasa; |
" c. nilai buku Aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan
keuangan, termasuk Aset milik pemben konsesi yang d1rek1a31ﬁkas1

sebagai Aset konse31 Jasa
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d. .hak untuk menerima Aset yang d1tentukan di akhlr masa pexjanjlan
konsesi jasa; _ ‘
e. op31 pembaharuan atau perpanjangan dan penghentlan operasx

konsesi j jasa;

f. ketentuan hak dan tanggung Jawab 1a1nnya mlsalnya perbaikan S

‘besar komponen utama Aset konsesi jasa (overhaul), dan-

g ketentuan pemberian izin atau akses bagi mitra terhadap Aset
konsesi jasa atau Aset selain Aset konsesi jasa guna memperoleh
pendapatan. ‘

Perubahan dalam perjanjian konses1 jasa yang ter_]ad1 pada penode g

laporan keuangan tahun beljalan

, Pengungkapan tambahan yang material sehubungan dengan adénya’

perjanjian konsesi jasa. Pengungkapan atas perlakuan ékuntansi/y’ang :

secara khusus diatur dalam kebijakan Akuntansi lain “mengikuti
pengungkapan yang memadai sesuai kebuakan Akuntan51 lain tersebut

| Pengungkapan disajikan secara individual untuk: setiap peljanjlan'

konsesi jasa atau dlsajlkan secara keseluruhan untuk setiap kelompok .

~ perjanjian konsesi jasa. Suatu kelompok pexjanjlan konsesi Jasa ~

merupakan suatu penggabungan dari perjanjian konsesi _]asa yang

memiliki jenis atau kelompok serupa.

~WALI KOTA SERANG,

SYAFRUDIN
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